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Me Gas 


Coli By Ji AM 9 Badi 9 cebladi Lay AI sal 
Hala La Untan dubeyng ATI (de 9 Least Liam 


Ihamdulillah, buku ini adalah penelitian disertasi penulis 

yang berhasil dipertahankan dihadapan delapan penguji 
majlis ujian terbuka pada tanggal 14 Nopember 2018 di UIN 
Walisongo Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan 
penulis untuk memotret terobosan dalam pengembangan masa 
depan figh Indonesia. Karena di antara figohd” Indonesia, yang masuk 
dalam kategori seorang pembaharu dan penjaga tradisi, sekaligus praktisi, 
pemikir dan memberikan perhatian khusus pada aspek keadilan 
sosial dalam masyarakat untuk menggerakkan perubahan di tengah 
pergolakan sosial yang dinamis adalah KH.MA. Sahal Mahfudh. 
Melalui kedalaman ilmunya dimanfaatkan untuk menulis karya dalam 
berbagai disiplin ilmu agama. Tak terkecuali karya dalam us)4I figh dan 
figh. Seorang penganut mazhab Syafi'iyyah yang setelah mempelajari 
ilmu-ilmu agama secara mandalam kemudian memproklamirkan dan 
menyeru melakukan kajian sosial historis secara metodologis baik di 
kalangan pesantren maupun akademis di Indonesia. 

Keunikan Kiai Sahal Mahfudh yang di antara ulama” lain di 
Indonesia yaitu beliau merupakan salah seorang kiai yang paling 
awal terlibat dalam proyek-proyek pengembangan umat, memegang 
posisi pimpinan di NU dan MUI dari tingkat regional, propinsi 
sampai nasional. Karir Kiai Sahal di MUI (Majelis Ulama' Indonesia), 
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di mulai pada tahun 1980-an menjadi Ketua MUI Pati, tahun 1990 
menjadi Ketua MUI Tingkat I Jawa Tengah, menjabat lagi Ketua MUI 
Jawa Tengah selama dua periode (1990-1995/ 1995-2000 M). Setelah 
tahun 2000 Kiai Sahal dipercaya menjadi Ketua Umum MUI Pusat 
(2000-2005), dipilih berturut-turut selama tiga periode pada jabatan 
yang sama Ketua Umum MUI Pusat (2005-2010/2010-2015). 


Manfaat teoritis dari jihad tathbigi yang dilakukan K.H. M.A. 
Sahal Mahfudh sebagai terobosan dalam pengembangan masa depan 
figh Indonesia adalah: (1) Memperkaya khazanah pemikiran yang 
bersumber dari ulama moderat. (2) Menawarkan formula ijtihad 
sebagai upaya untuk mendekatkan figh dengan isu-isu kekinian, 
sehingga berguna bagi para pemegang kekuasaan hukum (judikatif) 
dan para praktisi hukum. (3) Menawarkan metodologi pemikiran 
filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial sehingga 
membantu para mujtahid dalam mencari landasan teoritis baru yang 
bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam menggali 
hukum Islam Indonesia di dunia modern. (4) Merespon realitas global 
yang bersifat luwes dan mempunyai wawasan yang sangat jauh ke 
depan (futuristik), sehingga permasalahan yang muncul dalam realitas 
sosial akan dapat dijawab dalam prespektif figh secara fleksibel dan 
adil. 


Konsep “itihad tatbbigi yang dilakukan K.H. M.A. Sahal Mahfudh 
sebagai terobosan dalam pengembangan masa depan figh Indonesia 
penting dimunculkan, karena masyarakat Indonesia mempunyai 
karakter dinamis. Di samping itu, ijtibad tathbigi merupakan bagian dari 
pemberdayaan ijtihad sebagai manifestasi pemikiran baru serta bentuk 
kepedulian seorang mujtahid dalam mengimplementasikan produk- 
produk hukum hasil dari istinbath ke dalam tealitas sosial. Salah satu 
produk jitihad tathbigi yang dilakukan K.H. M.A. Sahal Mahfudh adalah 
pemberdayaan ekonomi umat melalui langkah-langkah akademis, 
seperti, interpretasi teks-teks figh secara kontekstual, perubahan pola 
bermadzhab dari tekstual ke metodologis, verifikasi antara ajaran 
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pokok dan cabang, figh hadir sebagai etika sosial dan pengenalan 
metodologi pemikiran filosofis. 


Secara singkat, relevansi jihad tathbigi — Kiai Sahal bagi 
pembaharuan hukum Islam sebagai pengembangan masa depan figh 


Indonesia, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat, antara 


lain: 


2) 


b) 


ljtihad tathbigi yang menitikberatkan nilai-nilai Islam antara 
lain: keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia (HAM) dan relasi 
muslim-non muslim selalu melingkupi dan menjadi pijakan. 
Sebagai contoh Kiai Sahal sebagai pengasuh pesantren 
Maslakul Huda terinspirasi mendirikan BPPM timbul atas 
desakan keadaan ekonomi warga di sekitar pesantren Maslakul 
Huda yang secara umum tergolong lemah secara ekonomi. 
Faktor yang mendorongnya yaitu berpedoman pada prinsip 
keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia (HAM) dan relasi 
muslim-non muslim karena konstruksi jihad tathbigi yang 
baik dan ideal harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat 
prinsip yang akan hendak dicapai, yaitu: keadilan, kesamaan 
dan kemaslahatan. 


Pemahaman hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan 
umum dan magasid al syariah, karena target dan tujuan 
hukum adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. 
Agar kepentingan umum tetap terjaga, maka seorang 
mujtahid harus mempunyai kepekaan sosial. Oleh karenanya 
kemaslahatan sebagai manifestasi magasid syari'ah tersebut 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat menuju 
masa depan yang lebih baik di dunia dan akhirat (sa'adah fi ad- 
darain). 

Social historical sebagai pendekatan jalan tengah, sebagai 
alternatif dalam menjembatani antara “otentisitas doktrin 
dengan tradisi dan realitas sosial”. Dengan cara mengkaji 
permasalahan kemodernan tetapi tidak mengabaikan 
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sj) 


keotentikan teks-teks klasik serta nilai-nilai histotitas dati 
kitab kuning. Pendekatan jalan tengah yang dilakukan Kiai 
Sahal adalah menjembatani antara dua kelompok yang cukup 
dominan, yaitu antara kelompok retriction of tradisionalist yang 
pola pemikirannya tradisionalisme sempit dan memahami 
agama sebatas pada tradisi yang diperolehnya dari ulama klasik 
tanpa mengkontekstualisasikan dengan realitas sosial modern 
dan kelompok modernist seriptualism yang mengklaim diri 
modern, tetapi pada dasarnya juga kolot karena tidak melihat 
sisi yagasid al-syari 'ah dari teks-teks keagamaan. 

Kontekstualisasi kitab kuning, kitab kuning yang notabene 
sebagai figh klasik akan tetap relevan jika seseorang memiliki 
kemampuan yang baik dalam menginterpretasikannya supaya 
produk pemikiran konsep-konsep ilmiah ulama” klasik 
menjadi kontekstual. Maka modal utamanya adalah memiliki 
kemampuan membaca dan memahami kitab kuning untuk 
mengelaborasi konsep-konsep ilmiah yang ada di dalam 
kitab kuning, tanpa kemampuan tersebut sangat sulit untuk 
pengembangan pemikiran kontekstualisasi kitab kuning. 
Pemikiran Kiai Sahal yanng dinamis, analitis, komprehensif 
dan progresif ini selain bersumber dari banyak membaca kitab 
kuning dan buku-buku modern juga sangat dipengaruhi oleh 
kalangan akademis dan aktivis LSM, seperti LP3ES dan P3M. 


ljtihad figh sebagai kanalisasi pemberdayaan ekonomi umat. 
Dengan menjadikan figh dan pesantren, sebagai “lokomotif ” 
dan “kanalisasi” untuk menggerakkan perubahan di tengah 
pergolakan sosial yang dinamis menjadi masyarakat yang 
kaya, maju dan berperadaban melalui pemberdayaan ekonomi 
umat. Karena Kiai Sahal melihat potensi sangat besar 
dan luar biasa yang dimiliki pesantren dan figh. Satu sisi 
pesantren adalah lembaga pendidikan sekaligus lembaga sosial 
keagamaan dimana pengasuhnya memiliki peran yang sangat 
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strategis sebagai “pemimpin” ummat dan menjadi sumber 
“kanal” atau “rujukan” ummat dalam memberikan legitimasi 
terhadap tindakan ummat. Sedangkan di sisi yang lain visi 
figh sebagai tuntunan kehidupan, seharusnya figh mampu 
mengikat masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, 
sebagai panduan kehidupan secara total (kafjah), seperti yang 
diserukan pada surat Al-Bagarah ayat 208. Maka Jitihid Kiai 
Sahal yang menjadikan figh dan pesantren sebagai kanalisasi 
pemberdayaan ekonomi umat adalah peran strategis kiai 
pengasuh pesantren sebagai “pemimpin” ummat dan menjadi 
sumber “kana?” atau “rujukan” ummat untuk menyadarkan 
umat Islam agar berdaya secara ekonomi dan tidak menjadi 
umat yang lemah serta peminta-minta, otientasi pemberdayaan 
ekonomi umat tidak semata-mata menjadikan seseorang 
menjadi kaya tetapi berdasarkan ketakwaan terhadap Allah 
Swt secara profesional. Meskipun kegiatan ini dianggap 
baru oleh masyarakat maupun lingkungan pesantren sendiri 
karena secara kultural misi utama pesantren adalah bidang 
pendidikan, sedangkan pemberdayaan ekonomi ummat 
merupakan kegiatan kemasyarakatan yang belum dilakukan 
pesantren secara kelembagaan. Tetapi Kiai Sahal berkeyakinan 
pesantren yang mampu mengembangkan dua potensi besar 
ini, yaitu potensi pendidikan dan kemasyarakatan akan 
melahirkan ulama? yang tidak saja luas ilmu pengetahuan 
keagamaannya, tetapi juga luas wawasan dan cakrawala 
pemikirannya serta mampu memenuhi tuntutan zaman dalam 
memecahakan persoalan masyarakat. Serta membuka peluang 
bagi pesantren untuk mengukuhkan perannya menjadi 
lembaga sosial keagamaan, peran yang menjadi pembanding 
dan penyempurna peran pendidikan atau tafagguh fi al-din. 
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BAB I: PENDAHULUAN 


I-Ouran dan as-Sunnah sebagai teks yang bersifat stagnan 

karena proses pewahyuan telah selesai dengan wafatnya 
Rasulullah SAW." Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa al-Yur'an 
dan as-Sunnah dalam banyak hal masih bersifat global dan tidak dapat 
mengcover semua persoalan hukum yang senantiasa silih berganti 
seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan ruang? Peristiwa- 
peristiwa yang muncul pasca periode pewahyuan tentu menuntut 
penyelesaian hukum secara maksimal agar perbuatan manusia tidak 
pernah vakum dari hukum. Untuk dapat memberikan interpretasi 
yang aplicable terhadap al-Gur'an dan as-Sunnah diperlukan metode 
yang disebut ijtihad. ' 


Pemberdayaan ijtihad menjadi niscaya untuk pengembangan 
pemikiran baru. Karena peran ijtihad yang demikian penting, Sir 
Mohamad Igbal," menyebutnya sebagai the principle of movement 
(kekuatan untuk sebuah pergerakan) dalam pemikiran Islam. Lebih 
dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan 
interpretasi al-Yuran dan as-Sunnah. Ketika suatu prinsip syari'ah 
didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu 
teks al-Guran dan as-Sunnah berbeda dengan aturan langsung dari 


| Efrinaldi, Syariat Islam dan Dinamika Masyarakat, (Jakarta: Ricardo, 2012), 6. 
2 Menurut Hasbi Ash-Shiddiegy, sifat-sifat general dari ayat-ayat al-Yuran memberikan 
makna bahwa al-Guran membiarkan masalah-masalah mu'amalah, siyasah, dan gadha 
(peradilan) berkembang menurut kebutuhan masa, keadaan dan tempat. Ini indikator 
kedinamisan dan fleksibelitas nilai-nilai al-@ur'an. Lihat Hasbi Ash-Shiddiegy, Falsafah 
Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 24-26. 

3. Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, terj. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 

1994), 103. 
" Mohamad Igbal, The Reconstruction of Relegious Thought in Islam, (Lahore : Institute 


of Islamic Culture, 1989), 117. 
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teks yang jelas dan rinci, maka teks dan prinsip syari'ah itu harus 
dihubungkan melalui penalaran. Bagaimanapun juga sulit dibayangkan, 
suatu teks al-Gur'an atau as-Sunnah meski jelas dan rincinya tidak 
memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi 
yang kongkrit di era kini dan nanti.” 

Kebutuhan ijtihadpun di zaman ini semakin mendesak. Hal 
itu karena perkembangan zaman dan kemajuan yang tidak bisa lagi 
dibendung. Kemajuan yang mengarah pada perubahan social culture 
dan gaya hidup (ife style) yang modern mengakibatkan munculnya 
masalah kontemporer yang selama ini masih belum terpecahkan, 
terutama di tengah munculnya problem kemanusiaan yang semakin 
kompleks. Seperti yang berhubungan dengan penemuan baru sains 
dan teknologi (kedokteran, kosmetik, obat-obatan, informatika dan 
biogenetika), yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi 
umat (perbankan, perdagangan, dan industri), yang berhubungan 
dengan politik (sistem pemerintahan, demokratisasi, HAM, hak-hak 
politik). Semua problem kehidupan yang sedemikian struktural dan 
sistemik, tentu butuh solusi dan jalan keluar yang ideal dan kongkrit. 


Barangkali bagi orang yang akrab menelaah khazanah kitab- 
kitab klasik (turats) akan mengatakan bahwa di zaman ini tidak lagi 
dibutuhkan ijtihad baru, karena setiap permasalahan yang muncul 
dewasa ini semuanya sudah dibahas di kitab kitab klasik. Hal semacam 
ini tidak lebih karena kebanggaan dan ketakjuban mereka terhadap 
turast kita. Padahal hal ini sangat berlebihan dan tidak realistik, karena 
setiap periode sejarah kemanusiaan dengan berbagai fenomenanya 
pasti memiliki masalah, tealitas dan kebutuhannya sendiri. Kondisi 
yang kita hadapi sekarang, tidak akan persis sama dengan kehidupan 


5 Abdullah Ahmed an-Na'im, Deskontruksi Syariah, terj. Ahmad Suaedy dan 
Amirudin Arrani, (Yogyakarta : Lkis, 1994), 54. 

8 Yusuf al-Gardhawi, Reformasi Pemikiran Islam Abad 21, Terj. Moh. Farid Zaini, 
(Surabaya : Dunia Ilmu. 1998), 1. 
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abad pertengahan karena zaman sekarang dan yang akan datang akan 
jauh lebih rumit dan dinamis dibandingkan zaman dahulu. 


Kebutuhan untuk berijtihad merupakan kebutuhan yang terus 
menerus dan berkesinambungan selama peristiwa kehidupan terus 
berkembang dan kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan dan 
kemajuan, sebagai efek dari perubahan industrialis, perkembangan 
teknologi dan komunikasi global yang menjadikan dunia ini seakan 
sebuah kampung kecil. Pentingnya ijtihad juga sebagai upaya 
pembumian syariat Islam yang diyakini umatnya sebagai manhaj 
(metodologi) hidup. Dengan ijtihad, maka syariat Islam selamanya 
akan selalu relevan dalam berbagai ruang dan waktu. Tak ayal, ijtihad 
di era kontemporer sekarang ini adalah sebuah keniscayaan. 


Karena secara umum tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah 
untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dengan 
jalan merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik 
kemaslahatan individu maupun masyatakat (sosial). 


Dengan demikian, idealnya hukum Islam harus bisa memberi 
jawaban pada setiap persoalan sampai akhir dunia. Apabila hukum 
Islam di batasi hanya dalam menetapkan hukum yang sudah 
diitibarkan syara”, maka akan membawa kepada kebekuan syari'at 
Islam dan ketidakmampuannya melayani kemaslahatan masyarakat 
serta tidak dapat mewujudkan kebajikan bagi mereka. Semuanya ini 
tentunya tidak lepas dari kegigihan dan keuletan dalam ber-iitihad. 
Salah satu ijtihad yang diharapkan pada zaman sekarang ini adalah 
ijtihad Tathbigi (ijtihad aplikatif), yang benar-benar bisa melahirkan 
hukum serta bisa memenuhi kemaslahan masyarakat sebagai jawaban 
atas problematika hukum Islam. 


Pada kondisi sekarang penting melakukan ijtihad Tathbigi untuk 
menentukan hukum atas segala sesuatu yang memerlukan pemecahan. 
Ijtihad Tathbigi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa 


? Dahlan Tamrin, Fi/safat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 9-10 
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memiliki keilmuan tentang Islam yang cukup mendalam. Karena bila 
tidak, bukan penyelesaian yang baik melainkan akan menyesatkan 
umat. 


Ijtihad Tathbigi — adalah ijtihad mengenai hal yang sudah 
tercakup dalam ijtihad pendahulu, namun kasusnya belum disebut 
oleh pendahulu karena belum ada, ijtihad Tathbigi — hanyalah 
mengeluarkan i/lat-illat atau tahgigul al-manath yang disesuaikan 
dengan ijtihad pendahulu. Ijtihad Tathbigi secara bahasa adalah 
menerapkan hasil ijtihad yang sudah ada, sehingga hasil ijtihad yang 
sifatnya tidak mengikat kalau dijadikan undang-undang maka sifatnya 
jadi mengikat. Pembuatan undang-undang atau penetapan keputusan 
untuk dieksekusikan itu bisa disebut #athbig. Dalam hal ini kalau baru 
berupa fatwa (sifatnya tidak mengikat) maka masih berupa istinbathi, 
tetapi kalau sudah jadi undang-undang atau dipakai oleh hakim untuk 
memutuskan perkara maka sifatnya mengikat untuk diterapkan, inilah 
yang disebut Tathbigi . 


Tujuan utama ijtihad Tathbigi adalah mencari jalan keluar atau 
memutuskan hukum agama untuk suatu masalah yang sebelumnya 
belum pernah ada atau pengembangan dari masalah yang pernah ada 
namun belum menemukan kepastian hukum berdasarkan nash yang 
jelas. Tentu saja kejelasan dan kepastian hukum ini sangat diperlukan 
agat umat tidak terjebak pada sifat keliru atau yang masih abu-abu.” 


$ Menurut Muhammad Abu Zahrah ijtihad tathbigi adalah mengeluarkan hukum sejenis 
atau menerapkan hasil ijtihad istinbathi ke dalam perbuatan-perbuatan mukallaf yang 
bersifat kasuistik dari yang telah dikeluarkan oleh para pendahulu, tetapi kasusnya belum 
ada di masa para pendahulu. Muhammad Abu Zahrah, Us)#i/ figh , Beirut, Dar al-Fikr 
al-Arabiy,1988, h.379. Sedangkan menurut Abu Ishag Ibrahim al-Syatibi “jtihad tathbigi 
adalah memahami bagaimana kita mengimpelementasikan hukum-hukum yang sudah 
tersedia dan sudah diistinbathkan oleh para ulama' dari hukum-hukum tafshili (rinci). Lihat 
Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, a-Muwafagat, tagdim 
Bakir bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al-Salman 
(Dar Ibn Affan, t.th), h.471 

Tjtihad tatbigi merupakan bagian dari pemberdayaan jjtihad untuk pengembangan pemikiran 
baru, sebagai bagian dari bentuk kepedulian mujtahid dalam mengimplementasikan 
produk-produk hukum hasil dari istinbath ke dalam realitas sosial karena itu ijtihad 
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Di sisi lain, produk-produk pemikiran hukum Islam yang 


dihasilkan melalui ijtihad yang sudah dilakukan para ulama terdahulu. 
Pada kenyataannya terikat oleh waktu dan kondisi ketika ijtihad itu 
ditempuh.'? Timbulnya penemuan batu yang merubah sikap hidup, 
menimbulkan konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan 


masyarakat, maka bagi seorang muslim persoalan baru yang muncul 


harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar produk hukum 
yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Lihat 
Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cetakan ke-1, (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 2001), h. 163. 

Memasuki abad IV H (mulai tahun 310 H) adalah periode dimana /igh praktis tidak 
berkembang, karena para ulama hanya disibukkan mendalami figh para imam madzhabnya 
dan semangat ijtihad mereka mengalami degradasi yang serius, sampai “diujung tanduk”. 
Mereka merasa sudah puas dengan merujuk pada figh madzhabnya yang sudah ada, 
lihat Muhammad Abu Zahrah. Ushi/ figh, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi,1985). 231. 
Sedangkan menurut Abd al-Karim Zaidan, lemahnya aktivitas ijtihad pada periode 
ini (mulai tahun 310 H/abad IV H) dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: Pertama, 
melemahnya kekuasaan politik pemerintahan Abasiyyah karena pecahnya negara Islam 
menjadi negara kecil-kecil yang mereka terbiasa saling memfitnah dan bermusuhan, 
sehingga terbangunnya fanatisme antar wilayah termasuk dalam wilayah figh. Kedua, 
kodifikasi figh-figh madzhab dalam susunan kitab yang diklasifikasikan menjadi bab-bab 
telah membuat para ulama merasa cukup puas dan memudahkan mereka dalam merujuk 
sumber-sumber hukum Islam yang siap pakai sehingga melemahkan daya analisis dan 
beristinbath. Ketiga, hilangnya kepercayaan diri dan tumbuhnya rasa takut melakukan 
ijtihad karena merasa tidak memiliki otoritas sebagai mujtahid dan menganggap bahwa 
ijtihad secara mutlak (sustagil) berhenti pada generasi para imam pendiri madzhab. 


Keempat, rumor bahwa otoritas ijtihad sudah hilang dan anjuran agar meninggalkan 
kegiatan ijtihad, karena jika dipaksakan akan mendapatkan produk hukum yang salah 
sehingga menyesatkan umat Islam. Mereka menganjurkan merujuk pada kitab-kitab 
figh madzhabnya, sehingga terbangun opini dan rumor dikalangan umat Islam bahwa 
tertutupnya pintu ijtihad, meskipun secara formal ijtihad ini tidak pernah tertutup 
selamanya, sehingga menimbulkan perselisihan antar umat. Sampai sekarang fatwa 
tertutupnya pintu ijtihad ini tidak diketahui secara jelas sumbernya dan kapan statement ini 
dilontarkan serta tidak ditemukan bukti-bukti historisnya yang valid dan otritatif. Lihat 
“Abd al-Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-lslamiyyah, ( Muhammad Ali 
Sabih wa Auladuh,1958), 147. Hallag berpendapat terbuka atau tertutupnya pintu ijtihad 
sebenarnya ditentukan oleh dua elemen yang saling melengkapi: (1) ada atau tidaknya 
mujtahid, dan (2) kesepakatan ahli hukum untuk menutup atau membuka pintu ijtihad 
bilamana terjadi kepunahan mujtahid. Lihat Wael B. Hallag, “Was the gate of Ijtihad closed?”, 
dalam “International Jurnal middle Bastern Studies” 16, I, (Cambridge University Press, 1984). 
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karena perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,"' tidak 
harus dihadapkan pada ketentuan nas) secara konfrontatif, tetapi 


harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. 


Pemecahan secara “jtihadi ini dalam figh disebut istinbath” yaitu 


upaya ahli figh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya," 
ada dua pendekatan yang biasa dilakukan oleh seorang ahli figh dalam 
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La Belle seperti yang dikutip Roibin, mengatakan bahwa struktur dan perilaku sosial 
selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara satu dengan 
yang lainnya. Tiga komponen itu adalah: ideologi, tekhnologi dan organisasi sosial. Lihat 
Roibin, Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i, (Malang: UIN 
Malang Press. 2008), 19. 

Menurut al-Raghib al-Isfahani, Istinbath dilihat dari etimologi berasal dari kata nabth atau 
nubuth dengan kata kerja Y17'/) nabatha, yanbutbu, artinya ait yang mula-mula keluar dari 
sumut yang digali. Kata kerja tersebut dijadiakn bentuk transitif, sehinggan menjadi 
anbatha, istinbatha, artinya mengeluarkan air dari sumur sebagai sumber tempat air 
tersembunyinya. Jadi kata istinbath pada makna asalnya berarti usaha mengeluarkan air 
dari sumber tempat tersembunyinya. Kata tersebut dipakai dalam term figh, artinya upaya 
mengeluarkan hukum dari sumbernya, istilah ini identik dengan istilah ijtihad dalam ushul 
figh. Lihat al-Raghib al-Isfahani, Mu jam Mufradat Alfazh a-Our'an, (Beirut : Dar al-Fikr. 
1992), 502 

Dilihat dari pemikiran hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam secara 
global diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, #as dan wahyu meliputi al-Gur'an 
dan al-Sunnah. Kedua ijtihad (ray / agl) yang meliputi, giyas, ijma', istihsan, 
maslahih mursalah, “urf, istishib, mazhab sihabi, dan syar' man gablana. Lihat 'Abd 
al-Wahhab Khallaf, 7/7 Ushil figh (Kuwait: Dar al-Golam, 1978), cet. XII, h.21- 
22, Muhammad Abu Zahrah, Us)4/ figh, (Beirut, Dar al-Fikr al-Arabiy: 1988). 
h.203-206. Sumber hukum yang kedua (yjtihad) diklasifikasikan lagi menjadi 
sumber hukum yang disepakati, yaitu giyas dan jjma' dan yang lain merupakan 
sumber hukum yang diperselisihkan. Pengklasifikasikan ini cenderung subyektif, 
karena cenderung hanya menunjukkan pembelaan pribadi atau kelompoknya. 
Karenagiyas misalnya yang diklaim sebagai sumber hukum yang disepakati 
ternyata ditolak secara tegas oleh Ibnu Hazm, salah satu pendukung mazhab 
Zahiri, Lihat Sayf al-Din Abi al-Hasan Ali Ibn Ali Al-Amidi, AHlhkam fi Ushul 
al-Ahkam, Juz ke-4, (Kairo: Muassasah al-Halabi 1967), h.384-386. Penolakan 
Ibnu Hazm terhadap giyas yang kontradiktif terhadap pendapat mayoritas itu 
menunjukkan bahwa giyas bukan sumber hukum yang disepakati. Oleh karena 
itu tidaklah yair bila pendapat tersebut dianggap melenceng dan tersesat, 
sebagaimana tuduhan Salam Mazkur. Lihat bukunya, a/-ljtihad fi a-Tasyri ak-slami 
(Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiy, 1984), Cet 1,h.22-23. 
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melakukan istinbath, yaitu: (1) melalui kaidah-kaidah kebahasaan, (2) 
melalui pengenalan makna atau maksud syati'at (magashid a-syari'ah)." 


Dua metodologi penetapan hukum atau istinbath al-bukm di atas, 
merupakan spare part yang paling penting dan sangat berpengaruh 
terhadap produk hukum yang dihasilkan. Karena ummat Islam pada 
abad modern ini, mendambakan kehidupan yang lebih Islami. Mereka 
menyadari, bahwa tidak ada tatanan yang membuatnya lebih tenteram 
kecuali hukum yang sejalan dengan akidah mereka. Karenanya, sudah 
menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan 
hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, akan 
berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti." 


Sebagai akibat logis dari sifat keuniversalan hukum Islam adalah 
ketentuan hukumnya, ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang 
Islam, ada pula yang ditujukan khusus untuk orang-orang non-Islam. 
Pengkhususan ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip hukum Islam yang 
ingin ditegakkan, haruslah senantiasa menghargai dan menghormati 
elemen hukum yang ditegakkan oleh agama lain. Karena dalam prinsip 


Islam tidak ada paksaan dalam beragama," serta bagimu agamamu 


dan bagiku agamaku." 


Di antara titik lemah yang menyebabkan fungsi figh di Indonesia 
belum dapat mengembangkan fungsinya yang sangat strategis salah 


M Ali Hasaballah, Ushu/ al-Tasyri' Al-Islami, (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1358 H/1971 M), h.3. 
Menurut pendapat Syihab ad-Din al-Garafi dalam karyanya a/-furug, jilid I, h.1-2, membagi 
ushul menjadi dua (2), yaitu ushul a-figh dan al-gawa'id al-fighiyyah al-kulliyyah, secara umum 
usbul al-figh ita mengkaji tentang kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafadz, seperti 
perintah itu menunjukkan kewajiban, larangan menunjukkan keharaman, keumuman lafaz 
dan kekhususannya dan kemungkinan adanya nasakh dari lafal-lafal terbuka. Sedangkan 
al-gawa'id al-fighiyyah al-kulliyyah adalah kaidah-kaidah yang tinggi nilainya dan banyak 
jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia hukum syara? dan hikmahnya, serta mencakup 
cabang-cabang hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah ini tidak disebutkan dalam 1ushu/ 
al-figh tetapi hanya diisyaratkan secara global saja. 

$$ Lihat Said Agil Husin Al-Munawar, hukum Islam & Pluralitas Sosial, Jakarta : Paramadani, 
2010, 8. 

1 ?Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (OS. Al-Bagarah:256) 

1 “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku” (OS. Al-Kafirun:6) 
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satu contoh dalam pemberdayaan ekonomi umat, adalah: pemahaman 
sebagian besar masyarakat Islam masih sangat tradisional dan terbatas 
(menganggap figh sebatas ibadah mukhdlah) saja. Lemahnya peran 
Jugaha', antara lain karena keterbatasannya dalam pemahaman tentang 
pemberdayaan ekonomi umat, tidak memiliki kemampuan managerial 
yang baik melalui kerja terencana, terprogram, sistematis dan 
berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan 
ekonomi umat. Karena kemiskinan adalah sebab-akibat, maka 
penyebab kemiskinan itulah yang harus ditutup, kalau penyebabnya 
adalah tidak ada sumber penghasilan, maka harus diberi sarana untuk 
mendapatkan penghasilan dengan diberi ketrampilan khusus dan 
modal usaha dengan managerial yang baik serta pengawasan secara 
berkelanjutan. 


Dalam mengatasi kemiskinan Kiai Sahal,8 berpendapat 
bahwa penanganan zakat harus dijadikan senjata yang ampuh bagi 
pengentasan kemiskinan, caranya dengan menggunakan harta zakat 
secara produktif, lembaga yang menangani harus handal, profesional 
dan berorientasi pemberdayaan ekonomi umat. Maka dari itu, harus 
ada monitoring dan evaluasi agar tujuan zakat terealisir secara 
maksimal. 


Berangkat dari pendapat Kiai Sahal tentang pemikiran 
pemberdayaan ekonomi umat di atas, setidaknya ada dua kategorisasi 
Jugaha' di Indonesia yang terlibat dalam pemberlakuan ketentuan 
hukum Islam. Pertama, kelompok normatif atau menggunakan 
pendekatan take for granted (mengambil apa adanya tanpa penalaran 
kritis) dari teks dan meyakini bahwa al-Yur'an sebagai sumber hukum 
Islam yang otoritatif dan lengkap karena mengacu pada Al-Gur'an 
Surat al-Ma'idah ayat (3), sehingga beranggapan bahwa hukum Islam 
harus diterapkan kepada seluruh umat Islam untuk dilaksanakan dalam 


$$ Lihat Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial, Cet.VI. Yogyakarta: LkiS, 2007, 147 
9 “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (OS. Al-Maidah:3) 
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realitas kehidupannya. Kedua, kelompok yang memilih pendekatan 
(approach) kultural (budaya), sehingga mereka meyakini pentingnya 
penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam realitas sosial, sehingga 
hukum Islam tampak membumi dan dapat menjawab kompleksitas 
problematika masyarakat, salah satu tokoh Indonesia dan penjaga 
tradisi sekaligus pemikir yang masuk kategori kelompok kedua ini 
adalah K.H.M.A. Sahal Mahfudh dengan metodologi pemikiran 
hukum Islamnya yaitu “figh sosia?”. 


K.H.M.A. Sahal Mahfudh adalah salah seorang dari deretan 
pemikir Indonesia dalam pemikiran Islam kontemporer, yang merasa 
gelisah dengan ketidakberdayaan figh klasik dalam menjawab dan 
memecahkan kompleksitas problematika masyarakat kekinian. Supaya 
figh dengan perangkat metodologinya baik gawdid al-figh maupun ushil 
Jigh”-nya dapat terealisasi dan bermanfaat sehingga perlu penafsirann 
ulang (reinterpretasi) atas figh klasik, sehingga figh tidak gagap dan 
mampu merefleksikan pada konteks kekinian. 


Menurut Ahmad Rofig, KH.M.A. Sahal Mahfudh termasuk 
kategori seorang tokoh pemikir dan pembaharu Hukum Islam di 
Indonesia dari kelompok tradisionalis.? 


Menurut Bibit Suprapto, Kiai Sahal adalah ulama berbasis 
tradisonal yang berwawasan maju dengan mengembangkan figh 
sosial dan figih kontekstual. Masalah-masalah mu'amalah khususnya 


2 Mahsun, Kontruksi Epistomologi Figh Sosial, dalam buku Metodologi Figh Sosial, dari Oanli 
Menuju Manhaji, Pati: Fikih Sosial Institute Staimafa. 2015, 74 

“Menurut pendapat Syihab ad-Din al-Garafi dalam karyanya 4/-furug, jilid 1, h.1-2, membagi 
ushul menjadi dua (2), yaitu ushul a-figh dan al-gawa'id al-fighiyyah al-kulliyyah, secara umum 
usbul al-figh itu mengkaji tentang kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafadz, seperti 
perintah itu menunjukkan kewajiban, larangan menunjukkan keharaman, keumuman lafaz 
dan kekhususannya dan kemungkinan adanya nasakh dari lafal-lafal terbuka. Sedangkan 
al-gawa'id al-fighiyyah al-kulliyyah adalah kaidah-kaidah yang tinggi nilainya dan banyak 
jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia hukum syara? dan hikmahnya, serta mencakup 
cabang-cabang hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah ini tidak disebutkan dalam ushu/ 
al-figh tetapi hanya diisyaratkan secara global saja. 

Ahmad Rofig, Figh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012.20 
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masalah sosial, sehingga figih tidak diartikan sebagai ibadah dalam arti 
sempit seperti ulama sebelumnya, tetapi sebagai ibadah sosial yang 
bersifat horisontal dalam arti yang sangat luas. Figih kontekstual yang 
dikembangkannya bukan berarti bentuk baru yang menyimpang dari 
figih yang telah ada, tetapi merupakan pengembangan figih itu sendiri 
yang dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat 
yang bersifat dinamis, sehingga tidak semata-mata normatif tetapi 
bersifat kontekstual. Pendekatan yang sering dipakainya adalah 
maslahah atau kemaslahatan.? 


Menurut Abdul Mogsith Ghozali, dalam konteks pembaharuan 
figh di Indonesia, nama Kiai Sahal tidak bisa begitu saja disejajarkan 
dengan para pembaharu figh yang lain. Karena Kiai Sahal memiliki 
penguasaan yang mendalam terhadap persoalan juru (cabang) 
dan ushiil (pokok). Ia mengerti figh dan menguasai usMiil figh, satu 
kecakapan intelektual yang jarang dimiliki para pembaharu figh lain. 
Kecakapannya ini dibuktikan dalam bentuk karya ilmiah. Ia menulis 
kitab-kitab figh, dan memberi syarah kitab-kitab 1s)#/ figh. Karyanya 
di bidang figh cukup banyak, diantaranya a/-Isamarat al-Hijiniyyah 
Ri Isthilah al-Fugaha', Intifakh ala-Wadajain Fi Ikhtilaf Ulama” Hijain. 
Sementara karyanya di bidang us)#/ figh adalah al-Bayan a-Mulamma' 
an Alfizh al-Luma' dan Tharigah al-Husul ala Ghiyah a-Wusiil. Dengan 
kecakapan intelektualitu, dalam menyuarakan figh sosial, Kiai Sahal tak 
hanya mengeluarkan pendapat figh terkait soal-soal kemasyarakatan, 
melainkan juga menyediakan kerangka metodologi ushil figh-nya.“ 


Menurut Mahsun Fuad,” Kiai Sahal adalah termasuk intelektual 
berbasis tradisionalis yang memprakarsai wacana figh sosial bersama 


2 Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantaras Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah 
Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia. 2009). 688 

4 Abdul Mogsith Ghozali, Figh Sosia: Masa Depan Figh Indonesia, Cet.I, Pati: Fikih Sosial 
Institute Staimafa. 2016, viii-ix 

3 Mahsun, Kontruksi Epistomologi Figh Sosial, dalam buku Metodologi Figh Sosial, dari Oauli 
Menuju Manbhaji, Pati: Fikih Sosial Institute Staimafa, 2015. 107-108 
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dengan Ali Yafie'“dan Sahal Mahfudh adalah orang pertama yang 


mengenalkan istilah figh sosial.” 


Menurut Jamal Ma'mur, Kiai Sahal adalah intelektual berbasis 
tradisional di Indonesia, yang pokok pikirannya agar hukum Islam 
dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial, dan bahkan dapat 
menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan termasuk isu- 
isu kontemporer yang belum ditemukan jawaban hukumnya. Untuk 
bisa menjawab tantangan modern tersebut, tentu saja dibutuhkan 
keberanian merubah pola bermazhab dari pola gauli (teks) menjadi 
manhaji (metodologi) untuk merespon tantangan global. 


Dalam konteks inilah, ijtihad Tathbigi KH. MA. Sahal Mahfudh 
sebagai pengembangan masa depan figh Indonesia penting untuk 
dibahas, karena memberikan kontribusi dalam perkembangan figh, 
baik di dunia Islam umumnya, dan di Indonesia khususnya. Kiai 
Sahal, meskipun bukan orang pertama yang melakukan kajian serupa 
tentang pengembangan masa depan figh Indonesia dalam konteks 


sosial,” tetapi ia telah turut memberikan warna bagi perkembangan 


26 


Mengenai biografi dan pemikiran-pemikiran keagamaan MA. Sahal Mahfudh dan Ali Yafie 
dapat dilihat antara lain pada Mujamil Gomar, Ny Libera-Dari Universalisme Ahlussunnah 
ke Universalisme Islam, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 177-186 dan 238-247, Sumanto al- 
Ourtubi, KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Figh Indonesia, (Yogyakarta: Cermin, 1999): Jamal 
D. Rahman, Wacana Figh Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie, (Bandung: Mizan,1997). 

“ Wacana ini ditandai dengan terbitnya dua buah buku pada tahun 1994, yang pertama 
berjudul Wacana Figh Sosial karya Ali Yafie sedangkan yang kedua berjudul Nuansa Figh 
Sosial karya Sahal Mahfudh ditulis pada 1987, judul buku Nuansa Figh Sosial diambil dari 
satu artikel yang berjudul “Nuansa Figh Sosia?” 

2 Jamal Ma'mur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH.MA Sahal Mahfudh, Elaborasi Lima 

Ciri Utama, Jakarta: PT Alex Media Komputindo,2014, 2 

Menurut Ahmad Rofig (2012:8-9), sebenarnya substansi pokok dari terminologi figh 

sosial tidak sama sekali baru. Karena dalam beberapa refrensi yang lalu telah dibicarakan 


29 


dan dipilih beberapa materi hukum yang berkaitan dengan kepentingan sosial, sebut 
saja misalnya “Abd al-wahhab Khallaf yang merinci figh muamalat menjadi tujuh, antara 
lain: pertama, hukum kekeluargaan, Al @ur'an membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat. 
kedua,hukum sipil, Al Gur'an membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat. £etiga, hukum 
pidana, Al Guran membicarakan masalah ini sekitar 30 ayat. keempat, hukum acara, 
Al Guran membicarakan masalah ini sekitar13 ayat, £e/ima, hukum ketatanegaraan, 
Al Guran membicarakan masalah ini sekitar10 ayat.keenam,hukum internasional, Al 
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hukum Islam baik di dunia akademis maupun dunia pesantren salafi 
(tradisional), yang sebelumnya kajian hukum Islam khususnya di 
pesantren salafi tersebut menyimpan banyak problem sosiologis, 
historis dan metodologis. 


Ouran membicarakan masalah ini sekitar25 ayat. Ketjuh, hukum ekonomi, Al Guran 
membicarakan masalah ini sekitar 10 ayat. 
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BAB II: KH. SAHAL MAHFUDH DAN 
DINAMIKA IJTIHAD TATHBIOI 


A. KH. Sahal Mahfudh 


Potret keluarga dan masa kecil Sahal Mahfudh 


(Mama Ahmad Sahal Mahfudh” lahir di Pati tahun 16 
Februari 1933 " di rumah ayahnya yang menyatu dengan 


pesantren di desa Kajen”? Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 


30 


Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh (“putra” Mahfudh) sebagaimana ayahya Mahfudh 


Salam (“putra” Salam). Sebagaimana hal yang lazim bagi kebanyakan santri Jawa, atau 
orang Islam pada umumnya adalah mencantumkan nama ayah setelah namanya sendiri 
sebagai sebuah identitas yang berarti “putra”. Dalam banyak hal penacantuman nama ayah 
kadang-kadang tidak dapat dihindarkan, misalnya ketika ada nama lain yang sama atau 
ketika melakukan perjanjian dan kesepakatan dalam muamalah. Akan tetapi sebagaimana 
juga kebanyakan orang jawa, mereka enggan menggunakan nama lengkap dalam 
keseharian, mereka lebih suka menggunakan sepotang dari namanya dengan potongan 
yang paling mudah sebagai panggilan akrabnya, atau menggunakan nama julukan (lagab) 
atau singkatan. K. Sahal sendiri lebih sering menyingkat namanya menjadi MA. Sahal 
Fakta baru tentang tanggal kelahirannya ini baru ditemukan dalam sebuah catatan lama 
milik ayah Sahal yaitu Kiai Mahfudh yang menerangkan tanggal lahir Kiai Sahal bukan 
17 Desember 1937 sebagaimana yang tertera dalam dokumen resmi seperti KTP (Kartu 
Tanda Penduduk), namun 16 Februari 1933 M yang bertepatan dengan bulan Dzulgo'dah 
1350 H. Lihat Tutik Nurul Jannah, Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh dalam 
Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat, (Pati: 
Figh Sosial Institute, 2014), 90. 

Desa Kejen, 18 KM sebelah utara kota Pati dan 7 KM sebelah selatan kota Tayu, para 
peneliti menyebut Kajen sebagai “Desa Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), 
Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bamah (Jakarta, P3M, 1985), h.197-218. Studi 
tentang antropologis Kiai Kajen juga dilakukan Pradjarto Djirjosanjoto, memelihara umat, 
kiai di antara usaha pembangunan dan mempertahankan identitas lokal di daerah Muria (Amsterdam 
Departement of Cultural Antropology/ Social Development, Vrijie Universiteit, 1994). 
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Jawa Tengah. Dia anak ketiga dari enam bersaudara" dari pasangan 
KH Mahfudh Salam (1899-1944) dan Nyai Hj. Bad?ah (w.1945). 


8 Saudara Kiai Sahal adalah: (1). Muhammad Hasyim, meninggal di usia 42 tahun dan 
belum memiliki putra dalam perlawanan agresi militer kolonial Belanda pada tahun 1949 
di Sukolilo Pati. (2). Hj. Muzaiyanah, istri KH.Mansur Kholil, Penagasuh Pesantren An- 
Nur, Lasem. (3). MA. Sahal, (4). Hj. Salamah, Istri KH. Mawardi, pengasuh Pesantren 
Bugel Jepara. (5). Hj. Fadlilah, Istri KH. Rodli Sholeh, Jakarta, wakil Ra'is Aam PBNU 
sejak 1984. (06). Hj. Khodijah, Istri KH. Madah, Pengasuh PP. Assuniyah Jember yang 
juga cucu KH. Nawawi. Data ini diperoleh dari dokumentasi PP Maslakul Huda Kajen. 
Lihat juga Sumanto al-Gurtubi, KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Figh Indonesia, (Yogyakarta: 
Cermin, 1999), h. 71 

Beliau lahir di Kejen pada tahun 1900 M, nama yang diberikan orang tuanya Kiai Salam 
sebelum belajar di Mekkah adalah “Mustaha?”, ketika di belajar di Madinah namanya di 
ganti “Mahfudh”, dan ketika di Mekkah di ganti “Munawir”, tetapi nama “Mahfudh” 
digunakan hingga wafatnya, nasabnya KH. Mahfudh Salam bin KH. Abdussalam bin KH. 
Abdullah bin Nyai Mutitoh binti KH. Bunyamin bin Nyai Toyyibah binti K. Muhammad 
Hedro Kusumo bin KH. Ahmad Mutamakkin. Lihat Jamal Ma'mut Asmani, dkk, 2012, 
Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam 
Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul 
Falah), 75 KH. Mahfudh terkenal orang yang sangat wira' dan zuhud dengan pengetahuan 
agama yang mendalam dan ilmu ushulnya luar biasa, sanggup menghafal al-Gur'an dalam 
waktu 14 hari di Pesantren K. Mohammad Said Sampang Madura, pernah belajar di 
Mekkah selama 4 tahun dari tahun 1921-1925 M (ada yang mengatakan 7 tahun). kepada 
Sayid Alawi al-Maliki al-Makki, K. Bakir bin Nur yang berasal dari Jogja dan menetap di 
Mekkah, sepulang dari Mekkah beliau meneruskan belajar dengan KH Hasyim Asy'ari 
(pendiri NU) dan K. Ma'shum (pengarang kitab tasrifan) di Jombang selama 3 tahun 
pada tahun 1926-1928, beliau adalah sosok kiai muda yang visioner yang bercita-cita 
menjadikan Kajen sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan seperti Kairo dan 
membuat pesantren besar yang disebut “Jami'yah”, beberapa kitab karangannya antara 
lain: Oowaidul Trob, Nadham Mukhtar fi al-llm al-ughoh, Mandhumatu al-Waragat dan Faraid 
ak rob Fi Ma 'anilal-Ahraf, tokoh pejuang yang memiliki dasar keagamaan dan nasionalisme 
yang kuat melawan kolonial Belanda, pada malam sabtu tanggal 4 Robi'ul Awal tahun 
1364 H/1944 M beliau meninggal karena sakit di penjara Ambarawa pada zaman Jepang. 
Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal / Sebuah Biografi, (Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, 
h. 3-10. 

Garis nasab Nyai Bad''ah adalah dari putri Mbah mutamakkin yaitu Nyai Godeg yang 
mempunyai putri Nyai Jiroh. Dari Nyai Jiroh melahirkan beberapa putra dan satu 
diantaranya adalah KR. Asnawi. Dari perkawinannya dengan R.Ayu (masih keturunan 
Sunan Kudus) KR. Asnawi memiliki beberapa putra, salah satu putranya R.K. M.Sholeh 
yang mempunyai putra R.K. Makshum. R.K. Makshum mempunyai putra R.K Fauzan 
yakni ayah Nyai Bad?'ah Silsilah versi KH. Hambali Waturoyo Pati, KH.Sofwan Durti 
Kudus, KH. Raden Hambali (A.Kamal) Kudus. Lihat Zainul Milal Bizawie, Pondok Kajen 
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Kiai Mahfudh Salam dan Nyai Badi'ah keduanya masih memiliki 
hubungan keluarga yang jika di runut keduanya masih memiliki jalur 
nasab dengan KH. Ahmad Mutamakkin (Mbah Mutamakkin). 
Menurut Bibit Suprapto, garis keturunan Kiai Sahal ke atas tergolong 
baik, dari tokoh-tokoh ulama? maupun pemerintahan yaitu keturunan 
Syaik Ahmad Mutamakkin, ulama” sufi terkenal pada abad ke- 
18 yang sangat berpengaruh dan ditakuti oleh penguasa Mataram 
dan Pemerintah Hindia Belanda saat itu, ulama” ini dikenal dengan 
sebutan ulama” Cibolek yang diambil dari kitab (serat) tulisannya dan 
dinamakan Serat Cibolek. Di samping itu Kiai Sahal tercatat sebagai 
keturunan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo (Sultan Pajang, 
menantu Sultan 'Trenggono Demak), melalui jalur Pangeran Sambo.” 


Wetan Banon Pesantren salafiyah Dalam Lintasan Sejarah, (Pati, PAS dan Rima Prees, 2001), h. 
12 
Mbah Mutamakkin dipercaya merupakan seorang yang /agih, guru besar Islam dan 
dipandang sebagai Waliyullah (saint). Silsilah yang dipercaya masyarakat menyatakan 
Ia keturunan bangsawan Jawa. Menurut beberapa catatan dan sejarah lokal, Mbah 
Mutamakkin dari garis Ayah adalah keturunan Raden Patah (Raja Demak) yang berasal 
dari Sultan Trenggono. Sedangkan dari Ibu, ia keturunan Sayid Aly Bajegung, Tuban Jawa 
Timur yang mempunyai cucu perempuan dan Raden Tanu (ibunda beliau). Dipercayai 
bahwa Mbah Mutamakkin adalah keturunan Raja Muslim Jawa, Jaka Tingkir dan Raja 
Hindu Majapahit, Brawijaya VI. Garis nasab K. Sahal dengan Mbah Mutamakkin adalah 
dari K. Muhammad Hendro yang lebih di kenal dengan Mbah Hendro (makamnya 
terletak di desa Gambiran Pati) yang merupakan putra Mbah Mutamakkin. Mbah Hendro 
mempunyai putra bernama K. Bunyamin, K.bunyamin mempunyai putra K.Ismail yang 
kemudian berputra K.Abdullah dan KH.Nuh. KH. Abdullah mempunyai putra KH. 
Abdussalam yang mempunyai beberapa putra satu di antaranya KH.Mahfudh yang 
merupakan ayah K. Sahal. Lihat Zainul Milal Bizawie, Pondok Kajen Wetan Banon Pesantren 
salafiyah Dalam Lintasan Sejarah, (Pati, PAS dan Rima Prees, 2001), 12. Menurut Soebardi, 
Mbah Mutamakkin disejajarkan kedudukannya dengan Sunan Panggung, Syaikh Siti Jenar, 
Syaik Among Raga dan sebagainya, beliau hidup di abad ke-18 pada masa kerajaan Mataram 
yaitu masa pemerintahan Amangkurat IV sampai dengan pemerintahan Pakubuwono II. 
Lihat S. Soebardi, The Book of Cibolek, A Critical Edition with Introduction, Translation, and 
Notes: A Contribution to Study of Javanes Mystical Tradition, (The Hague: Martinus Nijhoff, 
1975). 
Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan, 
(Jakarta: Gelegar Media Indonesia. 2009), 688. 
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Kajen, bagi Sahal kecil adalah desa tempat dimana dia 
mempelajarai ilmu-ilmu yang menjadi dasar bagi segala ilmu 
pengetahuannya sebelum dia belajar kemanapun termasuk juga ilmu- 
ilmu umum seperti filsafat, Bahasa Inggris, administrasi, psikologi 
dan tata negara melalui kursus kepada KH. Amin Fauzan. Dibawah 
bimbingan ayahnya, Sahal belajar mengkaji (membaca) Al-Our'an, hal 
yang sudah lazim sebagaimana anak-anak kecil dalam keluarga agamis. 
Dari ayahnya juga dia belajar bahasa arab secara aplikatif. Tetapi tidak 
lama dia belajar pada ayahnya karena ayahnya lebih dulu meninggal di 
penjara militer di Ambarawa, ketika itu Sahal baru berumur 7 (tujuh) 
tahun dan masih duduk di Madrasah Mathali'ul Falah Kajen tepatnya 
pada malam sabtu tanggal 4 Robi'ul Awal tahun 1364 H/1944 M, 
setahun kemudian ketika Sahal berusia 8 (delapan) tahun ibunya Nyai 
Badi'ah meninggal.” 


Pada tahun 1949, kakak Kiai Sahal bernama Muhammad Hasyim 
juga meninggal melawan agresi militer Belanda II di Sukolilo Pati. 
Maka Kiai Sahal adalah satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup 
di antara empat saudara perempuan lainnya, sebagai anak laki-laki 
sesuai tradisi pesantren di harapkan dapat mengembangkan Pondok 
Pesantren Maslakul Huda yang didirikan ayahnya KH. Mahfudh Salam 
pada tahun 1910 dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah yag didirikan 
oleh kakeknya KH. Abdussalam dan KH. Nawawi pada tahun 1912. 


8 Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama? Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: Majelis 
Ulama Indonesia, 2007), Cet. I, 112 

2 Umur Kiai Sahal 7 tahun kalau lahirnya 17 Desember 1937, tetapi kalau lahirnya 16 
Februari 1933 M, maka umurnya waktu itu 11 tahun, begitu juga ketika wafat ibundanya 
waktu itu 12 tahun umurnya. Lihat Tutik Nurul Jannah, Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai 
Sahal Mahfudh dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat, (Pati: Figh Sosial Institute, 2014), h. 186. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, dkk, 
2012, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan 
Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam 
Mathalf'ul Falah), h. 112 

“0 Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama' Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: Majelis 
Ulama Indonesia, 2007), Cet. I, h. 1-2. 
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Latar belakang sejarah kehidupan Sahal kecil yang pahit inilah, 
kelak akan membentuk sosok pribadinya yang kuat dalam pendirian 
dan tidak mudah tergiur oleh rayuan politk tertentu untuk kepentingan 
pribadi, meskipun masuk dalam lingkaran kekuasaan ditambah 
realitas desa Kajen tempat tinggalnya yang tergolong lemah secara 
ekonomi," semakin membentuk karakternya “berkepribadian yang 
tangguh” dalam dirinya. 


2. Kehidupan Intelektual Sahal Mahfudh 


Menurut Tutik Nurul Jannah, ada tiga hal penting yang sangat 
berpengaruh dalam kehidupan intelektual Kiai Sahal dalam sistem 
pembelajaran ayahnya Kiai Mahfudh kepadanya, (1) Kiai Mahfudh 
selalu membangun pola komunikasi dan relasi yang di bangun 
dengan pemerintahan Belanda yang memberikan penegasan tentang 
bagaimana seharusnya ulama berkomunikasi dengan dunia luar 
terutama pemerintah, ulama” dan pesantren tidak harus “menghamba' 
kepada pemerintah, tetapi saling memberi kebaikan jika terjadi 
kerjasama keduanya. (2) selalu membuka diri (open mind) terhadap 
segala sumber pengetahuan dan menjalin komunikasi dengan dunia 
luar pesantren terutama realitas sosial. (3) sikap tegas Kiai Mahfudh 
dalam memperjuangkan kemaslahatan umat. 


"1 Desa Kajen luas daerahnya sekitar 63 hektar, semua tanahnya berupa pekarangan, tidak 
ada sawah, tambak, hutan, tanaman seperti tebu dan sejenisnya karena semua sesak 
dengan rumah dan bangunan, serta lapangan desanya sangat kecil, bahkan lapangan Yasin 
yang dulu sebagai lapangan desa kini sudah berdiri sebuah bangunan. Lihat Jamal Ma'mur 
Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: Khalista. 
2007), h. 1. Pada tahun 1930-an penduduk Kajen rata-rata berprofesi sebagai pedagang, 
guru, buruh, menarik dokar, penduduk yang ingin bercocok tanam menyewa di sekitar 
desa Kejen seperti Bulumanis, sidomukti dan lainnya karena Kajen sendiri tidak ada lahan 
untuk sawah. lihat Zaenul Milal Bizawie, Perlawanan Kultural Agama Rakyat, Pemikiran dan 
Paham Keagamaan Syekh Ahmad al-Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1645- 
1740), (Jakarta: Keris-Samha, 2002), h. 205 

2 Lihat Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, Figh Sosial: Masa Depan Figh 
Indonesia, (Pati: PUSAT FISI IPMAFA, 2016), 12-13 
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Selain belajar kepada ayahnya sendiri Sahal banyak belajar pada 
KH. Muhammadun, KH. Ahmad Rifa'i Nasuha dan Kiai Kajen yang 
lain di madrasah Mathali'ul Falah dan terutama yang paling banyak 
dia belajar dari KH. Abdullah Salam (Mbah Dullah) pamannya. Dari 
guru-gurunya di Mathali'ul falah Sahal mempelajari ilmu alat (nahwu 
sharaf) sebagai ilmu dasar membaca kitab-kitab kuning, mantig dan 
balaghah, figh dan ushul figh." 


Setelah menamatkan belajarnya di Mathalful Falah pada tahun 
1953, Sahal sebagaimana lazimnya putra Kiai adalah melanjutkan 
pendidikannya di pesantren lain di luat daerahnya," saat itu pesantren 
Bendo Pare Kediri menjadi pilihannya. Dia belajar selama 4 (empat) 
tahun sejak 1954-1957. Di pesantren tersebut Sahal lebih banyak 
mempelajari ilmu-ilmu tasawwuf di bawah bimbingan gurunya KH. 
Muhadjir, Diantara kajian-kajian yang pernah di enyamnya sampai 
khatam antara lain karya Al-Ghazali yaitu Ihya Ulum Al-din. Dari KH. 
Muhadjir pula Kiai Sahal mendapatkan pelajaran yang amat berharga 
yaitu nilai-nilai tawadiu' yang jauh dari kesombongan. Dalam sebuah 
wawancara Kiai Sahal menggambarkan ke-/awad/uan KH. Muhadjir 
dengan salah satu perilakunya bahwa K. Muhadjir tidak pernah 
berbicara, membahas suatu masalah apapun atau menjawab sebuah 
pertanyaan, kecuali dia selalu membuka kitab, bahkan terhadap 
masalah yang paling remeh-temeh sekalipun semisal masalah wudiu 
yang bagi santri pemulapun sudah dihapal. Watak ini juga yang diwarisi 
Kiai Sahal. 


» 
tg 


? Berdasarkan hasil wawancara dengan Tutik Nurul Janah (anak menantu Kiai Sahal) pada 
hari Kamis, 20 April 2017 di Ipmafa Kajen Pati jam 10.30-11.15 
Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terjadi 


» 
z 


interaksi antara guru dan murid di Masjid, pondok atau sejenisnya untuk membahas buku- 
buku teks keagamaan karya para ulama” yang berdiri jauh sebelum masa kemerdekaan 
serta sudah menjadi bagian sistem pendidikan Nasional. Lihat Departemen Agama RI, 
Pola Pembelajaran Pondok Pesantren, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 3 
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Setelah empat tahun di Bendo (mulai 1954-1957)," pada tanggal 
9 Juni 1957 M atau Dzulgo'dah 1376 H Kiai Sahal melanjutkan 
belajarnya di Sarang Rembang selama empat tahun (mulai 1957- 
1960). Kiai Sahal banyak mempelajati ilmu Figh dan Ushulnya di 
bawah bimbingan KH. Zubait Dahlan" bahkan juga menjadi guru 
bagi santri-santri di pesantren tersebut untuk disiplin ilmu yang sama 
yaitu ushul figh atas perintah gurunya, Kiai Zubair. Gurunya yang 
satu ini selain dlim juga amat disiplin terhadap waktu. Kiai Sahal 
menggambarkan kedisiplinan gurunya ini tidak pernah terlambat 
pada jam ngaji, sebaliknya jika santri terlambat maka tidak ada ngaji 
hari itu. 


Sebelum di pesantren Sarang sebenarnya keilmuan Kiai Sahal 
sudah cukup mumpuni dan luas tetapi kematangan ilmunya di mulai 
dari pesantren ini, boleh dikatakan kekiyaiannya" bermula dati Sarang. 
Ketika itu Kiai Sahal yang menjadi guru di Sarang selalu pulang ke 
Kajen pada bulan Ramadhan, saat itu pula teman-temannya yang 
sekaligus juga menjadi muridnya di Sarang mengikuti Kiai Sahal ke 
Kajen untuk melanjutkan belajar kepadanya, hal ini berlangsung secara 
terus-menerus tiap kali dia pulang. Pengajian musim Ramadhan ini 


terus dilestarikan sampai sekarang dan mentradisi menjadi pengajian 


ang biasa disebut “ngaji posonan”. 
yang gaj 


8 Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: Global 
Press, 2017), 20. 

Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal / Sebuah Biografi, Jakarta: KMP Jakarta, 2012), Cet.I, h. 31. 
lihat juga Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: 
Global Press, 2017), 23. 

" KH.Zuabair Dahlan adalah ayah dari Kiai Maimun Zubair Sarang, KH.Zuabair Dahlan 
merupakan sahabat yang paling akrab ayah K. Sahal, KH.Mahfudh ketika belajar di 
Makkah sekaligus lawan diskusi paling sengit. lihat Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal, 
Sebuah Biografi, Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, h. 4. 

Ke-kiyaian dalam arti proses alamiayah menjadi kiyai yaitu karena pengakuan atas 


46 


48 


keilmuannya yang luas sehingga patut untuk diikuti dan digali ilmunya, bukan karena 
keturunan kiyai yang mewarisi wibawa ayahnya kemudian menjadi kiyai 
1 Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal : Sebuah Biografi, Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, h. 38 


19 


ljtihad Tathbigi KH Sahal Mahfudh (Sebagai Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia) 


Ketika nyantri di Sarang selain ngaji pada Kiai Zubair, Kiai Sahal 
secara diam-diam mulai belajar kepada Syaikh Yasin Al-Fadany”. 
Tetapi Kiai Sahal tentu saja tidak menganggap apa yang dilakukannya 
merupakan pembelajaran yang serius kerena dia belajar dengan Syaikh 
Yasin hanya melalui surat menyurat, saling menyangkal, membantah, 
dan mengajukan pertanyaan. Surat menyurat ini menjadi amat 
intens terutama karena Kiai Sahal dalam surat-suratnya memberikan 
apresiasi terhadap karya-karya Syaikh Yasin baik berupa sanggahan 
atau pertanyaan. Dari pembelajaran melalui surat-menyurat itu Kiai 
Sahal diberi sanad riwayah keilmuan Syaikh Yasin yang waktu itu 
dititipkan kepada KH. Baidlowi Lasem ketika menunaikan ibadah 
haji pada tahun 1959. Hal yang membuat terkejut hati KH. Baidlowi 
karena pemberian sanad berarti pengangkatan murid secara hakiki 
sekaligus pengakuan atas kapabilitas keilmuannya, padahal saat itu 
Kiai Sahal boleh dibilang masih bocah karena dia masih mondok di 


Sarang dan umurnya masih 26 tahun.'' 


Proses belajar Kiai Sahal dengan Syaikh Yasin kemudian berlanjut 
secara langsung di Makkah Al-Mukarramah ketika pertama kali Kiai 


2 Syaih Yasin Al-Fadany (1335-1410 H/1917-1990 M), dilahirkan di Mekkah pada tahun 
1997 M, ayahnya bernama Syeikh al-Muammar Isa al-Fadani adalah ulama Indonesia dari 
Padang Sumatera Barat yang tinggal di Mekkah, beliau belajar berbagai ilmu keislaman 
kepada 700 orang guru dan mendirikan madrasah khusus putri bernama Madrasah 
Ibtidaiyah Lil Banat (1362 H/1942 M) dan pondok pesantren pada tahun 1953 M di 
Samiyah Mekkah, beliau juga ulama” yang sangat produktif dalam sebuah karaya. Tercatat 
lebih dari 60 judul kitab dari beberapa disiplin ilmu keagamaan antara lain: ilmu Hadits, 
Ushul Figh dan @awaid, ilmu Alat, Musthalah Hadits, ilmu tentang masalah Itsbat. Serta 
menerjemahkan lebih dari 230 judul kitab kuning karya ulama-ulama sebelumnya dan 
sebagian besar karyanya diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Kairo Mesir dan Bairut 
Libanon. Dengan kitab karangannya yang demikian banyak, maka wajarlah beliau menjadi 
guru dari ulama-ulama dunia Islam terutama Indonesia sekaligus Mufti Makkah. Ulama? 
kebanggaan al-Jawi (Melayu) di Haramayn pada akhir abad ke-20 M yang wafat di Makah 
al-Mukarramah pada tanggal 28 Dzulhijjah 1410 H/ 21 Juli 1990 M di waktu sahur malam 
Jum'at. lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah 
Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 809-814. 

8! Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal : Sebuah Biografi, (Jakarta: KMP Jakarta, 2012), Cet.I, 
h. 41 
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Sahal menunaikan ibadah haji pada tahun 1962, dia tinggal dan belajar 
di Makkah kurang lebih satu bulan. Menurut Kiai Sahal belajarnya 
dengan Syaikh Yasin di Makkah tidak seperti ketika di pesantren- 
pesantren di Indonesia. Di sana Kiai Sahal hanya beberapa kali 
sowan untuk ketemu dan menanyakan masalah-masalah tertentu dan 
menurutnya tiap kali bertanya dia tidak pernah mendapatkan jawaban 
secara langsung kecuali perintah membaca pada kitab-kitab tertentu.” 


Disamping disuruh membeca sendiri dalam pembelajarannya 
dengan Syaikh Yasin, dia disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan 
ulama-ulama dunia yang juga sowan pada Syaikh Yasin dan setelah 
selesai menjawab Syaikh Yasin hanya mengatakan “Shoh, shoh” yang 
berarti “benar, benar” kepada para tamunya. 

Agaknya hal ini juga dia adopsi sebagai model pendidikannya 
kepada para santrinya di pesantren Maslakul Huda. Kiai Sahal tidak 
pernah menjawab secara langsung pertanyaan santri, para santri 
dianjurkan mencari jawabannya sendiri pada referensi-referensi 
tertentu. Begitupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang 
diajukan masyarakat terutama menyangkut persoalan figh, Kiai Sahal 
memberikan mandat kepada beberapa santri untuk menjawabnya 
sementara Kiai Sahal sendiri dalam hal itu hanya melakukan fungsi 
“Yashih”. Jika jawabannya sudah benar maka naskah disahkan, tatapi 
jika masih terdapat kesalahan maka dia membuat memo bahwa 
jawaban masih belum benar. Tetapi dalam hal itu Kiai Sahal tidak 
memberikan jawaban yang benar, dengan demikian santri diharuskan 
membenarkan jawabnnya sampai tidak ada kesalahan”. 


2 Perjalanan haji Kiai Sahal pada tahun 1962 tercatat sebagai jamaah haji terakhir yang 
masih menggunakan kapal laut dan dibutuhkan sekitar 18 hari perjalanan laut untuk 
mencapai pelabuhan Jeddah, 3 hari Semarang-Jakarta dan 15 hari Jakarta-Jeddah. 
Kebanyakan jamaah haji Indonesia waktu itu tinggal di Mekkah selama 2,5 bulan karena 
harus menunggu giliran mendapatkan kapal dan dengan waktu yang sangat panjang itu 
dimanfaatkan Sahal untuk menggali lebih dalam keilmuan Syeikh Yasin di kediamannya. 
Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal / Sebuah Biografi, Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, 
h.41-43. 

Pengalaman peneliti yang sejak 1997 — 2001 nyantri di Maslakul Huda. 
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Kehidupan intelektual Kiai Sahal dimulainya setelah selesai 
nyantri di beberapa pesantren sebagaimana dijelaskan diatas, Kiai 
Sahal langsung terlibat dalam berbagai macam aktifitas sejak tahun 
1960-an. Pertama kalinya manjadi guru yang mengajar di pesantrennya 
“Maslakul Huda” Kajen Pati, sekaligus sebagai pengasuhnya sejak 
1963 sampai wafatnya tahun 2014. Pada saat yang sama juga mengajar 
di Perguruan Islam Mathali'ul Falah”" Kajen Pati, kemudian pada 
1963 diberi amanat sebagai Direkturnya sampai wafatnya tahun 2014. 
Diluar institusi pesantren Kiai Sahal pernah menjadi dosen Fakultas 
Tarbiyyah UNCOK Pati 1974-1976, keterlibatanya sebagai dosen 
berlanjut di Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang 1982-1985 
bersamaan dengan tugasnya di PWNU Jateng yang waktu itu menjabat 
Rois Syuriyah. Pergulatannya di perguruan tinggi terus berlanjut ketika 
Kiai Sahal dipercaya menjadi Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama 
(UNISNU) Jepara sejak 1989 sampai 2014. Dan yang paling menarik 
perhatian adalah bahwa Kiai Sahal tercatat sebagai Anggota Badan 
Pertimbangan Pendidikan (BPPN) sejak 1993 sampai digantikannnya 
lembaga tersebut dengan Komisi Nasional Pendidikan pada 2003” 


Keterlibatan KiaiSahaldi dunia pendidikan semakin mengukuhkan 
dirinya sebagai tokoh pesantren (kiai), pejuang sosial yang lintas 
batas. Dia tidak saja bergaul dengan lingkungan pesantren tetapi juga 
dengan lingkungan pendidikan non pesantren dan lingkungan sosial 


4 Perguruan Islam Mathaliul Falah (PIM) adalah sebuah institusi pendidikan dengan 
kurikulum mandiri, tidak berada dibahwah koordinasi Depag maupun Diknas. PIM 
terdiri dari tiga tingkatan yakni Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Tsanawiyah (MTs) dan 
Aliyah (MA), ditambah dua tingkatan Diniyah yaitu Diniyah Ula yang diperuntukan bagi 
siswa lulusan SD atau MI dari luar PIM sebelum masuk di tingkat Tsanawiyah PIM dan 
Diniyyah Wustho yang diperuntukan bagi siswa lulusan SMP, MTs, SMA, atau MA dari 
luar PIM sebelum dia masuk ke tingkat Aliyah PIM. Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan 
Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah 
Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), 
123-124. 

2 Biodata pribadi KH. MA. Sahal Mahfudh 
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yang lain, dalam hal ini perguruan-perguruan tinggi” dan organisasi- 
organisasi sosial kemasyarakatan”. Pada tahun 2003, Kiai Sahal 


56 


Menurut Bibit Suprapto, karir Kiai Sahal di perguruan tinggi dimulai pada tahun 1966 


sebagai dosen pada kuliah takhasshus fikih di Kajen (1966-1970), dosen Fakultas Tarbiyah 
Universitas Cokroaminoto (UNCOK) cabang Pati (1974-1976), dosen di Al-Ma'had al- 
“Ali (Pesantren Luhur) Jombang (1974-1976), dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 
Semarang (1982-1985), Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara 
(1989-2014). Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan 
Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), h.688. 

Kiai Sahal menjabat Direktur Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan Pesantren Maslakul 
Huda di Kajen Pati sejak 1963 sampai wafatnya pada 24 Januari 2014, karir organisasinya 
di mulai pada usia 30-an, pertama kalinya di NU Cabang Pati (1967-1975), dengan 
menjabat Katib Syuri'ah. Waktu itu NU masih menjadi organisasi politik. Wakil Ketua 
Pimpinan Wilayah Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyyah Jawa Tengah (1977-1978), menjabat 
ketua koordinator LP Ma'arif cabang Pati (1988-1990), kemudian di angkat menjadi Wakil 
Rais NU di Pati (1975-1985). Tahun 1980-an, Kiai Sahal mulai menyebrang ke luar Pati 
memegang Katib Syuri'ah di Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah (1980-1982) bersamaan 
dengan posisi Wakil Rais NU di Pati, kemudian merangkak naik dipercaya memegang 
posisi Ra'is Syuri'ah Pengurus Besar NU (1984-1989), Wakil Ra'is Aam Syuriah PBNU 
hasil Musyawarah ulama NU di Bandar Lampung (1992), dan dipertahankannya posisi 
itu dalam Muktamar NU ke-19 di Cipasung, Tasikmalaya (1994)berdasarkan keputusan 
Muktamar NU di Situbondo, pada muktamar ke 30 di Lirboyo Kediri (November 
1999), Kiai Sahal secara aklamasi dipercaya memegang posisi sebagai Rais Aam Syuriah 
PBNU, menyisihkan kandidat lain KH. Abdur Rohman Wahid (Gus Dur), posisi itu ia 
tempati kembali untuk kedua kalinya lewat muktamar NU di Makassar menjadi Rais Aam 
Syuriah PBNU (Rais Aam merupakan jabatan tertinggi di lingkungan Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama yang hanya dapat diduduki oleh ulama yang benar-benar kredibel atau 
memenuhi berbagai macam syarat baik wawasan keilmuan, peribadatan, kemasyarakatan 
dan persyaratan berat lainnya.(2010-2015). Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal y Sebuah 
Biografi, (Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, h.141-145. Lihat juga Jamal Ma'mur dkk, 
Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam 
Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul 
Falah, 2012), h.115-117). Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat 
Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), h.690. 


Adapun karir di MUI (Majelis Ulama” Indonesia), di mulai pada tahun 1980-an menjadi 
Ketua MUI Pati, kemudian tahun 1990 menjadi Ketua MUI Tingkat I Jawa Tengah, 
kemudian menjabat lagi Ketua MUI Jawa Tengah selama dua periode (1990-1995/ 1995- 
2000 M). Setelah tahun 2000 Kiai Sahal dipercaya menjadi Ketua Umum MUI Pusat 
(2000-2005), dipilih berturut-turut selama tiga periode pada jabatan yang sama Ketua 
Umum MUI Pusat (2005-2010/2010-2015). Lihat Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama? 
Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2007), Cet. 
I, h.4-6. Lihat juga Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah 
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memperoleh gelar Doktor Honoraris Causa (DR HC) dari Universitas 
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, karena keilmuannya 
dalam ilmu figh dan keberhasilannya dalam pengembangan pesantren 
dan masyarakat, sehingga dia dikenal sebagai ahli figh abad modern.” 


Setelah melalui perjalanan kehidupan yang sangat panjang baik 
dari dedikasinya kepada masyarakat luas, serta dalam dunia organisasi 
dari bawah sampai atas, akhirnya Kiai Sahal dipanggil Sang Khalik 
Allah Swt di usia 81 tahun,” pada hari Jum'at, 24 Januati 2014. 


3. Situasi Politik, Sosial dan Keagamaan Masa  Sahal 
Mahfudh 


Kondisi politik diduga kuat sebagai salah satu faktor yang ikut 
melatarbelakangi munculnya ijtihad Tathbigi kiai Sahal, karena politik 
selalu andil dan mewarnai gerakan ilmu pengetahuan, pemikiran 
hukum Islam dan mempengaruhi langsung kehidupan ulama? dan 
fugaha'. 

Untuk mengetahui lebih jauh pengaruh politik terhadap gerakan 
keilmuan kiai Sahal, maka akan dikaji lebih awal kondisi politik 


pemerintahan Belanda secara makro, khususnya yang berhubungan 
langsung dengan kehidupannya, pada tahun 1438 H/1925 M., 
sebelum revolusi politik di Arab bergejolak yang kemudian menjadi 


dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 
Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathal?'ul Falah, 2012), 117-118. 

8 Lihat Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama' Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: 
Majelis Ulama Indonesia, 2007), Cet. I, 3. lihat juga Soeleiman Fadeli dan M. Subhan, 
Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah, (Surabaya: Khalista, 2010), Cet. III, 269. 

8? Fakta baru tentang tanggal kelahiran Sahal Mahfudh adalah 16 Februari 1933, data ini 
baru ditemukan dalam sebuah catatan lama milik ayah Sahal yaitu Kiai Mahfudh yang 
menerangkan tanggal lahir Kiai Sahal bukan 17 Desember 1937 sebagaimana yang tertera 
dalam dokumen resmi seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), namun 16 Februari 1933 
M yang bertepatan dengan bulan Dzulgo'dah 1350 H. Lihat Tutik Nurul Jannah, Inspirasi 
Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum 
Islam dan Pemberdayaan Masyarakat, (Pati: Figh Sosial Institute, 2014), 90 

& Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: Global 
Press, 2017), 55. 
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pemerintah Wahabi sampai sekarang. Sebelum Sahal lahir, ayah Sahal 
yang bernama Mbah Mahfudh memutuskan pulang kampung dari 
pengembaraan ilmu selama 4 tahun di Makkah dan menikah dengan 
Nyai Bad?ah. Setelah beberapa hari pernikahannya Mbah Mahfudh 
melanjutkan pendidikan Pesantren asuhan ulama” besar dan terkemuka 
pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari dan pengarang kitab tafsiran ilmu 
shorof yaitu Kiai Ma'shum di Jombang Jawa Timur selama 3 tahun. 
Pada tahun 1928, Mbah Mahfudh pulang ke Kajen dan menggantikan 
ayahnya KH. Abdussalam untuk mengurus madrasah Mathalrul 
Falah"' yang waktu itu baru berusia 16 tahun berdiri.” 


Keberadaan Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM) yang 
dipimpin Kiai Mahfudh waktu itu, tidak bisa lepas dari pergerakan 
nasional bangsa dalam melawan penjajah Belanda merebut 
kemerdekaan, tokoh-tokoh PIM sangat aktif dalam pergerakan 
kemerdekaan terutama KH. Mahfufd Salam dengan menghimpun 
kekuatan dari kalangan Kiai, santri dan masyarakat dalam mengusir 
penjajah dari tanah air tercinta dengan menghimpunnya dalam 
laskar Hizbullah dan Sabilillah. Karena aktifnya dalam pergerakan 
memperjuangkan kemerdekaan, Kiai Mahfudh sering berurusan 
dengan Belanda dan Jepang yang pada akhirnya kelicikan tentara 
Belanda menangkap, mengasingkan, bahkan membunuh para kiai 
yang aktif dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah. Pergolakan dahsyat 
terjadi menjelang pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 
1942/1943, para kiai dan santri ditangkap dan ditahan di Pati, bahkan 


5! KH. Mahfudh Salam memberinya nama Mathal?'ul Falah (tempat-tempat terbitnya kebajikan), 
nama ini diambil dari nama madrasah yang terkenal di Mekah “A/-Falah”, sebagai tafa'ul 
(optimisme) supaya siswa Madrasah ini mampu melahirkan kader-kader terbaik yang 
mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 
Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri- 
penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), 34-35. 

62 Perguruan Islam Mathal?'ul Falah (PIM) berdiri pada tahun 1912 di tengah era kolonialisme 
Belanda. Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi 
Pendiri-penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), 
(Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), 1. 
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ada santri TPII Kajen ada yang meninggal bernama Musthofa. Dari 
pergerakan kemerdekaan inilah para Kiai PIM terejawantahkan dalam 
konteks kebangsaan. Artinya, keislaman yang menjadi basis ideologi 
para Kiai bersenyawa dengan nilai-nilai kebangsaan demi masa depan 
yang lebih baik bagi generasi sesudahnya." 


Situasi politik saat Sahal kecil pada tahun 1942 terjadi peperangan 
antara santri Kajen yang dipimpin ayahnya Kiai Mahfudh bersama 
kakeknya KH. Abdussalam dan para kiai lainnya seperti KH. 
Nawawi dan KH. Abdullah Thohir Nawawi melawan penjajah dan 
berhasil membakar salah satu simbol kekuatan penjajah Belanda dan 
penyebaran agama Kristen di 'Tayu dan sekitarnya yaitu RSK (Rumah 
Sakit Kristen) Tayu. Kondisi inilah yang mempengaruhi ekonomi 
keluarga Sahal kecil terbilang pas-pasan begitu juga masyarakat yang 
lain dengan hidup yang sangat sederhana dan menu makan yang 
sangat sederhana pula seperti bayam, pepaya, sambal dan sejenisnya. 
Karena dahsyatnya pergolakan melawan penjajah Belanda dan Jepang 
inilah, sehingga situasi politik, ekonomi masyarakat dan keamanan 
wilayah yang tidak menentu.” 


Pada tahun 4 Rabi'ul Awal 1364 H/1944 M Kiai Mahfudh 
ayahnya Kiai Sahal meninggal tepat di malam Sabtu pada usia 45 tahun 
di penjara Ambarawa, setelah kurang lebih setahun di penjara. Agresi 
militer Belanda kedua meletus pada tanggal 19 Desember 1948, agresi 
ini masuk wilayah Pati, kiai dan santri aktif ikut melawan penjajah. 
Kemudian pada 1949 M banyak korban yang berjatuhan salah satunya 
adalah kakaknya kiai Sahal bernama Muhammad Hasyim. " 


88 Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri- 
penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), 36. 

# Lihat Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, Kontruksi Sosial Berbasis Agama, (Yogyakarta, 
LkiS, 2007), 113-126. 

5 Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri- 
penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), 6. 

6 Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: Global 
Press, 2017), h. 14-16 
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4. Hubungannya dengan Mazhab as Syafi'i 


Pemikiran Sahal Mahfudh, sebagaimana yang dikutip Mahsun 
Fuad masih dalam bingkai kontekstualisasi madzhab Syafti," 
meskipun Sahal Mahfudh penganut madzhab Syaffi secara 
implisit sering mengkritik kecenderungan ushul Syafi'i, yang secara 
metodologis sering menekankan gfiyas daripada metode istinbath 
hukum yang lain, akibatnya terjadi kurangnya dimensi maslahah dalam 
ketentuan hukum yang dihasilkan. Namun dalam proposi yang cukup 
dominan Sahal Mahfudh juga mengadopsi pandangan dan pemikiran 
tentang waslahah yang dirumuskan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi." 
Bagi keduanya, kepentingan umum (al-mwaslahah al-'ammah), harus 
dijadikan pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan 
hukum. Target dan tujuan hukum adalah menciptakan kemaslahatan 
bagi manusia. Oleh karenanya agar kepentingan umum tetap terjaga, 
maka seorang mujtahid harus mempunyai kepekaan sosial. 


Eksistensi maslahah sebagai kerangka dasar pemikiran hukum 
Sahal, memang terasa sangat kuat, semisal difinisi figh menurut 
Sahal Mahfudh merupakan aturan mengenai perilaku manusia dalam 
kehidupan duniawi dan ukhrawi, individual dan kolektif (bermasyarakat 
dan bernegara). Semua cabang dalam ilmu figh merupakan tekhnik 
operasional dari lima tujuan prinsip dalam syari'at Islam (magashid 
asy-syariah) yakni memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. 
Dalam pandangan Sahal cabang-cabang dalam ilmu figh dimaksudkan 
untuk menata kehidupan manusia dalam rangka melaksaanakan taklifat 
untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat yang merupakan 
tujuan hidup manusia." Dari pendapat ini Sahal Mahfudh sejatinya 
ingin menyatakan bahwa hukum Islam tujuannya untuk menciptakan 


8 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris, 


(Yogyakarta : LkiS, 2005), 206. 

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris, 
Yogyakarta : LkiS, 2005, 206. 

MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, Yogyakarta : LKIS, 2007,45 

MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, Yogyakarta : LKIS, 2007, 4-5. 
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kemaslahatan manusia. Kesimpulan ini dapat dari pemikirannya bahwa 
adanya hukum badd dan gishish dalam Islam dimaksudkan untuk 
membangun keseimbangan yang akan bermuara pada terciptanya 
kemaslahatan." 


Sahal Mahfudh, dalam hal ini berpendapat bahwa Islam bukan 
sesuatu yang statis, dan hukum Islam juga tidak muncul begitu saja 
tanpa ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Ia merupakan hukum 
yang senantiasa membutuhkan reformulasi dan reaplikasi. Dengan 
kata lain, watak hukum Islam ialah selalu perlu diterjemahkan secara 
kontekstual. Oleh karena itu, ketika konteks sosial atau historis 
berubah maka aplikasi prinsip-prinsip eternal dari hukum itu pun 
harus dirubah. Namun demikian, untuk memahami syari'ah secara 
kontekstual (mugtadha a-hal), menurutnya diperlukan kemampuan 
untuk membaca perkembangan sosial. Walaupun syarat-syarat 
mujtahid secara formal tidak menyebut hal itu, namun seorang 
mujtahid harusnya memiliki kepekaan terhadap waslahah (kepentingan) 
masyarakat. Dalam pandangan Sahal, berbicara muslahah berarti 
berbicara tentang hal-hal yang kontekstual.” 


Prinsip kemaslahatan (buman welfere) akan menjadi pintu masuk 
hukum Islam dalam mengahadapi tantangan realitas sosial yang 
sangat dinamis dan progresif, sisi yang paling menarik untuk menelisik 
pertimbangan maslahah dari pemikiran Sahal Mahfudh adalah 
meskipun prinsip maslahah masih diperdebatkan kalangan madzhab 
Syafi'i yang kenyataannya diikuti oleh penduduk muslim di Indonesia 
termasuk Sahal Mahfudh. 


1 MA. Sahal Mahfudh, Tyjuan Hukum Hadd dan Oishash”, dalam Suara Merdeka, No. 250, 
Tahun XLVI, (Mei 1994), 7. 
2 MA. Sahal Mahfudh, Ijtihad Sebagai Kebutuhan, dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, 38. 
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Sumber hukum Islam madzhab Syafi'i ada empat, yaitu: al- 
Guran, Sunnah, ijma' dan Giyas." Imam Syaffi “tidak menjadikan 
maslahah mursalah sebagai dalil hukum berijtihad. Karena Imam Syaf'i 
sendiri tidak menyinggungnya dalam karyanya d/-Risalah. Tetapi ada 
yang beranggapan bahwa waslahah mursalah berlaku di kalangan ulama” 
Syafr'i seperti al-Ghazali.” Imam Syaff'i selalu menggunakan dalil nash 
dalam memahami dan menetapkan hukum, baik secara langsung, 
yaitu al-Yuran dan Sunnah atau tidak langsung yaitu jiwa dan 
giyas. Menurut Imam Syafi'i kemempuan seseorang tentang hukum 
syara” tergantung pemahamannya terhadap nash. Maka pemahaman 
terhadap dalil hukum syara” berarti pemahaman terhadap kaidah- 
kaidah bahasa Arab itu sendiri karena al-Yur'an dan Sunnah adalah 
teks yang menggunakan bahasa Arab." 


Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa semakin seseorang memahami bahasa Arab dengan baik, 
maka semakin baik pula pemahamannya terhadap dalil dan hukum 
yang terkandung dalam dalil itu, dengan demikian mereka yang 
sebahasa dengan Nabi adalah mereka yang mempunyai kemampuan 
terbaik dalam memahami dalil. Bagi Imam Syaff'i urut-urutan sumber 
hukum Islam tidak bisa dibolak-balik, melainkan hatus secara mutlak 
2 Roibin, Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syifi'i, (Malang: UIN 


Malang Press. 2008), 110. 
Imam Syaff'I lahir pada tahun 150 H. di Guzzah Syam, bertepatan dengan tahun 


74 
wafatnya Imam Abu Hanifah, beliau dari bangsa arab bersuku guraisy dan nasab 
beliau bersambung dengan nasab Nabi Muhammad. Lihat Al mam Muhammad 
Abu Zahra, Muhammad bin Idris as-Syafi 'i Hayatuhu wa Asbrubu wa aroubu, Dar Al- 
fikr al-Arabi, 1976), h.303. 

Lihat Taj al-Din Abd. Al-Wahhab Ibn Al-Subki, Jam? akJawami, (Mesir: 
Musthafa al-Babi al-halabi, 1937), h. 91-92. al-Ghazali secara tegas menyatakan 
bahwa ia menerima penggunaan maslahah mursalah dengan syarat bahwa maslahah 


5 


tra 


mursalah itu bersifat dharuri (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), 
Oath'i (pasti) dan £ulli (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subkhi dan al-Razi 
membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu. 

78 Lihat Muhammad bin Idris as-Syaffi, ar-Risalah, (tahgig wa syarh Ahmad Muhammad 
Syakir Beirut : Dar al-Kitabah al-Ilmiyyah t.th.,), h.142 
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berurutan. Secara tegas Imam Syafi'i tidak dapat menerima mashlahah 
mursalah sebagai metode istinbat karena mashlahah mursalah itu tidak 
memiliki standar yang pasti dari nash maupun giyas," sedangkan 
pendirian as-syaff'i semua hukum haruslah diberdasarkan nash atau di 
sandatkan pada nash sebagaimana giyas." 


Lebih lanjut Imam Syafi'i seperti yang telah dinukilkan Husein 
Hamid Hasan, menyatakan bahwa maslahah mursalah sama seperti 
dalam pengertian giyas, alasannya karena keduanya memiliki persamaan 
unsur-unsur, syarat giyas ada tiga, pertama, adanya peristiwa yang tidak 
ada nash hukumnya yang jelas, £edua, adanya hukum yang dinashkan 
oleh syar'i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui 
pengertian ma'nawai, ketiga, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya 
itu terkandung dalam kejadian yang mwansus secara implisit. Ketiga 
sayarat giyas ini menurutnya sejalan seperti waslahah mursalah atau 
maslabah mulaimah yaitu: pertama, peristiwa yang ingin diketahuinya 
melalui maslahah adalah peristiwa yang tidak ada nashnya secara jelas, 
seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang 
yang dikerjakannya, £edua, ada hukum-hukum syari'at yang dinashkan 
oleh syari” atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh 
para mujtahid, £etiga, peristiwa tidak ada nash tersebut memiliki makna 
yang sama dengan makna yang terkandung dalam peristiwa yang ada 
nashnya.” 


Hal ini sangat berbeda dengan kalangan madzhab Maliki 
sebagaimana yang dikutip Abu Ishag Ibrahim al-Syatibi, madzhab 
Maliki secara elektik sering menggunakan waslahah mursalah sebagai 


7 al-Gazali, Abi Hamid Muhammad, Juz ke-1, a-Mustasfa min Um al-Usiil, tahgig wa 
talig Muhammad Sulaiman al-Asygar, Beirut: Mwassasat al-Risalah, 1997, 286-287. 

8 Al-lmam Muhammad Abu Zahra, Muhammad bin Idris as-Syafi'i Hayatubu wa Ashruhu wa 
aroubu, Dat Al-fikr al-Arabi, 1976), h.303 

? Lihat Husain Hamid Hasan, Nazriyyat a-Maslahah fi al-Figh al-slami, (Cairo: al-Mutanabbi, 
1981), h.324-325. 
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prinsip.” Serta sebagai metode ijtihad," penjelasan yang sama 
juga dikemukakan Abdul Karim Zaidan bahwa madzhab Maliki 
menggunakan mwaslahah mursalah sebagai sumber hukum, " dengan 
alasan yang cukup rasional, antara lain: Pertama, para sahabat Nabi 
banyak yang menggunakan mwaslahah mursalah sebagai dalil hukum," 
seperti pengkodifikasian Alguran oleh Abu Bakar ash-Shiddig, 
penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar ash-Shiddig sebagai 
khalifah sepeninggalnya, pemisahan dan pembagian harta pejabat 
dengan wilayah kekuasaannya oleh Umar bin Khattab,” kebijakan 
Ali bin Abi Thalib tentang tadhmin al-shana'i yaitu kewajiban pembuat 
barang untuk mengganti rugi kerusakan atau kekeliruan barang yang 
dipesan,” para sahabat menetapkan hukuman mati terhadap satu 
kelompok yang melekakuakan pembunuhan terhadap satu orang ketika 
mereka melakukannya secara bersama-sama." Ijtihad Mw'adz ibn 
Jabal ketika tidak menemukan dalil dari Al-@Gur'an dan hadis.” Kedua, 
menggunakan waslahah mursalah sama halnya mengaplikasikan tujuan 
syar'i ozagashid syari'ah), sebaliknya membiarkannya berarti membuang 


“Selain Imam Maliki, Imam hanafi juga mengamalkan waslahah mursalah, karena 


kedekatan metode ini dengan istihsan yang populer dikalangan ulama Hanafiah. 
Lihat Sayf al-Din Abi al-Hasan Ali Ibn Ali Al-Amidi , Allhkam fi Ushul al- 
Ahkam, Juz ke-4, (Kairo: Muassasah al-Halabi 1967), h.155 

$ Abu Ishag Ibrahim al-Syatibi, al Itisham, Beirut:Maktabah at-Tauhid, t.th., Juz 
ke-3, h.6 

2 Abd al-Karim Zaidan, dalam kitabnya al-Madkhal li Dirasah asy-Syariah al 
Islamiyyah, (Ttp: Muhammad Ali Sabih wa Auladuh,1958), 147 

8 Miftahul Huda, Manhaj Fikih Islam Kultura: Eksplorasi, Kritik dan Rekonstruksi, dalam Jurnal 
Al-Manhaj : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Vol. VI 
No. 1, Januari 2012, ISSN: 1976-6670. 16 

& Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushu/ Figh, (Beirut:Dar al-Fikr al-Arabi,t.th),h.281. lihat 
juga Internalisasi Hukum Islam Dalam Pranata Sosial, karya Ahmad Supriyadi dalam Jurnal 
Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Kudus, 
Edisi IV Januari-Juni 2006. 90 

$ Abi Ishag Ibrahim al-Syatibi, ALI "ishom, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h.119 

86 Abi Ishag Ibrihim al-Syatibi, A/T #shom, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h.125, 
lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushu/ Figh, (Beirut:Dar al-Fikr al-Arabi,t.th),h.187 

8 Lihat Jamal Ma'mur, Rezim Gender di NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 101 


31 


ljtihad Tathbigi KH Sahal Mahfudh (Sebagai Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia) 


magashid syari'ah, oleh karenanya maslahah adalah sumber hukum 
pokok (ashl) yang berdiri sendiri serta sumber hukum ini tidak keluar 
dari sumber hukum pokok (ash/), bahkan terjadi sinkronisasi antara 
maslahah dan magashid syari'ah.““Ketiga, konttovetsi maslahah sebagai 
sumber hukum bersifat kondisional, karena mempunyai dampak 
kemandulan pada prinsip dasar hukum Islam yang telah disepakati 
bersama (ma), sehingga mukallaf akan mengalami kesulitan dan 
kesempitan, padahal Allah Swt tidak menghendaki akan hal itu.” 


Lebih lanjut sebagai bentuk kehati-hatian dalam prinsip maslahah 
mursalah sebagai sumber hukum, Imam Malik memberikan kriteria 
tersenditi, antara lain: Pertama, maslahah tersebut harus bersifat 
reasonable dan relevan terhadap kasus hukum yang telah ditetapkan.” 
Kedua, maslahah tersebut dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu 
yang dharuri dan menghilangkan kesulitan (raf ul haraj), dengan cara 
menghilangkan kepayahan (masyagat) dan bahaya (madharat)." Ketiga, 
maslahah tersebut harus sesuai dengan magashid syari'ah, dan tidak 
bertentangan dengan dalil syara” yang gaf'i.” 

Selain itu, Imam Malik juga memberikan prinsip-prinsip yang 
bersifat universal dalam menggunakan waslahah mursalah,” antara lain: 
Pertama,berlakunya dugaan kuat dalam hukum, artinya menegakkan 
kuat kepada sesuatu dapat dijadikan sebagai sesuatu pada realitasnya, 
seperti berbaurnya antara lawan jenis yang bukan mahramnya, larangan 
ini mengandung unsur kecuriagaan yang kuat untuk berbuat zina, 


8 Lihat Muhammad Abu Zahrah, Us)! Figh, (Beitut:Dar al-Fikr al-'Arabi,t.th),h.182 

Lihat O.S. Al-Bagoroh:185 dan O.S. al Hajj:76. 

2 Abi Ishag Ibrahim al-Syatibi, ALI Yishom, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, t.th.), h.129 

"Abi Ishag Ibrahim al-Syatibi, A/T #ishom, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h.133. 
lihat juga Dahlan Tamrin, Fi/safat Hukum Islam, Malang: UIN Malang Press, 2007), 132. 

?2 Abi Ishag Ibrahim al-Syatibi, AA #ishom, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h.129. 
Pengertian Oat'i adalah sumber hukum yang menunjukkan pengertian yang pasti. Lihat 
Rokhmadi, Rekonstruksi Ijtihad dalam Ilmu Usil Figh, dalam Jurnal Al-Ahkam : Jurnal 
Pemikiran Hukum Islam Fakultas Syarah IAIN Walisongo Semarang, Vol. 22 No. 2, 
Oktober 2012, ISSN: 0845-4603, 163 

2 Wahbah Zuhaili, Usul a-Figh ak-Islamiy, (Beirut: Dar al-Fikr:186),h.85-86. 
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sehingga kecurigaan itu mengandung hukum tersendiri, Imam Malik 
menjadikan prinsip ini sebagai waslahah universal."Kedua, kewajiban 
mendahulukan waslahah secara umum daripada kemaslahatan secara 
pribadi.” Ketiga, keabsahan menolak bahaya yang paling berat diantara 
dua bahaya (emergency), contohnya seperti perintah berjihad, meskipun 
efek sampingnya (madharat) beresiko kehilangan nyawa seseorang, 
tetapi perintah ini untuk mencegah bahaya musuh yang menyerang 
untuk menjaga agama dan negara, sebab eksistensi agama dan negara 
jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nyawa seseorang.”Keempat, 
kewajiban memelihara jiwa, seperti larangan membunuh seseorang, 
penegakan hukum dan peradilan dan sebagainya.” 


5. Karya-karya Sahal Mahfudh 


Bagi kalangan awam mungkin ketokohan Kiai Sahal tidak begitu 
dikenal kecuali sebagai tokoh NU, hal ini karena memang Kiai Sahal 
sangat jarang berbicara pada media massa dan jarang pula tampil di 
forum-forum umum atau terbuka semisal pengajian, dia lebih suka 
pada forum-forum terbatas yang dialogis, terukur, terencana dan 
berkelanjutan.” Sejak masih di rumahnya Kiai Sahal sering menulis 


4 Wahbah Zuhaili, Usw/ a-Figh a-lslamiy, (Beitut: Dar al-Fikr:186), h.85 

"5 Lihat juga Musthafa al- Syalabi, Talilul ahkam fis Syar7atil Islamiyah (Kairo: Dar al-Basyir 
lis Syagofah wal Ulum, 2000 M/1420 H), h.321 

5 Wahbah Zuhaili, Usul a-Figh al-Islamiy, (Beirut: Dar al-Fikr:186), h.86 

”  Wahbah Zuhaili, Us1/ a-Figh ak-Islamiy, (Beirut: Dar al-Fikr:186),h.87 

Menurut Bibit Suprapto, Kiai Sahal disamping sebagai pengasuh pondok pesantren, 

dosen, rektor dan juga guru besar serta pimpinan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama 

Indonesia tingkat nasional, Kiai Sahal juga terkenal sebagai ulama' dan penulis yang 


cukup produktif. Sejak tahun 1991, ia aktif sebagai kolumnis majalah reginal dan nasional, 
terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan khususnya figh sosial dan kontekstual 
yang menjadi pemikirannya, seperti di Suara Merdeka, Warta Nahdlatul Ulama, Duta dan 
sebagainya. Di samping itu juga banyak mengisi barbagai macam pertemuan ilmiah, 
diskusi ataupun seminar. Kegiatan ini bukan saja di wilayah Jawa Tengah tetapi diberbagai 
daerah di Indonesia, apalagi setelah ia tampil sebagai tokoh tingkat nasional. Bahkan lebih 
dari itu Kiai Sahal banyak mengikuti berbagai seminar di luar negeri baik sebagai penulis, 
pemrasaran, pembahas utama, moderator atau pimpinan suatu persidangan, di antaranya: 
di filipina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Srilangka, Saudi Arabia, Beijing (China) 
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mengekspresikan perasaannya dengan sya'ir-syair Arab. Setelah 
melanjutkan ke pesantren lain kebiasaanya menulis terus berlanjut 
terutama yang berhubungan dengan pelajaran yang diampunya. 
Semakin lama tulisannya matang seiring dengan kematangan 
keilmuannya. Dari karya-karyanya baik dalam bentuk buku maupun 
makalah telah menempatkan Kiai Sahal bukan hanya sebagai tokoh 
pesantren tetapi juga seorang intelektual yang karya-karyanya menjadi 
referensi anak bangsa dan lembaga-lembaga pendidikan terutama 
pesantren dan pekerja sosial yang ide-idenya menjadi inspirasi 
perubahan masyarakat.” 

Ada tujuh belas (17) karya Kiai Sahal yang telah diterbitkan, 
yang terdiri dari sepuluh (10) karya dalam tulisan berbahasa Arab 
dan tujuh buku berbahasa Indonesia dan ada tujuh (7) tulisan dalam 
bentuk makalah dalam banyak tema yang telah dipresentasikan di 
berbagai forum ilmiah yang belum diterbitkan, yang penulis temukan 
tentang tulisan-tulisan Kiai sahal, yaitu: Tharigatu a-Husul Ala Ghayah 


maupun Kairo (Mesir). Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, 
Karya dan Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia. 2009), h. 691 
Menurut Bibit Suprapto, karya-karya tulis Kiai Sahal lebih dari 100 judul artikel di 
berbagai media massa dan sebagian telah dibukukan. Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi 
Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media 
Indonesia. 2009), h. 691 
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al-Wusul 1961), Al-Bayan Al-Mulamma' Fi Alfadhi A-luma” 1961) 9 
Faidlul Hija ala Naili Raja (1962), Intifah AlWadijain fi Munadharati 


10 Kitab ini diselesaikan Kiai Sahal pada 15 Ramadan 1380 H (3 Maret 1961), secara garis besar 


101 
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kitab ini berisi taligat (penjelas) atas Ghayatul Wushul yang merupakan syarah (penjelasan) 
atas Lubbul Ushul (kedua kitab terakhir adalah karya Zakaria al-Anshari). Kitab Lubbul 
Ushul masuk kategori usul figih dan dikenal sebagai kitab yang sulit dipahami para santri 
karena kalimatnya sangat padat dan mengandung makna yang dalam sebuah karya dalam 
fan ushul figh berupa hasyiyah dari kitab Ghayah al-Wushul karya Syaikhul Islam Zakariya 
Al-anshari. Kitab ini ditulis ketika Kiai Sahal saat masih nyantri di pesantren Sarang 
Rembang berbarengan dengan tugasnya mengajar di pesantren tersebut. Karyanaya ini 
mulai dicetak sebagai sebuah buku, pada tahun 2000 oleh penerbit Diantama. Karyanya 
ini sampai sekarang dijadikan pegangan wajib bagi siswa aliyah di almamaternya yakni 
pesantren Sarang juga digunakan di luar negeri yaitu di Al-Ahgaf University Tarim 
Hadramaut Yaman. Lihat Dr. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, Tharigah a-Husul ala 
Ghayah al-Wusul, (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012) 

Kitab ini adalah penjelas atas kitab a/-Luma' fi Ushulil Figh karya Abu Ishag Ibrahim 
al-Syairazi. Kitab ini sebetulnya telah rampung ditulis dalam bentuk #a//gat di kitab 
al-Luma' pada Jumadil Ula 1381 H (Oktober 1961), tapi baru disalin secara terpisah 
pada 28 Rabi'ul Awal 1418 H (18 Oktober 1997) di percetakan Toha Putra Semarang, 
Karyanya ini juga masih dalam kategori ushul figh, sistematika penulisannya sama dengan 
Tarigatu a-Husul. Dari sisi isi (contain), kedua karyanya diatas menggambarkan bahwa 
Kiai Sahal sangat menguasai disiplin ilmu ushul figh. Sebagaimana diketahui bahwa 
ilmu ushul figh merupakan kaidah-kaidah penggalian hukum syara” (istimbatul ahkam), 
maka atas penguasaanya dalam disiplin ilmu itu sekaligus penguasaan dan sensitifitas 
sosialnya dia telah melahirkan gagasan figh sosial. Dan pada Agustus 2004 kapabilitas 
intelektulaitasnya dalam bidang itu dunia akademis memberikan pengakuan dengan 
penganugerahan Doctor Honoris Causa (Dr. H.C) dari Universitas Islam Negeri Jakarta 
karena keteguhannya dalam figh Indonesia. Lihat Dr. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, 
AI Bayan al-Mulamma' an al-Fadz al-Luma', (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012) 

Karya ini selesai ditulis Kiai Sahal pada 18 Dzulhijjah 1381 H/23 Mei 1962 M. Kitab ini 
merupakan karya penjelas atas kitab Sgfinat al-Ngja karya Salim ibn Samir al-Khudri yang 
cukup populer di kalangan santri. kitab ini merupakan kitab dalam ilmu figh berupa syarah 
dari nadzam kasyifatu saja atau yang terkenal dengan Safinah karya Imam Nawawi. Kitab 
yang disyarahi (nailu arraja) adalah karya Kiai Ma'shum Cirebon. 
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Ulamai Hajain (1962)/ "Al-Fawa'id al-Najibah. (1961) Ats-Stamrah 
Al-hajainiyyah, (1961), Terjemahan bahasa Jawa (Pegon) atas Oasidah 
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Ini adalah salah satu karya orisinal Sahal yang selesai ditulis pada 25 Sya'ban 1381 H (1 


Februari 1962). Kitab yang ditulis dengan bahsa Arab ini terdiri dari 19 halaman, yang 
dibagi menjadi empat al-Magsad, penutup dan kesimpulan. Secara garis besar kitab 
ini membahas perdebatan ulama Kajen pada akhir tahun 1950-an tentang keabsahan 
penglihatan yang menggunakan kacamata terhadap barang yang hendak diperdagangkan. 
Kategori kitab ini dalam fan figh dalam konteks muamalah, karyanya ini merupakan hasil 
bahtsul masail ulama Kajen Pati.Lihat Dr. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, Intifah Al- 
Wadijain fi Munadharati Ulamai Hajain, (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012), h. 2-3 

Kitab membahas ilmu nahwu yang secara spesifik membehas hal-hal yang tidak lumrah 
(eharib) dalam ilmu nahwu. Selesai ditulis pada 8 Jumadil Ula 1381 (18 Oktober 1961), 
kitab ini merupakan syarah atas matan yang ditulis sendiri oleh Kiai Sahal, yakni a/-Faraid 
al-Ajibah fi Bayan Vrab al-Kalimat al-Gharibah. Dengan demikian, kitab ini juga termasuk 
dalam kategori karya orisinal. Matan yang disusun dalam bentuk nadham ini terdiri dari 
89 bait dan, sebagaimana terbaca dari judulnya, menjelaskan irab (tata bahasa) kata-kata 
dalam bahasa Arab yang dianggap aneh. Dari sekian kata-kata yang secara ilmu nahwu 
aneh, Kiai Sahal membahas 34 kata, seperti kata aid/an dan ashlan yang selalu dibaca nasab, 
baik dalam bentuknya sebagai masdar maupun hal. Lihat Dr. Muhammad Ahmad Sahal 
Mahfudh, A/-Fawa'id al-Najibah bi Syarhi al-Faraid al-Ajibah fi Bayan Trab al-Kalimat al- 
Gharibah, (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012), h. 6. 

Kitab ini selesai ditulis pada 15 Rabi' al-Tsani 1381 (26 September 1961). Kitab ini 
termasuk salah satu karya orisinal Kiai Sahal, alias bukan syarah atau hasyiah terhadap karya 
ulama lain. Ditulis dalam bentuk nadham dan dilengkapi penjelasan di bawahnya, kitab 
ini menerangkan makna dari istilah-istilah yang sering dipakai dalam kitab-kitab figih. 
Misalnya, ketika disebutkan a/-imam dalam figih, tanpa nama seseorang di belakangnya, 
maka ia merujuk pada Imam al-Kharamayn Abd al-Malik ibn Abi Muhammad Abdullah 
al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M). Jika kata yang sama muncul dalam usul figih dan 
mantig, maka itu merujuk pada Fakhr al-Din Muhammad al-Razi (543-606 H/1149-1210 
M). Sementara itu, kalau disebutkan kata al-syaykh dalam figih, itu berarti Abu Ishag 
Ibrahim ibn Ali al-Syairazi (393-476 H/1003-1083). Jika kedua kitabnya yang pertama 
menggambarkan dia sebagai seorang ahli Usul figh, maka pada kitab-kitab diatas diluar 
aspek isinya para pembacanya akan mendapatkan gambaran bahwa Kiai Sahal menguasai 
dan mampu mengetrapkan sastra arab dengan sangat baik, tulisan-tulisanya bukan saja 
balagh tetapi selalu memuat unsur-unsur badi' sehingga bagi yang memahaminya akan 
merasakan nilai sastranya. Lihat Dr. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, Ats-Stamrah Al- 
hajainiyyah fi AI stilahati al-Fighiyyah, (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012), 6-7 
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Munfarijah (1947), Anwarul Bashair/” Nuansa Figh Sosial (1987), 
(Yogyakarta: LKIS, 1994 dan 2007), Ensiklopedi Ijma','” Pesantren 
mencari makna (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)," Dialog dengan KH 
MA Sahal Mahfudh: Telaah Figh Sosial, "'Dialog Dengan Kiai Sahal 
(2003),”” Dialog dengan Kiai Sahal Mahffudh: Solusi Problematika Ummat 


106 


107 


109 


110 


111 


112 


@Gasidah yang terdiri dari 43 bait ini adalah gubahan Yusuf ibn Muhammad al-Ansari 


(1041-1119 M) dan banyak dibaca umat Islam, khususnya kalangan santri, jika menghadapi 
kesusahan atau kesulitan. Diyakini bahwa pembacaan bait-bait yang mengandung 
nama-nama agung (a-asma' a-adham) Allah ini akan mendatangkan kemudahan bagi 
pembacanya. Ini adalah satu-satunya kitab Kiai Sahal yang merupakan terjemahan dalam 
bahasa Jawa. Lihat Dr. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, At-Tarjamah al-Munbalajah An 
al-Oasidah al-Munfarijah, (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012), h. 3-5. 

Kitab ini merupakan penjelas atas kitab A/-Asybah wan Nadhair karangan Jalal al-Din 
Abd al-Rahman al-Suyuti. Kitab ini ditulis setelah dia menetap di Kajen, meski tidak ada 
catatan kapan tepatnya dia menyelesaikan karya penting ini. Asybah sendiri adalah kitab 
yang membahas gawa'id fighiyah (kaidah-kaidah figih) dan diajarkan di berbagai pesantren 
di Jawa. 

Karya ini mulai ditulis pada tahun 1987 yang isinya merupakan kumpulan dari makalah- 
makalahnya yang dia tulis dan presentasikan dalam berbagai forum ilmiah. Sesuai dengan 
judulnya buku ini bermuatan gagasan-gagasannya menyangkut persoalan-persoalan sosial 
kemasyarakatan dalam perspektif figh. Buku ini terdiri dari 9 artikel tentang figh sosial, 9 
artikel tentang dakwah dan pemberdayaan masyarakat, 7 artikel tentang ahlussunnah wal 
jama'ah dan khittah NU dan 12 artikel tentang pesantren, pendidikan dan masyarakat. 
Lihat KH. MA. Sahal Mahfudh, 2007, Nuansa Figih Sosial,(Yogyakarta: LkiS), Cet.VI. 
Karya ini merupakan terjemahan dari kitab Mausu'ah al Ijma' karya yang diterjemahkan 
bareng bersama KH. Musthofa Bisri (Gus Mus). Buku ini berisi tentang kumpulan 
keputusan ijma' ulama” judul artikelnya antara lain: NU dan tantangan zaman, Orientasi dan 
Aktualisasi Kembali ke Khittah 1926, Prospek generasi muda Islam dalam Negara Berpancasila, 
Perkembangan Aswaja dalam Disiplin Keilmuan Sekarang, dan masih banyak lagi yang lainnya. 
Buku ini sama seperti buku Nyansa Figh Sosial yang merupakan kumpulan makalah. 
Buku ini terbagi menjadi tiga bagian, bagian pertama berisi gagasan-gagasan pesantren 
sehubungan dengan wacana-wacana kontekstual, bagian kedua berisi tentang pendidikan 
terutama pendidikan Islam dan bagian ketiga berisi ke-NU-an dan kemasyarakatanLihat 
KH. MA. Sahal Mahfudh, Pesantren Mencari Makna, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2009) 
Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan Kiai Sahal untuk kolom di suara merdeka 
tentang jawaban dari persoalan-persoalan ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam 
perspektif figh yang diajukan oleh masyarakat umum. Lihat KH. MA. Sahal Mahfudh, 
Dialog dengan KH MA Sahal Mahfudh: Telaah Figh Sosial Semarang: Yayasan Karyawan 
Suara Merdeka, 1997) 

Sebuah karya Kiai Sahal yang sama dengan buku Dialog Dengan Kiai Sahal yang pertama, 
hanya saja buku ini lebih tebal karena merupakan kumpulan tulisan di Suara Merdeka dan 


37 


ljtihad Tathbigi KH Sahal Mahfudh (Sebagai Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia) 


(Surabaya: Khalista, 2003), Wajah Baru Figh Pesantren (Jakarta: Citra 
Pustaka, 2004), Figh Sosial, Upaya Pembangunan Madzhab Oauli dan 


manbaji, 


Serta beberapa makalah dalam banyak tema yang telah 
dipresentasikan Kiai Sahal di berbagai forum ilmiah yang belum 
diterbitkan, antara lain: Aktualisasi Islam  (ASWAJA) dalam 
Pembangunan Masyarakat (1986), Deklarasi Situbondo dan GP 
Ansor, "Pandangan Ummat Mengenai Peranan Sosial-Politik ABRI, 


Duta Masyarakat. 
18 Buku ini membahas secara kronologis, jelas, transparan, sistematis dan tuntas dari setiap 
problematika umat yang disodorkan kepada Kiai Sahal, meliputi: bersuci, shalat, puasa 
dan Ramadhan, zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, haji, rumah tangga, antara 
tuntunan ibadah dan rekayasa tekhnologi, akidah-akhlak, mengagungkan kitab suci, 
makanan dan etika sosial, yang berjumlah 464 halaman. Lihat KH. MA. Sahal Mahfudh, 
Dialog Problematika Umat, (Surabaya: Khalista, 2014) 
Lihat KH. MA. Sahal Mahfudh, Wajah Baru Figh Pesantren, Penyunting: Aziz Hakim 
Saerorozy, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004) 
Teks Pidato Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Bidang Figh Social di UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 18 Juni 2003. 
Makalah disampaikan dalam seminar pengembangan Sumber Daya Manusia NU wilayah 


11 


s 


115 


ker 


116 


Sumsel Palembang, 16 Januari 1986. Secara garis besar makalah ini berisi adanya tiga 
korelasi antara ajaran Islam aswaja dengan masalah-masalah sosial karena syari'at Islam. 
Pertama, mengatur hubungan manusia sebagai individu atau sosial dengan Allah. Kedua, 
mengatur hubungan antara sesama manusia yang sudah terumuskan dalam prinsip 
mu'amalah yang tegak lurus antara faham kapitalisme dan sosialisme serta terkonsep 
dalam prinsip mu'asyarah yang tercermin dalam berbagai dimensi hubungan interaktif 
dalam struktur sosial yang dipertegas oleh rumusan khittah 26 butir empat tentang 
sikap kemasyarakatan NU sebagai aktualisasinya. Keviga, mengatur hubungan manusia 
dengan lingkungan yang dirumuskan dalam prinsip kebebasan mengkaji, mengelola 
dan memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia dengan tata keseimbangan yang 
lazim, tanpa israf (melampaui batas) serta dalam koridor maslahah, berorientasi pada 
prinsip mu'amalah dan mu'asyarah dalam mengelola dan memanfaatkan alam untuk 
msmpu mengadaptasikan aktualisasi ajaran Islam aswaja dengan perkembangan proses 
perekonomian. 

17 Makalah disampaikan pada Temu Wicara GP Ansor se-Jateng di Semarang, tanggal 4-6 

Mei 198413 Nopember 1989, makalah tidak diterbitkan. 

Makalah disampaikan dalam Diskusi Peranan Sosial Politik ABRI yang diselenggarakan 

oleh Kodam IV/Diponegoro di Semarang, 30 Oktober 1996, makalah tidak dipublikasikan. 
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Fungsi Zakat dan Pengelolaannya. "9 Dimensi Agama Dalam Pengembangan 
Ekonomi, 8 Dakwah Islam dan Pembangunan,” Gizi dan Pemberantasan 
Kemiskinan,"?Re-Orientasi Pemahaman Figh: Menyikapi pergeseran Perilaku 
Masyarakat, Kependudukan Merupakan Masalah Bagi Ulama dan 
Ummat,” Pengalaman Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat,” Prospek 
Perguruan Tinggi di Pesantren: Tantangan dan Harapan," Aktualisasi Islam 
(Aswaja) Dalam Pembangunan Masyarakat,” Sumber Daya Ekonomi Umat 
Dari Sudut Pandang Islam, “Figh Sosial Sebagai Alternatif Pemahaman 
Agama Masyarakat, 


Aktualisasi Khittah 26 Pasca Pemilu 1987, "NU dan Tantangan 
Zaman: Orientasi dan Aktualisasi Kembali Ke Khittah 26, Pesantren dan 


19 Makalah disampaikan di Seminar dan Lokakarya Mencari Model Sistem Pengelolaan 
Zakat oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M) pada tanggal 
30 Maret 1989 di Jakarta, makalah tidak dipublikasikan. 

120 Makalah disampaikan dalam Seminar Ekonomi PCNU Kodya Pekalongan pada tanggal 

10 Juli 1994, makalah tidak dipublikasikan 

Makalah disampaikan dalam Lokakarya LKKNU di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1992, 

makalah tidak dipublikasikan. 

Makalah disampaikan dalam saresehan mimbar agama Islam TVRI Pusat pada tanggal 24 

Oktober 1991, makalah tidak dipublikasikan 

Makalah disampaikan dalam Dsikusi Dosen Institut Hasyim Asy'ari di Jombang pada 

tanggal 27 Desember 1994, makalah tidak dipublikasikan 

Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Ulama di Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 

1987, makalah tidak dipublikasikan 

Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Cisarua Bogor pada tanggal 11-13 April 

1988, makalah tidak dipublikasikan 

26 Makalah disampaikan dalam Seminar di STIT Pesantren Gomaruddin Gresik pada 

tanggal 18 Januari 1993, makalah tidak dipublikasikan 
| Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia NU wilayah 
Sumsel di Palembang, 16 Januari 1986, makalah tidak dipublikasikan 

18 Makalah disampaikan dalam Latihan Agribisnis di Pondok Pesantren Jawa Tengah BLPP 

Ungaran oleh Kanwil Pertanian Propinsi Jateng pada tanggal 6 Pebruari 1993, makalah 

tidak dipublikasikan 

Makalah disampaikan dalam kuliah umum Institut Hasyim Asy'ari di Jombang pada 28 

Desember 1994, makalah tidak dipublikasikan 

"0 Makalah disampaikan di Kajen Margoyoso Pati, 5 Agustus 1987, makalah tidak 
dipublikasikan 

B1 Makalah disampaikan di Jakarta, 21 Agustus 1985, makalah tidak dipublikasikan. 
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Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembinaan Ummat, Pendidikan 
dan Pengembangan Calon Ulamadi Kalangan Nahdlatul Ulama," Perkembangan 
dan Pengembangan Madrasah di Lingkungan Nahdlatul Ulama, NU dan 
Tantangan Masa Kini: Sebuah Tinjauan Agamis dan Sosiologis, “Orpolisasi” 
NU, “NU-nisasi” Orpol,8 Khittah NU 26, Pengarahan Syuriyah NU 
wilayah, Fatayat NU dan Prespektifnya Pada Era Global,” Filosufi dan 
Strategi Pengembangan Masyarakat di Lingkungan NU,"”? Ajaran Aswaja 
dan Kaitannya dengan Sistem Masyarakat," Ukhuwah Nahdlatul Ulama 
Muhammadiyah, “2Ekonomi Islam dan Kemungkinan Penerapannya," 
Pengelolaan Zakat Secara Profesional," Arah Pengembangan Ekonomi dalam 
Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat,” Konsumerisme Pada Masyarakat 


152 Makalah disampaikan dalam Seminar Pendidikan Pesantren dan Penyiapan Ulama yang 
diselenggarakan oleh PSM di Jakarta, 24 Juni 1987, makalah tidak dipublikasikan. 

158 Makalah disampaikan di Cilacap, 15 Nopember 1987, makalah tidak dipublikasikan. 

$4 Makalah disampaikan pada Panel Diskusi Ikatan Alumni Madrasah Gudsiyah Kudus, 8 
Oktober 1982, makalah tidak dipublikasikan. 

$$ Makalah disampaikan di Konker GP Ansor wilayah Jatim Malang, 12 Oktober 1985, 
makalah tidak dipublikasikan 

50 Tidak ada keterangan tanggal, bulan dan tahun. Makalah tidak dipublikasikan. 

"57 Makalah disampaikan di Symposium Khittah 26 NU Cab. Kodya Malang, 12 Oktober 
1986, makalah tidak dipublikasikan. 

158 Makalah disampaikan di Kudus pada Musyawarah Muballigh NU se-Jateng, 12-13 
Nopember 1983, makalah tidak dipublikasikan. 

159 Makalah disampaikan di Dialog Sehari “Prespektif Fatayat NU Sebagai Organisasi 
Kemasyarakatan Pemudi Islam yang Ideal di Abad 21” oleh Fatayat NU wilayah Jateng, 
25 Desember 1992, makalah tidak dipublikasikan. 

M0 Makalah disampaikan di Temu Wicara LSM Kudus, 10 September 1989. makalah tidak 
dipublikasikan. 

M Makalah disampaikan di LKL dan Fatayat Cab. Jepara, 16-17 Pebruari 1988, makalah 
tidak dipublikasikan. 

4? Tidak ada keterangan tanggal, bulan dan tahun. makalah tidak dipublikasikan. 

48 Makalah disampaikan di pondok pesantren Raudlatu at-Thalibin Rembang, 22 Februari 
2004, makalah tidak dipublikasikan. 

'"# Makalah disampaikan di Seminar dan Lokakarya Mencari Model Sistem Pengelolaan 


Zakat oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M) pada tanggal 

2 Desember 1986 di Jakarta, makalah tidak dipublikasikan. 

4 Makalah disampaikan di Pondok Pesantren Datus Sholah Jember, 27 Desember 1995, 
makalah tidak dipublikasikan 
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Modern Dan Konsep Hidup Sederhana Dalam Islam, ”'Meneguhkan 
Kembali Peran Sosial Pesantren: Petika Pengalaman Pengembangan 
Masyarakat," Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat: Meletakkan 
Paradigma Kebangsaan dalam Perspektif Sosial,"Pesantren dan Pengembangan 
Masyarakat Dalam Prespektif Pembinaan Umat, Peran Hukum Islam 
dalam Menciptakan Masyarakat Madani Indonesia.” 


B. Dinamika Ijtihad Tathbigi 
1. Konsep Ijtihad Tathbigi 


Konsep jjtihad Tathbigi "' menurut Muhammad Abu Zahrah 
adalah mengeluarkan hukum sejenis atau menerapkan hasil ijtihad 
istinbathi ke dalam perbuatan-perbuatan mukallaf yang bersifat 
kasuistik dari yang telah dikeluarkan oleh para ulama pendahulu, 


M6 Makalah disampaikan di Kajen Pati, pada tanggal 20 Januari 2002, makalah tidak 
dipublikasikan 

M7 Makalah disampaikan di seminar pemberdayaan pesantren untuk transformasi masyarakat 
pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 
Mei 2005, makalah tidak dipublikasikan. 

48 Makalah disampaikan dalam Sillaturrahim Pemda 'TK.II, Ulama, dan Tokoh Masyarakat 

di Purwodadi, 18 Maret 2000, makalah tidak dipublikasikan 

Makalah disampaikan di seminar Pendidikan Pesantren dan Penyiapan Ulama di 

selenggarakan oleh PSM Jakarta, 24 Juni 1987, makalah tidak dipublikasikan. 

Tidak ada keterangan tempat dan waktu, makalah tidak dipublikasikan. 

Ibrahim Unais (1981:550), dalam karyanya “Mu'jam al-Wasi”, mengemukakan bahwa kata 

“Yathbig?” akar katanya yaitu (Ike — ade —3b), dengan menggunakan tasydid di atas 

huruf ba' (») yang secara etimologis, maksudnya: 


bagi ji AigB gl dal Buol Ulad, JLN las 
Artinya: “memecahkan problematika kasus hukum melalui patokan (Ooidah) ilmiah atau perangkat 
hukum, atan sejenisnya”. 


149 


150 


15 


Sedangkan Ahmad Watson Munawwir, menerjemahkan kata (3-4 — -— ab ) dengan 
“penyesuaian, pencocokan, pempraktikkan”. Kesimpulan penulis dari etimologi 
kata fathbig, kata ini bisa diartikan sebagai aplikasi dari sebuah konsep ilmiah atau 
perangkat sistem hukum yang berfungsi sebagai problem solver terhadap problematika 
kehidupan. Lihat Ahmad Warson Munawir dan Mustofa Bisri, Kamus a-Munamwir 
Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 840. 
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tetapi kasusnya belum ada di masa para pendahulu. '? Mujtahid tathbig 


adalah ulama takhrij dan tathbig (mengeluarkan dan menerapkan) “illat- 


illat yang diistinbatkan atas perbuatan-perbuatan juz'iyah (patsial). 


Wilayah pelaksanaan (7ob discription) mereka adalah aplikasi yang telah 
diistinbatkan para ulama terdahulu (sala) ". Sehingga dengan tathbig 
(penerapan) ini menjadi jelas dan terang benderang atas problematika 
hukum yang belum dikenalkan oleh ulama-ulama terdahulu (salaf) 
dan upaya yang dilakukan mujtahid Tathbigi adalah tahgigul manath 
(mengeluarkan Sillat-illat, sebab-sebab terjadinya hukum).' 


Zakariya Al-Anshari menyatakan metode untuk menumakan 
illat, bisa dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, melalui nash baik 
al-Guran maupun hadis, baik secara sharih (jelas) ataupun isyarat. 
Kedua, melalui ijma' ulama”. Ketiga, melalui ijtihad dengan melihat 


12 Lihat Abu Zahrah Ushul al-Figh, Beirut, Dar al-Fikr al-“Arabiy h.379, Satria Effendi 
M. Zein, Metodologi Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad, dkk. (ed.), Dimensi Hukum 
Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.118. 

158 Al-Bannani, mengklasifikasiakan sektoral dan globalnya wawasan seorang mujtahid 

dibagi menjadi dua: pertama, mujtahid mutlak yaitu orang-orang yang menguasai berbagai 

bidang ilmu. Kedua, mujtahid juz'i yaitu orang-orang yang menguasai bidang keilmuan 
tertentu sesauai dengan peristiwa yang diijtihadi dan mujtahid tathbig termasuk kategori 
kedua. Lihat Al Bannani, Hashiyah al Allamah al Bannani Ala Sharhi al Jalali Shamsuddin 

Muhammad bin Abmad al Mabhalli, Surabaya : Nur Asia, t.th, Juz.II, h. 379. Sedangkan 

menurut Muhammad Ali Al-Sayis termasuk kategori perkara-perkara kasuistik juz'iyyah 

yaitu mujtahid harus mengetahui kemaslahatan manusia secara umum (p4blic interesi) dan 
mengetahui sosio-politik masyarakat ketika melakukan istinbath. Lihat Muhammad Ali 

Al-Sayis, Nasy'atul al-Pighi a-ljtihadi wa Atwarihi, Mesir : Majma? al-Buhus al-Islamiyah. 

1970, h. 11. 

Abdul Mughits menjelaskan etimologi kata “salaf” sering disinonimkan dengan istilah 


hg 


15 


tradisonal, kata salaf sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu as-sa/af artinya yang terdahulu. 
Sedangkan menurut terminologi khazanah Islam “salaf” diartikan ulama yang hidup 
terdahulu generasi abad I-III H, yaitu generasi di masa sahabat, tabi'in dan tabi' at-Tabi'in 
yang merupakan gurun terbaik pasca wafatnya baginda Rasullullah Saw. Lihat Abdul 
Mughits, Kritik Nalar Figh Pesantren, Jakarta: Kencana, 2008), h. 126. 

Tahgig a-manat adalah menganilisis ///at dengan membuang sifat-sifat yang tidak termasuk 


v 


15 


didalamnya, sedangkan takhrij al-manat yaitu menganalisis ketetapan i//at hukum yang 
sudah ditunjukkan oleh nas dan ijma. lihat Nadiyyah Syarif al- Umari, 1406/1986, al- 
ijtihad fi a-lslam, cet. 3, Beirut: Muassasah al-Risalah, H. 183. 
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kesesuaiannya (unsabah) atau melalui verifikasi atau uji coba (al-sabr 


wa aktagsim). "8 


Lebih jelasnya tentang konsep ijtihad Tathbigi , Muhammad 
Abu Zahrah membagi ijtihad dalam pengertiannya menjadi dua. 
Pertama, ijtihad istinbathi'” yaitu ijtihad yang sempurna yang khusus 


bagi golongan ulama” yang mengarah pada pengenalan hukum- 
158 


hukum juru' (cabang)”" yang 'amali (operasional) dari dalil-dalilnya 


yang terinci (tafshi). Sebagian ulama mengatakan jijtihad (isthinbathi) 
ini termasuk ijtihad khusus, kadang terputus pada suatu masa.!” 


Hal itu menurut pendapat Jumhur (mayoritas ulama) dan Imam 
Malik.'” Sedangkan ulama Hanabilah (ulama Hanbali) berpendapat 
bahwa ztihad isthinbathi harus tidak pernah vakum pada setiap masa, 
harus ada mujtahid yang mencapai tingkatan ini. Kedua, jjtihad Tathbigi 
, para ulama berkonsensus bahwa tidak boleh vakum suatu masa pun 
dari adanya mujtahid Tathbigi .'"' 


"86 Lihat Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Ghayah al-Ushul, (tth:121-122) 

157 Menurut al-Raghib al-Isfahani (1992:502) dalam karyanya Mujam Mufrodat Alfazh al- 
Our'an, menyatakan istinbath bila dilihat dari etimologi berasal dari kata nabth atau nubuth 
dengan kata kerja Wi) nabatha, yanbuthu, artinya air yang mula-mula keluar dari sumur 
yang digali. Kata kerja tersebut dijadiakn bentuk transitif, sehinggan menjadi anbatha, 
istinbatha, artinya mengeluarkan air dari sumur sebagai sumber tempat air tersembunyinya. 
Jadi kata istinbath pada makna asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat 
tersembunyinya. Kata tersebut dipakai dalam term figh, artinya upaya mengeluarkan 
hukum dari sumbernya, istilah ini identik dengan istilah ijtihad dalam ushul figh. 
Menurut Jamal Ma'mur Asmani (2015:45-46), dalam karyanya “Mengembangkan Fikih Sosial 
KH.MA Sahal Mahfudh, Elaborasi Lima Ciri Utama”, menjelaskan furu' adalah ajaran yang 
sifatnya instrumental dan lahir dari dalil dhanni (dalil yang menunjukkan satu makna tapi 


15 


& 


ada kemungkinan makna yang lain) yang sifatnya feksibel dan dinamis. Sedangkan Ushu/ 

adalah ajaran yang sifatnya fundamental dan lahir dari dalil gath'i (dalil yang menunjukkan 

makna dengan jelas dan tidak ada kemungkinan makna lain) dan sesuai dengan magashid 

al-syari'ah (tujuan aplikasi syariat). 

Muhammad Abu Zahrah, Ush#i/ figh, (Beirut, Dar al-Fikr al-“Arabiy: 1988). h.392 

'0 Lihat Wahbah Zuhaili, Ush4/ Figh ak-Islami,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 1056 

'81 Contoh ijtihad istinbathi dan sekaligus langsung tathbigi (diterapkan) adalah: Ada dua 
orang yang sedang berselisih. Lalu kedua orang tadi pergi menghadap Rasulullah saw 


15! 


meminta pengadilan. Rasulullah saw pun menyelesaikan perselisihan kedua orang tadi. 
Namun salah seorang dari mereka merasa kurang puas terhadap keputusan Rasulullah, 
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ljtihad istinbathi dan ijtihad Tathbigi , menurut Muhammad bin 
Husain bin Hasan al-Jizani keduanya termasuk kategori mujtahid 
mugoyyad fi madghab (terikat dalam madzhab) yaitu ijtihad seorang 
mujtahid yang mengikuti mujtahid mutlak, baik dari segi metodologi 
ijtihadnya Gharigah alijtihad), ataupun dari segi hasil ijtihadnya (fatwa)! 
Sedangkan menurut Syahrur berbeda dengan konsepsi ijtihad pakar 
ushul figh klasik sebagaimana diatas, Syahrur berpendapat dalam 
melakukan ijtihad, manusia sekarang tidak perlu meminjam “kaca 
mata” orang lain termasuk “kaca mata” orang terdahulu untuk melihat 
realitasnya sendiri atau menjawab problematikanya sendiri. Sebaliknya 
mujtahid harus menggunakan “kaca mata” sistem pengetahuan dan 
metode pengetahuannya sendiri." 


kemudian dia mengatakan kepada lawannya: “Kalau begitu kita adukan ke Umar.” Kedua 
orang tadi menghadap ke sahabat Umar dan menceritakan permasalahannya. Setelah 
mendengarkan masalahnya, Umar bangkit dari tempat duduknya sambil mengatakan: 
“Diamlah kalian di tempat.” Umar masuk untuk mengambil pedangnya, kemudian keluar 
dan langsung mengayunkannya ke arah orang yang tidak puas tadi hingga akhirnya orang 
itu mati. Kemudian peristiwa itu diberitahukan kepada Rasulullah saw. 


Beliau pun bersabda: “Saya kira tidak mungkin Umar memberanikan diri untuk membunuh 
seorang mukmin.” Kemudian turun ayat sebagai pernyataan untuk mengokohkan kebenaran 
pendapat Umar: 


“Maka demi Tuhanmu mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 
hakim terbadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka 
suatu keberatan terbadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (OS 
An-Nisa': 65). 
Rasulullah pun menghalalkan darah orang yang terbunuh itu dan Umar terbebas dari 
segala sanksi hukum. Dalam hal ini Umar beranggapan bahwa perbuatan orang yang 
dibunuhnya menyebabkannya halal dibunuh. Rasullullah Saw apabila dihadapkan pada 
kasus-kasus baru yang membutuhkan kepastian hukum, beliau menunggu wahyu, jika 
ijtihad beliau salah maka diperingatkan oleh Allah Swt, kemudian di bimbing dengan 
diturunkannya wahyu. Sedangkan ijtihadnya sahabat mereka minta fatwa kepada Nabi 
Muhammad saw (Muhammad Ali al-Sayis,1970:22-23). 

12 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, 1996, Mu'dlimu Ushil Figh Inda Ahli a-Sunnah 
wa al-jamd'ah, (Arab Saudi: Dar Ibn Al-Jaizi), h. 471 

!8 Muhammad Syahrar, Nabw ushil Jadidah li a-Figh al-Islamt, Damaskusral-Hali li ath- 
Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tawzi, 2000, h. 56 
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Selain tawaran konsep “jtihid tatbigi Muhammad Abu Zahro 
yang sudah dijelaskan diatas, terdapat ulama” lain yang menawarkan 
konsep “jtihad tathbigi yaitu Abu Ishag Ibrahim al-Syatibi dalam 
karyanya yang sangat fenomenal yaitu al-Muwifagat.' Menurutnya, 
ijtihad itu ada dua, ijtibad istinbath dan ijtihad tathbigi. ijtibad istinbath 
adalah menggali hukum-hukum Islam yang ada di al-Yur'an dan 
Sunnah. Sedangkan ijtihad tathbigi adalah memahami bagaimana 
kita mengimpelementasikan hukum-hukum yang sudah tersedia dan 
sudah diistinbathkan oleh para ulama” dari hukum-hukum tafshili 
(rinci). 


'# Kitab al-Muwafagat ini adalah karya agung Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad 
al-lakhmi as-Syatibi, kitab ini terdiri dari enam jilid pertama terdiri dari 590 halaman, 
membahas tentang a-Ahkam, yaitu lima nan? (macam) hukum, antara lain : nau' (macam) 
hukum pertama membahas tentang a/-Asbab, nau' (macam) hukum kedua membahas 
tentang as-Syurut, nan? (macam) hukum ketiga membahas tentang al-Mawani, nan" 
(macam) hukum keempat membahas tentang Sihhah wa al-Butlan dan nan” (macam) 
hukum kelima membahas tentang azimah wa ar-Rukhsoh. Sedangkan pada jilid ke-2 terdiri 
dari 578 halaman, membahas tentang a/-Magasid as-Syari, yang terdiri dari empat nan” 
(macam), nan' (macam) pertama menjelaskan tentang tujuan diberlakukannya syari'at 
Islam, nan” (macam) kedua menjelaskan tentang memahami tujuan diberlakukannya 
syari'at Islam, rau' (macam) ketiga menjelaskan tentang tujuan diberlakukannya syari'at 
Islam yang dibebankan kepada mukallaf dan beberapa perangkat pendukungnya, nan” 


(macam) keempat menjelaskan tentang tujuan diberlakukannya syari'at Islam kepada 
semua mukallaf di bawah otoritas hukum Islam. Sedangkan pada jilid ke-3 terdiri dari 606 
halaman, yang menjelaskan secara luas tentang magasid al-Mukallaf dan dalil-dalil syari'ah, 
ada tiga fas/ (bagian), fas/ (bagian) pertama menjelaskan tentang ahkam at-Tasyabuh, fasl 
(bagian) kedua menjelaskan tentang ahkam an-Nasakh, jas! (bagian) ketiga menjelaskan 
tentang hukum-hukum perintah dan larangan. Pada jilid ke-4 terdiri dari 499 halaman, 
yang menjelaskan secara luas tentang dalil-dalil syari'ah, tujuan adanya dalil-dalil syari'ah, 
menjelaskan tentang lafadz umum dan khusus dalam al-@Gur'an dan menjelaskan tentang 
dalil-dalil Sunnah. Sedangkan pada jilid ke-5 menjelaskan tentang ijtihad, segala sesuatu 
yang berkaitan dengan fatwa, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid yang pantas diikuti 
fatwanya, hukum mengikuti (taglid) kepada mujtahid serta hal-hal yang menyangkut 
ijtihad, yang semuanya ada 545 halaman. Jilid yang terakhir pada kitab ini adalah jilid ke-6, 
terdiri dari 456 halaman, yang menjelaskan tentang biografi penulis dan beberapa guru 
dan murid beliau. Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, 
al-Muwafagat, tagdim Bakit bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur 
bin Hasan al-Salman (Dar Ibn Affan, t.th). 
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2. Rekonsepsi Ijtihad Tathbigi 


Konsep dasar (building theory) “jitibad tathbigi ada dua, yaitu: 
Pertama, ijtihad seorang mujtahid dengan menggunakan konsep 
dasar tahgig al-manat (menentukan premis mayor dari premis 
minot dari sebuah kasus hukum). Dalam bangunan dasar konsep 
pertama ini seorang mujtahid tathbigi harus mencermati dan 
memahami segala hal yang paling ideal bagi setiap personal 
mukallaf, individu per individu di setiap tempat dan waktu 
(space and time). Karena setiap pribadi mukallaf tidak dapat 
digeneralisasikan satu sama lain dalam sebuah ketentuan hukum." 
Sehingga menurut al-Syatibi tahgig al-manat, dibagi menjadi dua 
tahgig a-manat al-am (tambatan hukum secara general) dan tahgig 
al-manat al-khas (tambatan hukum secara spesifik). Contohnya 
ketika Rasulullah saw dimintai wasiat oleh sahabat, maka beliau 
menjawab sesuai dengan kondisi orangnya. Ada yang diberi wasiat 


Tee 79 Nu (ai 


“Jangan marah”,'"“takwa, mengagungkan Allah swt ingat 


168 Tahgig a-manat secara etimologi menurut Dr. Soleh bin Abdul Aziz al-Agil (1424:17), 
yaitu menetapkan sesuatu yang masih ada korelasinya atau penjelasan statment yang 
masih ada korelasinya. Sedangkan secara istilah artinya penetapan aplikasi perangkat 
hukum kepada individu secara benar dan tepat atau menyesuaikan apa yang ada dalam 
perangkat hukum secara general ke dalam personal secara spesifik 

!66 Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, a-Muwafagat, 
tagdim Bakir bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al- 
Salman (Dar Ibn Affan, t.th), h.471 

1 Salak Y JG Ga 53 Uuaks Y OB ganji alang ale Ai Iko EU JB IE SISA gan BRA dl LP (Sabih al- 
Bukhari, hadis no. 5651) | | | 

18 JG3 ina gi BS sja Loji Je sii ET) ds L Jus yaa ka dag a ala Ie S ena nana 
AKAN Ab gag Gp jt HA alta ale Ke GI JB YAI Ia H3 JS SH (Musnad Ahmad, 
hadis no. 7959) 
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Allah dan membaca Al-Gur'an”,'” “bergaul dengan akhlak yang 
baik”,!7 dan sebagainya.!”! 


Dari contoh diatas, tampaknya jjtihad tatbigi adalah sebuah 
tantangan dan peluang bagi umat Islam di masa sekarang dan yang 
akan datang (futuristik) sebagai konsep yang cukup serius sehingga 
tidak semua individu memiliki kapabilitas untuk melakukannya. 
Hanya orang-orang spesifik saja yang diberi anugerah Allah 
berupa hikmah yang dapat melakukannya dan ijtihad tatbigi yang 
bersandarkan metodologi tahgig al-manat baik yang general maupun 
spesifik ini, harus selalu dilakukan oleh para mujtahid di setiap zaman 
dan generasi sesuai problematika yang selalu silih berganti dalam 
dimensi ruang dan waktu (space and time), yang konklusinya nanti akan 
menemukan barometer secara general sehingga bisa disinkronkan 
secara spesifik pada setiap mukallaf sesuai dengan standarisasinya 
yang ideal. 


Kedua, ijtihad seorang mujtahid dengan menggunakan konsep 
dasar ma'alat al-af'al artinya menganalisis dan memprediksi 
konklusi dari sebuah perbuatan atau kausalitas yang mungkin 
terjadi sebagai sebuah pertimbangan hukum, baik secara 


163 G3 bana di ss Unoyi M3 ee daa ala ai da BI Iga 22 Ti ii jm ec Jus see Ia Bi 
Ke) 3533 slatad Ke) D3 Sp oa 3gnlo3 4 Al Fat SlE3 ai TN, sp seh Ola3 sira KL S8 & saku 
NS (Musnad. Ahmad, hadis no. 11349) 

7 j6 PP Je » di £ ae aa 33 WA ea EN Pa Su 3 Je si Bi Isi la 
(F3 (Musnad Ahmad, hadis no. 20435) 

"1 Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, u-Muwafagat, 
tagdim Bakir bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al- 
Salman (Dar Ibn Affan, t.th), h.470 

2 Muhammad Taufiki, lj#ihad Tathbigi: Bentuk Fleksibilitas Hukum Islam, Makalah untuk 
Jurnal ilmiah, dalam http://muhammadtaufiki.blogspot.co.id/2009/10/ijtihad-tatbigi- 
bentuk-fleksibilitas.html, diakses pada 17 Februari 2017 jam 21.00 Wib. 
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maslahah” maupun secara mafsadah'”” sebagai sebuah teori 
tersendiri untuk mendapatkan makna yang tersembunyi (hidden 
meaning) dari teori magasid aksyari'ah"' Contoh kasus yang 
dilakukan Rasulullah saw dengan menggunakan pertimbangan 
mail, yaitu ketika ada seorang badui (pedalaman) yang buang air 
seni di dalam masjid. Beliau membiarkannya, bahkan melarang 
sahabat lain untuk menghentikannya. Setelah selesai, barulah 
Rasul memberitahukannya bahwa hal demikian tidak etis dilakukan 
di dalam masjid, prediksi impact (dampak) yang mungkin terjadi 
bila langsung dicegah adalah menimbulkan penyakit pada saluran 
kencing, selain diprediksikan tertempelnya najis pada pakaiannya 
dan di masjid itu." 


18 Menurut pandangan al-Gazali (1997:414), berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan 
justifikasi Syara” terhadapnya (syahiidat al-syar"), maslahah dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) 
maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara” terhadap penerimaannya (waslahah 
mu tabarah): (2) maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara? terhadap penolakannya 
(maslahah mulgah), dan (3) maslahah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara”, baik 
terhadap penerimaannya maupun penolakannya (yaslahah mursalah). Lihat Abu Hamid 
Muhammad al-Gazali, a-Mustasfa min Tlm al-Usil, (Beirut: Mwassasat al-Risalah, 1417 
H/1997 M), Juz ke-1. 

Menurut pandangan al-Gazali (1997:415-416), setiap hal yang merusak, mengganggu atau 
menghilangkan tujuan Syara” yang berupa memelihara lima hal tersebut disebut saftadat, 
maka upaya menolak dan menghidarkannya juga dikategorikan dalam maslahat. al-maftadah 
yang mempunyai arti kerusakan, lihat Ismail ibn Hammad al-Jauhari, ak Sihdh Taj al-Lugah 
wa Sihah al-Arabiyyah, Beitut: Dat al-Tlm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h.383- 
384: dan Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mujam Magdyis a-Lugah, (Kaito: 
Maktabah al-Khanji, 1403H/1981 M), Juz ke-3, h.303, dan Jamal al-Din Muhammad ibn 
Mukarram ibn Manzir al-Ifrigi, Lisdn al Arab, (Riyad: Dar “Alam al-Kutub, 1424 H/2003 
M), Juz ke-2, h.348, dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abd al-@adir al-Razi, Mukhtar 
alSihih, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979), h.376, dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 
“Abd al-Gadir al-Razi, Mukhtar al-Sihah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979), h.376, dan 
Muhammad Murtada al-Husaini al-Zabidi, Tj a- Aris min Jawabir a-Oimis, Beirut: Dar 
al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz ke-4, h.125-126, dan Ibrahim Mustafa, dkk., a-Mu'jam al- 
Wasit , (Tahran: al-Maktabah al-TIlmiyyah, t.th.), Juz ke-1, h. 522. 

1 Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, a-Muwafagat, 
tagdim Bakir bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al- 
Salman (Dar Ibn Affan, t.th), h. 552 

P3 MU 5 el gile Kel Yi 5 I Ganba UAS JAE GA Gile GE oi GP Ab SAS ana YA) WAS 
JB Gea) 18 Iga Dale JUS santai G Jgn AB BA 2 3 akang MIE ko A1 Iga 23 kmi 3 GP Lah 


174 


176 


48 


Bab Il: KH.Sahal Mahfudh dan Dinamika ljtihad Tathbigi 


Menurut al-Syatibi,'” dalam ijtihad tatbigi terdapat tiga (3) 
komponen perangkat sistem hukum (kaidah) sebagai konsep dasar 
(building theory) ma'alat al-af al, tujuannya sebagai fasilitas untuk 
menuju mwagasid al-syari'ah, antara lain: Pertama, al-gara'1' artinya 
tindakan preventif (pencegahan) contohnya haramnya melihat 
aurat wanita lain sebagai tindakan preventif dari berbuat zina. 
Kedua, al-hiyal artinya mencari celah untuk mempolitisasi syari'ah, 
contohnya haramnya melakukan rekayasa pencampuran atau 
pemisahan harta untuk mempolitisasi kewajiban zakat, '”'Ketiga, 
murd'at al-khilaf artinya mempertimbangkan kontroversi dari 
beberapa argumentasi ulama yang tujuan akhirnya menganalisis 
dampak negatif yang sangat mungkin terjadi bila harus 
memilih argumentasi lain yang dianggap lebih kuat. Contohnya 
yaitu kontroversi ulama? tentang status hukum wanita yang 
menikah tanpa wali, meskipun Imam Maliki menetapkan 
hukumnya sebagai nikah fas&h, namun laki-laki yang menikahinya 
tetap wajib memberikan hak atas mahar dan waris pada wanita 
yang telah terlanjur menikah tanpa wali tadi, status nikah ini 
tetap dikategorikan sah secara hukum. Karena jika tidak, maka 
hukumnya adalah zina, padahal para ulama sepakat bahwa kasus 


ini tidak termasuk dalam kasus zina.” 


Dari contoh ini, sangat 
Ade Ip OF Amar MA web agak Fto segera celaan 
35183 LI d3 FI Pa & 13) ad kb Ia Ida & KB alas Y Anta! ola Oa J3 363 saga Pura 
AE ES ea ja Jan Abd Aji! Ia Ve A6 JB ala ee lo Iss JG US 3f TAI (Sahih Muslim, 
hadis no. 429). 

"7 Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, a-Muwafagat, 
tagdim Bakit bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al- 
Salman (Dar Ibn Affan, t.th), h. 552 

118 dia AA gn LSN DAA gila J6 | iis IP GA ab Ip ME ie KST gan KUN 

Bata Kb si Sa HL Ts Giaa & 23 S3 alga Para bei FI) data Gp PE (Sabiih al-Bukhari, 

hadis no. 1358). Lihat juga Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi 

as-Syatibi, al-Muwafagat, tagdim Bakit bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah 

Masyhur bin Hasan al-Salman (Dar Ibn Affan, t.th), h. 558 

Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, a-Muwafagat, 

tagdim Bakit bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al- 

Salman (Dar Ibn Affan, t.th), h.561. 


kar 
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tampak bahwa seorang mujtahid diperbolehkan mengalihkan 
suatu hukum dari yang kuat argumentasinya kepada yang lebih 
lemah disebabkan pertimbangan wa 'd/ (pertimbangan hukum), 
sebagai fasilitas untuk menuju hukum yang lebih memenuhi 


magashid al-syar'iyah yaitu keadilan, persamaan dan kemaslahatan." 


Untuk memetakan (mapping) dalam merealisasikan prinsip 
keadilan, persamaan dan kemaslahatan dalam ajaran Islam, maka 
seorang mujtahid tathbig perlu mengetahui sedikitnya dua (2) ruang 
lingkup ijtihad Tathbigi , yaitu: Pertama, hukum-hukum yang tidak ada 
petunjuk nashnya sama sekali. Kedua, hukum-hukum yang ditunjuk 
oleh nash yang ganni. Sedangkan hukum-hukum yang telah ditunjuk 
oleh nas gath'iy al-dalalah, rmaka tidak ada sedikitpun ruang bagi ijtihad. 


Dari uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa 
rekonsepsi ijtihad Tathbigi adalah aplikasi dari sebuah konsep 
ilmiah atau perangkat sistem hukum yang berfungsi sebagai problem 
solver terhadap problematika kehidupan. Dengan menggunakan 
tiga (3) komponen perangkat sistem hukum (kaidah/patokan) 
yaitu: a-gara W, al-hiyal, mura'at al-khilaf. Sebagai konsep dasar 
(building theory) ma'alat al-af'al. Artinya menganalisis dan 
memprediksi konklusi dari sebuah perbuatan atau kausalitas yang 
mungkin terjadi sebagai sebuah pertimbangan hukum, baik secara 
maslahah rmaupun secara mafsadah sebagai sebuah teori tersendiri 


180 Magashid al-Syar'iyah, menurut Tahir ibn “Asyir adalah tujuan-tujuan syari'at dan rahasia- 
rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum- 
Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghilangkan kemudaratan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan 
nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Lihat Tahir ibn 
“Asyir, Magasid al-Syarf'ah al-lslamiyyah, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salim, 1427 
H/2006 M), h. 117. Bandingkan dengan difinisi Magashid al-Syar'iyah menutut Abdur 
Rohman Yusuf Abdullah Al @ardhawi adalah beberapa makna yang terkandung (hidden 
meaning) atau adalah beberapa sistem yang diatur oleh Allah dalam setiap hukum dari 
keseluruhan hukum-Nya dalam hal yang tertentu dan terinci di dalam hukum Syari'at 
Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia secara komprehensif. Lihat Abdur 
Rohman Yusuf Abdullah Al @ardhawi, Nazariyyat Magashid al-Syar'iyah baina Syaikhul 
Islam Ibuu Taiymiyyah wa Jumbur Usbulliyyin, Yordania: Dar al-Nafais,2000, h. 47-48 
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untuk mendapatkan makna yang tersembunyi (hidden meaning) dari 
teori magasid al-syari'ah. 

Tujuan menggunakan komponen perangkat sistem hukum 
ma alat al-af'al adalah sebagai fasilitas untuk menuju magasid al- 
syari'ah, tiga (3) komponen perangkat sistem hukum mwa'alat al- 
af al tersebut, antara lain: Pertama, al-gara'1' artinya tindakan 
preventif (pencegahan). Kedua, al-hiyal artinya mencari celah 
untuk mempolitisasi syari'ah. Ketiga, mura'at al-khilaf artinya 
mempertimbangkan kontroversi dari beberapa argumentasi 
ulama” yang tujuan akhirnya menganalisis dampak negatif yang 
sangat mungkin terjadi bila harus memilih argumentasi lain yang 
dianggap lebih kuat. 


3. Konstruksi Ijtihad Tathbigi 


Menurut Bagir Sadr tidak jarang terjadi kekeliruan yang dilakukan 
para fugaha atau cendekiawan (mujtahid) dalam berijtihad dengan 
terjebak pada lima bentuk kekeliruan, antara lain: (1) subyektifikasi 
yaitu memahami nas yang terlalu prematur tanpa melakukan verifikasi 
seperti dua produk hukum yang berbeda dari dua mujtahid yang 
mempunyai orientasi yang berbeda meskipun dalam memahami nash 
yang sama. Mujtahid yang pertama kecenderungannya dari aspek 
sosial yang berkaitan dengan hukum Islam dan kenegaraan sedangkan 
mujtahid kedua kecenderungannya dari aspek individual dan yang 
berkaitan dengan perilaku individu, (2) manipulasi yaitu mujtahid 
dalam berijtihad tidak memahami konteks (situasi dan kondisi) 
dari dalil syar'i seperti kekeliruan pemahaman tagrir yang diartikan 
sebagai sunnah Rasullullah yang dinyatakan dengan diam atau suatu 
kebolehan dalam masalah hukum, padahal #agrir hanya digunakan 
ketika masa hidupnya Rasullullah saw serta mengetahui konteks tagrir 
Rasullullah saw pada saat itu, (3) justifikasi yaitu klaim kebenaran 
seorang mujtahid atas realitas sosial seperti hukum bunga bank 
yang dihalalkan karena dengan alasan riba yang diharamkan dalam 


al 
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al-Juran surat al-Bagarah,279, adalah yang berlipat ganda padahal 
pada ayat sebelumnya jelas-jelas menyatakan bahwa pokok harta dan 
riba merupakan kelebihan dari pokok harta tersebut, (4) interpolasi 
yaitu memasukkan nas ke dalam kerangka berpikir tertentu karena 
ada kepentingan pribadi dari mujtahid seperti menginterpretasikan 
nash yang tidak sesuai dengan saat nuzu/ dan wurud-nya nash. Dan (5) 
inakursi yaitu berpegang pada nas yang tidak valid atau relevan." 


Konstruksi (Rechtsconstructie) ijtihad tathbigi dimaknai sebagai upaya 
membangun “jtihad tathbigi secara sistematis, berasas dan berkaidah. 
Konstruksi ijtihid tathbigi yang baik dan ideal menurut penulis, adalah 
harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsip yang akan hendak 
dicapai, yaitu: Keadilan, kepastian dan kemaslahatan. 


Sir Mohamad Igbal seorang intelektual kontemporer, menyebut 
jtihad tathbigi sebagai bagian dari pemberdayaan ijtihad atau the principle 
of movement dalam pemikiran Islam, karena peran pemberdayaan 
ijtihad dianggap demikian penting sebagai bagian dari kebutuhan yang 
terus menerus dan berkesinambungan selama peristiwa kehidupan 
manusia terus berkembang dan kondisi sosial masyarakat mengalami 
perubahan dan progresif, sebagai efek dari perubahan industrialis, 
perkembangan sains dan teknologi serta komunikasi global yang 
menjadikan dunia ini seakan sebuah kampung kecil. Pentingnya 
pemberdayaan ijtihad juga sebagai upaya pembumian syariat Islam 
yang diyakini umat Islam sebagai metodologi hidup. Dengan ijtihad, 
maka syariat Islam selamanya akan terlihat eliminer dalam berbagai 
ruang dan waktu. Tak ayal, ijtihad Tathbigi di era kontemporer 


adalah suatu keniscayaan." 


Sedangkan menurut Ahmad Hasan, ijtihad Tathbigi — harus 
dilakukan oleh kalangan profesional yang kompeten dengan bekerja 


#1 Lihat Sayyid Bagir Shadr, Igtishaduna, (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1979), h. 404-415. 
Bandingkan dengan Amir Mw'allim dan Yusdani, Jjtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan 
Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 75-79. 

12 Mohamad Igbal, T'he Reconstruction of Relegions Thonght in Islam, Lahore : Institute of Islamic 
Culture. 1989, h. 117. 
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sama dengan pemerintah, sehingga produk ijtihadnya nanti bisa 
diberlakukan melalui perundang-undangan, kalau tidak ia akan stagnan 
bersifat teoritis semata dan dampaknya akan terjadi konfrontasi antara 
para ahli dan pemerintah secara terbuka dan terus berlangsung.'$ 
Karena tujuan didirikan pemerintah dalam suatu negara adalah 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara universal di dunia 
dan akhirat, demikian menurut pendapat Abd al-Gadir Audah.' 
Sedangkan tugas sebuah pemerintah dalam suatu negara menurut 
Ibn Khaldun ada dua. Pertama, khusus negara yang konstitusinya 
berdasarkan syari'ah yaitu merancang supaya syari'ah terpelihara 
dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturannya ditaati, seperti 
pendistribusian zakat, mengakkan keadilan, mengurus pelaksanaan 
salat jama'ah. Kedua, negara pada umumnya yaitu mengangkat kepala 
negara, menteri, panglima, hakim dan sebagainya, mengawasi dan 
mengatur lembaga-lembaga hukum: menyelenggarakan pendidikan 
dan administrasi pemerintah, mengatur perpajakan dan keuangan: dan 
tugas-tugas lain yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat.' 


Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa konstruksi 
iitihad tathbigi dimaknai sebagai upaya membangun tihad tathbigi 
secara sistematis, berasas dan berkaidah. Konstruksi “tihad tathbigi 
yang baik dan ideal adalah harus memenuhi tiga hal pokok yang 
sangat prinsip yang akan hendak dicapai, yaitu: Keadilan, kepastian 
dan kemaslahatan. 


4. Metodologi Ijtihad Tathbigi Indonesia 


Menurut Ali yafie, di Indonesia figh akan berperan sangat nyata 
jika ijtihad ditempatkan secara proporsional, terlebih upaya penalaran 
dalam hal toepassing (ijtihad fi aktathbig). Figh sebagai produk ijtihad 


"8 Ahmad Hasan, The Harly Development of Islamic Jurisprudence, edisi Inggris terj. 
Agah Garnadi, Pakistan: Islamic Research Institute, 1970, h. 212. 

18! Abd al-Gadir Audah, al- Amal al-Kamilah, Beirut: al-Mukhtat al-Islamy, 1994, h.121 

15 Ibn Khaldun, The Mngaddimah, An Introduction to History, edisi Inggris terj. Franz Rosenthal, 
Princeton: Princeton University Press. 1967, h. 448. 
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merupakan rangkaian dari satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan 
dari keutuhan ajaran Islam. Kekayaan intelektual dalam ilmu figh 
yang telah terbina berabad-abad lamanya secara berkesinambungan 
dan terpelihara dengan baik seharusnya meringankan kebutuhan 
ijtihad di masa kini, hanya menambah yang sudah ada untuk masalah 
kontemporer yang belum diatur dan ditetapkan hukumnya pada 
ulama? sebelumnya dan ini adalah tugas besar “jtihad fi a-tathbig.'" 


Sebuah tawaran tentang menemukan metodologi baru ijtihad 
hukum Islam yang komprehensif dan sistematis dalam menjawab 


tantangan modernitas datang dari seorang intelektual muslim dari 


187 


Pakistan yang bernama Fazlur Rahman'” dalam karyanya “Islamic 


Methodology in History”, menurutnya ada tiga langkah yang perlu 
dilakukan oleh para mujtahid kontemporer (termasuk mujtahid 
Tathbigi ) untuk menemukan metodologi baru dalam berijtihad, 
yaitu: Pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks al- 
Ouran dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi Muhammad saw, 
pendekatan historis ini akan menjaga dari interpretasi al-Our'an yang 
ekstravagan dan artifisial sehingga akan menunjukkan secara jelas 
makna keseluruhan al-Guran dengan cara sistematis dan koheren. 
Kedua, memisahkan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan 


10 Ali Yafie, Posisi Ijtihad, dalam ljtihad dalam Sorotan, Bandung: Mizan. 1996, h. 83. 

187 Fazlur Rahman dilahirkan di Pakistan pada tahun 1919, kemudian tumbuh dan berkembang 
dalam latar pendidikan tradisional sebagaimana lazimnya masyarakat muslim pada saat 
itu di Pakistan. Rahman mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara formal di madrasah. 
Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, dia melanjutkan studinya di Departemen 
Ketimuran Universitas Punjab. Pada tahun 1942, Rahman berhasil menyelesaikan 
pendidikan akademisnya di universitas tersebut dengan meraih gelar MA dalam Sastra 
Arab. Sekalipun terdidik dalam lingkungan pendidikan Islam tradisional, sikap kritis 
mengantarkan jati dirinya sebagai seorang pemikir yang berbeda dengan kebanyakan 
alumni madrasah. Sikap kritis yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap sistem 
pendidikan tradisional terlihat dengan keputusannya melanjutkan studi ke barat, Oxford 
University, Inggris. Keputusannya tersebut merupakan awal sikap kontroversial Rahman. 
Ada dua karakteristik alur pemikiran Rahman, yakni /istorico-eritical method (metode kritik 
sejarah) dan hermeunetic method (metode hermeunetik). Lihat Ghufran A Mas'adi, Pemikiran 
Faglur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1997, 
h. 10. 
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al-Ouran. Ketiga, mempertimbangkan latar belakang sosiologis yaitu 
lingkungan di mana Nabi bergerak dan bekerja dalam pemahaman dan 
sasaran al-Yur'an, pedekatan ini akan menjauhkan dari interpretasi al- 
Our'an yang bersifat subyektif" 


Aplikasi jytihid Tathbigi pada era sekarang khususnya di Indonesia 
yang notabene merupakan negara berpenduduk muslim terbesar 
termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga jjtihad. Seperti 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibawah naungan Kementrian 
Agama, atau lembaga ijtihad dua organisasi Islam (sosial keagamaan), 
seperti Bahtsul Masail-nya Nahdlatul Ulama (NU), Majlis Tarjih 
dan Tajdid-nya Muhammadiyah (MD), baik ditingkat lokal maupun 
regional dan masih banyak lagi lembaga-lembaga Islam yang bergerak 
dalam bidang ijtihad. 


Ada tiga langkah yang perlu dilakukan oleh para mujtahid Tathbigi 
kontemporer untuk menemukan metodologi baru ijtihad Tathbigi 
di Indonesia, yaitu: Pertama, pendekatan historis untuk menemukan 
makna teks al-Yuran dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi 
Muhammad saw, pendekatan historis ini akan menjaga dari interpretasi 
al-Ouran yang ekstravagan dan artifisial sehingga akan menunjukkan 
secara jelas makna keseluruhan al-Guran dengan cara sistematis 
dan koheren. Kedua, memisahkan antara ketetapan legal dengan 
sasaran dan tujuan al-Gur'an karena al-Gur'an biasanya menjelaskan 
alasan-alasan bagi pernyataan-pernyataan legal spesifiknya. Ketiga, 
mempertimbangkan latar belakang sosiologis yaitu lingkungan di 
mana Nabi bergerak dan bekerja dalam pemahaman dan sasaran al- 
Ouran, pedekatan ini akan menjauhkan dari interpretasi al-Yuran 
yang bersifat subyektif. 


18 Lihatjuga Fazlur Rahman, “Is/amic Modernism: its Scope, Methodeand Alternatives, Internasional 
Jurnal of Middle Eastern Studies, Vol.1, No. 4. 1970, h. 108 
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5. Pengembangan Ijtihad Tathbigi Teoritis-epistomologis 


Epistemologi' atau teoti pengetahuan merupakan suatu cabang 
ilmu filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan. Pertanyaan 
yang ingin dijawab oleh epistomologi antara lain: apa itu pengetahuan? 
Dimana pengetahuan itu didapatkan? Berapa banyak pengetahuan 
itu bisa didapatkan? Apakah indera bisa memberikan pengetahuan? 
Bisakah akal memberikan pengetahuan? Dan apa korelasi antara 
pengetahuan dan kepercayaan yang benar?.'" 


Secara garis besar dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
epistemologi ingin menjawab tiga kajian dasar. (1) kajian atas asal suatu 
pengetahuan, meliputi antara lain: apakah sumber pengetahuan itu? 
Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang? Bagaimana cara 
mendapatkannya». (2) kajian atas hakikat atau realitas pengetahuan, 
meliputi antara lain: bagaimana karakter pengetahuan itu? Apakah 
ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah 
bisa diketahuinya? (3) kajian tentang kebenaran, meliputi antara 
lain: apakah pengetahuan kita itu sudah benar? Bagaimana cara 


membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah?'”' 


Menurut Syahrur, Ijtihad tathbigi harus mejalin hubungan 
dialektis antara ketetapan dan perubahan di dalam peradilan Islam 
modern, sebagaimana hakim ketika menetapkan hukum harus 
berpegang kepada daialektis antara ketetapan dan perubahan sebab 
bisa saja terjadi ada ketetapan hukum yang berbeda meski pada kasus 
yang sama karena perbedaan kondisi dan situasi. Kenyataannya, tidak 


1? Kata Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata: episteme artinya 
pengetahuan (knowledge) dan logos artinya studi tentang atau teori tentang. Epistemologi 
diartikan juga sebagai teori tentang pengetahuan atau /heory of knowledge. Lihat William 
James Earle, Introduction to Philoshophy, (New York-Toronto: Mc. Graw-Hill, Inc., 1992), h. 
21. 

0 D. W. Hamlyn, History of Epistemology, dalam Paul Edwards (ed.), The Ensyelopedia of 
Philoshopy, (New Yortk-London: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, 1990), 
h:9, 

1 Harold H. Titus, dkk, Persoalan-persoalan Filsafat (Living Issues of philosophy), Jakarta : 
Bulan Bintang, 1984), h. 187-188. 
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ada dua peristiwa di dunia ini yang sama persis, yang banyak terjadi 
adalah kesamaan yang ada pada keduanya dimana terdapat dialektika 
antara persamaan dan perbedaan, pola inilah menurut Syahrur lebih 
dekat dengan keadilan.'”? Syari'at Nabi Mahammad saw memiliki 
dua hal sekaligus, yang keduanya saling berlawanan yaitu antara 
batasan-batasan Allah yang bersifat lurus dengan fleksibel, keduanya 
merupakan manifestasi dari fitrah manusia saling bersinergi dan 
berinteraksi, sehingga akan diperoleh formulasi yang tepat antara 


batasan-batasan Allah dengan gerak aktivitas manusia.!” 


Pengembangan teoritis-epistemologis ijtihad tathbigi yang 
ditawarkan Syahrur ini, akan memberikan keleluasaan hakim dalam 
menetapkan hukum karena hakim bisa menginterpretasikan dalam 
cakupan dari batasan-batasan Allah, bukan malah berdiri di atasnya, 
batasan-batasan-Nya ini bisa berupa batasan maksimal saja atau 
batasan minimal, yang keduanya sama-sama tidak mungkin dilampaui. 
Atau batasan maksimal dan minimal sekaligus yang boleh dilampaui 
keduanya, akhirnya hakim bisa melakukan ijtihad dengan sagala 
macam kemungkinan yang ada. Syahrur dalam aplikasi hukum Islam 
berpandangan sangat berbeda dengan para pakar secara umum. Syahrur 
tidak memandang perlu merujuk ke masa lalu seperti merujuk kepada 
praktik para sahabat atau bahkan Nabi sekalipun alasannya mujtahid 
sekarang lebih mengerti apa yang harus mereka lakukan dibandingkan 
dengan para sahabat sehingga mujtahid tidak perlu merujuk kepada 
pada generasi sahabat untuk menyelesaikan persoalan saat sekarang 
ketika dihadapi para mujtahid. Ini sama sekali bukan berarti bahwa 
mujtahid saat sekarang lebih beriman dan lebih bertakwa dan melebihi 
yang lain dibandingkan para sahabat tetapi kitalah yang paling baik 


12 Muhammad Syahrur, A/Kitab wa Akguran: Oira'ah Mu'ashirah, Damaskusral-Hali li ath- 
Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tawz?, h. 589-590 

18 Muhammad Syahrur, A/-Kitab wa Akguran: Oira'ah Mu'ashirah, Damaskusral-Hali li ath- 
Thib2'ah li an-Nasyr wa at-Tawz?, h. 451. 
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menyelesaikan problematika kita sendiri karena kita paling baik dalam 


memahami problematika yang kita hadapi.' 


Menurut Roger Graudy, tantangan umat Islam dewasa ini ada 
dua macam taglid:” (1) taglid kepada Batat karena umat Islam tidak 
mampu membedakan antara modernisasi dengan cara hidup Barat. (2) 
taglid kepada masa lalu karena umat Islam tidak mampu membedakan 
antara syariat yang notabene adalah wahyu Ilahi dengan gagasan- 


gagasan pata fugaha masa lalu tentang syari'at itu sendiri.” 


Sedangkan menurut Waryani Fajar Riyanto, epistemologi hukum 
Islam di Indonesia membuka prespektif baru bagi keterlibatan ilmu- 
ilmu sosial seperti filsafat dan humaniora serta sains dalam metodologi 
hukum Islam. Implikasinya adalah hukum Islam tidak mungkin lagi 
menutup diri dari ruang publik yang di dalamnya terdapat berbagai 
kebutuhan analisis. Interrelasi dan integrasi pendekatan mikto serta 
makro akan melahirkan kosmopolitanisme hukum Islam di Indonesia. 
Melalui pancasila, sebagai kalimah al-sawa' dalam perjumpaan dialog 
menjadi cara yang tepat untuk mengimplementasikan wagasid hukum 
Tuhan dalam konteks berbangsa dan bernegara.” 


Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa untuk 
dasar pijakan pengembangan teoritis-epistemologis ijtihad tathbigi 


'# Muhammad Syabrur,Nahw ushiil Jadidah li a-Figh al-Islami, Damaskusral-Hali li ath- 
Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tawzi, 2000, h. 51 

19 Yaglid adalah orang-orang yang sebatas memahami substansi kitab (karya imam madzhab), 
tetapi belum mempunyai kemampuan mentarjih gagasan para imam dan belum mampu 
melakukan tarjih sesuai dengan yang telah ditarjih oleh para pentarjih, tidak memiliki 
kemampuan menseleksi atau mengkomparasi diantara gagasan para imam mana yang 
paling kuat dan kuat, pendapat lemah dan sebagainya. Mereka hanya mengikuti saja 
pendapat para imam tanpa mengetahui dasar hukumnya. Ibn Abidin berpendapat bahwa 
tingkatan mugallidun telah banyak ditemukan di era sekarang. Lihat Muhammad Abu 
Zahrah, Ushil figh, Beirut, Dar al-Fikr al-“Arabiy, 1988, h. 397 

16 Roger Graudy, Mustagbal al-ljtihad, Jurnal Al-Tawhid, VU, Rab?ul Awal, 1404 H, h. 126 

9 Watyani Fajar Riyanto, Studi Islam Indonesia (1950-2014): Rekonstruksi Sejarah Perkembangan 
Studi Islam Integratif di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) & Annual 
International Confrence on Islamic Studies (AICIS), (Pekalongan: Kurnia Kalam Semeseta, 
2014), 428 
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yaitu seorang mujtahid tathbigi harus mejalin hubungan dialektis 
(timbal balik) antara ketetapan dan perubahan di dalam epistemologi 
hukum Islam modern di Indonesia, sebagaimana mujtahid ketika 
menetapkan hukum harus berpegang kepada dialektis antara 
ketetapan dan perubahan sebab bisa saja terjadi ada ketetapan hukum 
yang berbeda meski pada kasus yang sama karena perbedaan kondisi 
dan situasi. Karena tidak ada dua peristiwa di dunia ini yang sama 
persis, yang banyak terjadi adalah kesamaan yang ada pada keduanya 
dimana terdapat dialektika antara persamaan dan perbedaan, 
sehingga hubungan dialektis antara ketetapan dan perubahan dalam 
epistemologi hukum Islam di Indonesia lebih dekat dengan keadilan. 


Hubungan dialektis antara ketetapan dan perubahan dalam 
epistemologi hukum Islam di Indonesia membuka prespektif baru 
bagi keterlibatan ilmu-ilmu sosial seperti filsafat dan humaniora 
serta sains dalam metodologi hukum Islam. Implikasinya adalah 
hukum Islam tidak mungkin lagi menutup diri dari ruang publik 
yang di dalamnya terdapat berbagai kebutuhan analisis. Interrelasi 
dan integrasi pendekatan mikro serta makro akan melahirkan 
kosmopolitanisme hukum Islam di Indonesia. Melalui pancasila, 
sebagai kalimah al-sawa' dalam perjumpaan dialog menjadi cara yang 
tepat untuk mengimplementasikan wagasid hukum Tuhan dalam 
konteks berbangsa dan bernegara. 


6. Pengembangan Ijtihad Tathbigi Praktis-Metodologis 

Ulama' klasik yang sangat populis yaitu Syatibi, membagi ijtihad 
dalam dua bentuk, yaitu: (1) ijtihad Tathbigi yaitu ijtihad yang 
bergantung kepada penerapan ide nas (LW Iis ali olee-VI), (2) ijtihad 
istinbathi yaitu ijtihad dalam pemahaman terhadap hukum-hukum 
syara” (de, ASI Bp 13). 138 


"8 Lihat Abi Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhmi as-Syatibi, a-Muwafagat, 
tagdim Bakit bin Abdullah Abu Zaid, takhrih hadits Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al- 
Salman (Dar Ibn Affan, t.th). h. 63 
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Perbedaan ijtihad Tathbigi dan istibanthi terletak pada obyek 
ijtihadnya yang lebih fokus pada permaslahan yang sifatnya empiris, 
fakta, atau realitas yang dihadapi di dalam masyarakat. Ijtihad Tathbigi 
adalah ijtihad yang sangat kondisional karena di dalam ijtihad Tathbigi 
kemungkinan “tidak memberlakukan” nash tertentu karena ada nash 
lain yang menghendaki demikian serta lebih mencerminkan nash dan 
magashid syari'ah, seorang yang melakukan ijtihad tathbig (mujtahid 
musabig) dituntut untuk memahami magashid syari'ah secara mendalam, 
agar hasil ijtihadnya benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip tujuan 
diberlakukan syati'at.!” 

Menurut Muslihun Muslim, Ijtihad tathbigi akan sulit diterapkan 
tanpa dukungan politik karena terlaksana atau tidaknya suatu produk 
hukum dalam ranah kenegaraan sangat tergantung pada politik 
hukum, menurutnya politik dan produk hukum Islam adalah dua sisi 
yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat Islam.” Senada dengan 
sebelumnya, Abdul Halim berpendapat produk hukum Islam yang 
dihasilkan melalui proses panjang (“jtihad istinbaty) tidak akan memiliki 
arti banyak tanpa dipraktikkan melalui ijtihad Tathbigi . Semakin baik 
hubungan Islam dengan politik semakin besar peluang hukum Islam 
untuk diaktualisasikan dan sebaliknya semakin renggang hubungan 


keduanya maka semakin kecil peluangnya untuk diterapkan.” 


Ahmad Hasan berpendapat, ijtihad tathbigi harus dilakukan 
oleh kalangan profesional yang kompeten dan bekerja sama dengan 
pemerintah, sehingga produk ijtihadnya nanti bisa diberlakukan 
melalui perundang-undangan, kalau tidak ia akan stagnan bersifat 
teoritis semata dan dampaknya akan terjadi konfrontasi antara para 


9 Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan 
Pembaruan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), h. 85 

20 Muslihun Muslim, Figh Ekonomi dan Positivasinya di Indonesia, (Mataram: LKIM IAIN 
Mataram, 2006), h. 240-241 

21 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif 
Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. xiii 
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202 Karena 


ahli dan pemerintah secara terbuka dan terus berlangsung. 
tujuan didirikan pemerintah dalam suatu negara adalah mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat secara universal di dunia dan akhirat, 
demikian menurut pendapat Abd al-Gadir Audah.?" Sedangkan tugas 
sebuah pemerintah dalam suatu negara menurut Ibn Khaldun ada 
dua. Pertama, khusus negara yang konstitusinya berdasarkan syar?ah 
yaitu merancang supaya syari'ah terpelihara dan tujuan-tujuannya 
terlaksana apabila peraturannya ditaati, seperti pendistribusian zakat, 
menegakkan keadilan, mengurus pelaksanaan salat jama'ah. Kedua, 
negara pada umumnya yaitu mengangkat kepala negara, menteri, 
panglima, hakim dan sebagainya, mengawasi dan mengatur lembaga- 
lembaga hukum, menyelenggarakan pendidikan dan administrasi 
pemerintah: mengatur perpajakan dan keuangan, dan tugas-tugas lain 


yang dianggap petlu demi kepentingan masyarakat.” 


Yusuf @Gardhawi mengklasifikasikan model (design) ijtihad 
kontemporer dalam tiga bentuk, yaitu: Pertama, pembentukan undang- 
undang. Berijtihad model kodifikasi madzhab (agnin) atau pemilihan 
pendapat para ulama madzhab secara kolektif, dimulai dari perbedaan 
pendapat imam madzhab dengan para sahabatnya (pengikut) 
dalam wilayah satu madzhab kemudian dikomparasikan dengan 
pendapat imam-imam madzhab lain (a-Madzhab al-Arba'ah) dan 
seterusnya, kemudian diklasifikasi pendapat yang lebih argumentatif 
dari prespektif dalilnya yang dapat dijadikan argumentasi, dengan 
disesuaikan dengan magasid al-syariah al-kulliyah. Selanjutnya 
dikembangkan secara resmi melalui pembentukan undang-undang. 
Dalam menetapkan undang-undang harus benar-benar diilhami oleh 
kejernihan melihat suatu kebenaran dalam sebuah persoalan, tidak 


22 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudenee, edisi Inggris terj. Agah 
Gartnadi, Pakistan: Islamic Research Institute, 1970, h. 212. 

203 Abd al-Gadir Audah, al- Amal al-Kamilah, Beirut: al-Mukhtar al-Islamy, 1994, h.121 

24 Ibn Khaldun, The Mugaddimah, An Introduction to History, edisi Inggris terj. Franz Rosenthal, 
Princeton: Princeton University Press. 1967, h. 448. 
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boleh melandaskan pemikiran berdasarkan kepentingan tertentu dan 


mengeksploitasi kebenaran sesuai dengan hawa nafsu.?” 


Kedua, Berijtihad model fatwa baik yang bersifat formal 
(pemerintah) seperti Daru/ Ifta di Mesir, Riayah al-Ifta di Saudi Arabia, 
dan sebagainya. Ataupun ijtihad yang bersifat individu yang terekspose 
di majalah-majalah, antara lain seperti : a- Azhar, Nurul Islam, Mimbar 
Islam di Mesit, a-Wa'i a-lslami di Kuwait, Manarul Islam di Abu Dhabi, 
as-Shahab di Beirut dan sebagainya. Termasuk kodifikasi fatwa yang di 
cetak dalam sebuah kitab seperti fatwa Syeh Mahmud Syaltuth, Syeh 
Husain Mahluf dan juga kitab “Yatawa muashirah” yang merupakan 
kumpulan fatwa Yusuf Gardhawi. Atau fatwa yang bersifat kolektif 
seperti: Mgjma' al-Bukhust al-Islamiyah li al- Azhar di Kairo, Majma' al- 
Figh al-Islami dan sebagainya. 

Ketiga, Berijtihad dalam bentuk Analisis dan Studi. Mencakup 
buku ilmiah dasar secara spesifik, serta studi dan analisis mendalam 
dalam konferensi ilmiah khusus, juga tulisan dari berbagai studi 
tingkat tinggi untuk memperoleh Magister dan Doktor, serta hasil 
kuliah dosen untuk meningkatkan strata keilmuan dan berbagai kajian 
ilmiah mendalam yang telah banyak diangkat oleh media cetak dan 
elektronika. 


Ketiga model (design) ijtihad tersebut nampaknya Yusuf Yardhawi 
kurang memberikan ruang yang cukup terhadap pengembangan 
pendekatan induktif, analisis kontekstual, dan pengembangan teori 
dalam berijtihad, baik dalam wilayah ga'idah fighiyyah dan ushul figh. 
Kemudian perlu dibentuk Lajnah Pusat Fatwa untuk seluruh dunia 
yang berfungsi sebagai pemantau hasil fatwa para ulama dalam 
masalah-masalah kontemporer. Hal itu untuk menghindari munculnya 
fatwa-fatwa yang menyimpang. Karena menurut Yusuf Gardhawi, 


25 Yusuf al-Gardhawi, Reformasi Pemikiran Islam Abad 21, Terj. Moh. Farid Zaini, Surabaya : 
Dunia Ilmu, 1998, h. 46-49 
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salah satu faktor yang menyebabkan adanya penyimpangan adalah 
terlalu berlebihan dalam pertimbangan demi kemaslahatan.” 


26 Yusuf al-Gardhawi, Reformasi Pemikiran Islam Abad 21, 'Terj. Moh. Farid Zaini, Surabaya: 
Dunia Ilmu, 1998, h. 49. 
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BAB III: SOSIO HISTORIS DAN 
KONTRUKSI IJTIHAD TATHBIOI KH. 
SAHAL 


A. Sosio Historis Munculnya Ijtihad Tathbigi Kiai Sahal 
1. Sosio Historis Ijtihad Tathbigi KH. Sahal Mahfudh 
| Rs belakang pemikiran Kiai Sahal yang maju dan progresif 


BAini menurut Mujamil Gomar masuk tipologi elektik yaitu 
suatu pemikiran yang berusaha memilih semua yang dianggap 
terbaik tidak perduli dari aliran manapun, filsafat manapun dan teori 
manapun, asal lebih baik dibandingkan dengan yang lain, itulah yang 
dipilih.” Dalam filsafat pengertian elektisme adalah memilih gagasan 
(konsep, keyakinan, doktrin) dari lintas sistem pikiran dalam proses 
menyusun sistem sendiri, pemikiran yang bersifat eklektik ini bisa 
berupa menyatakan pandangan yang kurang lazim diukur dari kultur 
orang yang menyatakan pendapat itu sendiri. 


Donald V. Gawronski dan Erich Kahler seperti yang dikutip 
Akh. Minhaji, mengartikan sejarah (history) sebagai living thing (sesuatu 
yang hidup dan bermakna) atau /iving tradition (tradisi yang hidup dan 
bermakna), dan bukan berupa death body (masa lalu yang mati). 
Lebih lanjut guru besar sejarah sosial pemikiran hukum Islam UIN 
Yogyakarta, Akh. Minhaji menjelaskan “This instruct us that an adeguate 
understanding of the issues posed by ushul al-figh cannot be gained by means 
of studying any one particular author, for no single ushul can, or should be, 


“7 Mujamil Gomar, Ny Liberal:Dari Universalisme Ablussunnah ke Universalisme Islam, 
Bandung: Mizan. 2002, 

208 Lihat Akh. Minhaji, Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam, Mukaddimah 8 Th V 
(1999), h. 63-88. 
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allowed to speak on behalf of the others” (Dengan demikian, studi sejarah 
perkembangan pemikiran ushul akLfigh secara diachronic dengan 
mempelajari data sejarah pemikiran dalam lintas waktu kesejarahan 
merupakan satu keharusan. Jika tidak, gambaran tentang pemikiran 
yang kita sajikan akan lebih bernuansa normatif-ideologis-deduktif 
yang bersifat sakral dan jauh dari realias empiris dan historis, atau 
dalam ilmu sejarah dikenal dengan istilah sa/yation history) 2 


Sosio historis ijtihad tathbigi KH. Sahal Mahfudh berkembang 
bersama-sama dengan kehidupan sosial-kultural yang melingkupinya 
dari generasi ke generasi, karena KH. Sahal Mahfudh selalu 
berinteraksi dengan realitas, sehingga terjadi semacam proses dialogis 
yang dinamis dan berkesinambungan, akhirnya mendorong dinamika 
ijtihad yang dilakukan KH. Sahal Mahfudh itu sendiri di satu sisi, 
dan di sisi yang lain menjadikan ijtihadnya selalu dinamis, kontekstual 
dan relevan dalam aplikasinya (tathbigi). Sehingga untuk memahami 
sosio historis ijtihad tathbigi KH. Sahal Mahfudh merupakan studi 
realitas yang terus bergerak di bawah bayang-bayang kehidupan sosial- 
kultural yang melingkupinya dari generasi ke generasi." 
pentingnya mengetahui sosio historis ijtihad tathbigi KH. Sahal 
Mahfudh, maka Tutik Nurul Jannah mengklasifikasikannya menjadi 
tiga tahap periode, antara lain: 


Dengan 


Pertama, periode awal tumbuhnya Sahal selama sebelas (11) tahun 
dibawah asuhan ayahnya. Sejak lahirnya pada tahun 1933 sampai 
ayahnya wafat pada tahun 1944, pendidikan dasar agama diajarkan 
langsung di bawah asuhan ayahnya sendiri Kiai Mahfudh. Dibawah 
bimbingan ayahnya, Sahal belajar mengkaji (membaca) Al-Our'an, 


29 Akh. Minhaji dalam pengantar Amir Mw'allim & Yusdani, Ij#ihad dan Legislasi Muslim 

210 Yusuf al-@Gardhawi, menambahkan bahwa di setiap masa memiliki problemnya sendiri, 
masalah-masalah aktual, dan kebutuhannya yang selalu berubah-ubah, bumi selalu 
berputar, bintang-bintang senantiasa bergerak dan jarum jam tidak akan pernah berhenti. 
Lihat Yusuf Al-Gardhawi, ak-ljtihad a-mu'ashirin bayna al-indhibath wal infirath. Maydan as- 
sayyidah zainab: Dar at-Tauzi' wan nasyr al-islamiyah,1994), h. 5 
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belajar bahasa arab secara aplikatif. Tetapi tidak lama dia belajar 
pada ayahnya. Ayahnya lebih dulu meninggal di penjara militer di 
Ambarawa.” 


Kedua, periode belajar kepada kiai-kiai di lingkungan Kajen 
selama 9 tahun. Terhitung setelah wafat ayahnya sampai lulus dari 
madrasah Mathali'ul Falah (1944-1953), seperti KH. Muhammadun, 
KH. Ahmad Rifa'i Nasuha dan Kiai yang lain di madrasah Mathalr'ul 
Falah dan terutama yang paling banyak dia belajar dari KH. Abdullah 
Salah (Mbah Dullah) pamannya. Dari guru-gurunya di Mathalful 
falah Sahal mempelajari ilmu alat (nahwu sharaf) sebagai ilmu dasar 
membaca kitab-kitab kuning, mantig dan balaghah, figh dan ushul 
fgh 212 

Ketiga, periode belajar kepada kiai-kiai di luar lingkungan Kajen, 
selama sembilan (9) tahun. Di mulai tahun 1953 sampai 1962, setelah 
menamatkan belajarnya di Mathali'ul Falah pada tahun 1953, Sahal 
melanjutkan pendidikannya di pesantren lain di luar daerahnya yaitu 
pesantren Bendo Pare Kediri selama 4 (empat) tahun sejak 1954- 
1957. Di pesantren tersebut Sahal lebih banyak mempelajari ilmu- 
ilmu tasawwuf di bawah bimbingan gurunya KH. Muhadjir, Diantara 
kajian-kajian yang pernah di enyamnya sampai khatam antara lain 
karya Al-Ghazali yaitu Ihya Ulum Al-din. Setelah empat tahun di Bendo 
(mulai 1954-1957),”5 pada tanggal 9 Juni 1957 M atau Dzulgo'dah 
1376 H Kiai Sahal melanjutkan belajarnya di Sarang Rembang selama 
21 Umur Kiai Sahal 7 tahun kalau lahirnya 17 Desember 1937, tetapi kalau lahirnya 16 
Februari 1933 M, maka umurnya waktu itu 11 tahun, begitu juga ketika wafat ibundanya 
waktu itu 12 tahun umurnya. Lihat Tutik Nurul Jannah, Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai 
Sahal Mahfudh dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat, (Pati: Figh Sosial Institute, 2014), h. 186. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, dkk, 
2012, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan 
Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam 
Mathali'ul Falah), h. 112 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Tutik Nurul Janah (anak menantu Kiai Sahal) pada 
hari Kamis, 20 April 2017 di Ipmafa Kajen Pati jam 10.30-11.15 


238 Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: Global 
Press, 2017), 20. 
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empat tahun (mulai 1957-1960). Kiai Sahal banyak mempelajari 
ilmu Figh dan Ushulnya di bawah bimbingan KH. Zubair Dahlan” 
bahkan juga menjadi guru bagi santri-santri di pesantren tersebut 
untuk disiplin ilmu yang sama yaitu ushul figh atas perintah gurunya. 
Ketika nyantri di Sarang selain ngaji pada Kiai Zubair, Kiai Sahal 
secara diam-diam mulai belajar kepada Syaikh Yasin Al-Fadany”'. 
Pembelajarannya melalui surat menyurat, saling menyangkal, 
membantah, dan mengajukan pertanyaan. Dari pembelajaran melalui 
surat-menyurat itu Kiai Sahal diberi sanad riwayah keilmuan Syaikh 
Yasin yang dititipkan kepada KH. Baidlowi Lasem ketika menunaikan 
ibadah haji pada tahun 1959. Hal yang membuat terkejut hati KH. 
Baidlowi karena pemberian sanad berarti pengangkatan murid secara 
hakiki sekaligus pengakuan atas kapabilitas keilmuannya, padahal saat 
itu Kiai Sahal boleh dibilang masih bocah karena dia masih mondok 


24 Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal : Sebuah Biografi, (Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, h. 31. 
lihat juga Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: 
Global Press, 2017), 23. 

25 KH.Zuabait Dahlan adalah ayah dari Kiai Maimun Zubair Sarang, KH.Zuabair Dahlan 
merupakan sahabat yang paling akrab ayah K. Sahal, KH.Mahfudh ketika belajar di 
Makkah sekaligus lawan diskusi paling sengit. lihat Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal: 
Sebuah Biografi, (Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, h. 4. 

216 Syaih Yasin Al-Fadany (1335-1410 H/1917-1990 M), dilahirkan di Mekkah pada tahun 
1997 M, ayahnya bernama Syeikh al-Muammar Isa al-Fadani adalah ulama Indonesia dari 
Padang Sumatera Barat yang tinggal di Mekkah, beliau belajar berbagai ilmu keislaman 
kepada 700 orang guru dan mendirikan madrasah khusus putri bernama Madrasah 
Ibtidaiyah Lil Banat (1362 H/1942 M) dan pondok pesantren pada tahun 1953 M di 
Samiyah Mekkah, beliau juga ulama” yang sangat produktif dalam sebuah karaya. Tercatat 
lebih dari 60 judul kitab dari beberapa disiplin ilmu keagamaan antara lain: ilmu Hadits, 
Ushul Figh dan @awaid, ilmu Alat, Musthalah Hadits, ilmu tentang masalah Itsbat. Serta 
menerjemahkan lebih dari 230 judul kitab kuning karya ulama-ulama sebelumnya dan 
sebagian besar karyanya diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Kairo Mesir dan Bairut 
Libanon. Dengan kitab karangannya yang demikian banyak, maka wajarlah beliau menjadi 
guru dari ulama-ulama dunia Islam terutama Indonesia sekaligus Mufti Makkah. Ulama? 
kebanggaan al-Jawi (Melayu) di Haramayn pada akhir abad ke-20 M yang wafat di Makah 
al-Mukarramah pada tanggal 28 Dzulhijjah 1410 H/ 21 Juli 1990 M di waktu sahut malam 
Jum'at. lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah 
Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 809-814. 
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di Sarang dan umurnya masih 26 tahun.” 'Proses belajar Kiai Sahal 
dengan Syaikh Yasin berlanjut secara langsung di Makkah Al- 
Mukarramah ketika pertama kali Kiai Sahal menunaikan ibadah haji 
pada tahun 1962, dia tinggal dan belajar di Makkah kurang lebih satu 
bulan. Belajar dengan Syaikh Yasin di Makkah tidak seperti ketika di 
pesantren-pesantren di Indonesia. Di sana Kiai Sahal hanya beberapa 
kali sowan untuk ketemu dan menanyakan masalah-masalah tertentu 
dan menurutnya tiap kali bertanya dia tidak pernah mendapatkan 
jawaban secara langsung kecuali perintah membaca pada kitab-kitab 
tertentu. 


Keempat, periode Kiai Sahal terlibat langsung dalam berbagai 
macam aktifitas selama lima puluh satu (51) tahun, sejak tahun 
1963 sampai wafatnya tahun 2014. Pertama kalinya manjadi guru 
di pesantrennya sendiri “Maslakul Huda” Kajen Pati, sekaligus 
sebagai pengasuhnya sejak 1963 sampai wafatnya tahun 2014. Pada 
saat yang sama juga mengajat di Perguruan Islam Mathali'ul Falah” 
Kajen Pati, kemudian pada 1963 diberi amanat sebagai Direkturnya 


27 Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal / Sebuah Biografi, (Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, 
h. 41 

28 Perjalanan haji Kiai Sahal pada tahun 1962 tercatat sebagai jamaah haji terakhir yang 
masih menggunakan kapal laut dan dibutuhkan sekitar 18 hari perjalanan laut untuk 
mencapai pelabuhan Jeddah, 3 hari Semarang-Jakarta dan 15 hari Jakarta-Jeddah. 
Kebanyakan jamaah haji Indonesia waktu itu tinggal di Mekkah selama 2,5 bulan karena 
harus menunggu giliran mendapatkan kapal dan dengan waktu yang sangat panjang itu 
dimanfaatkan Sahal untuk menggali lebih dalam keilmuan Syeikh Yasin di kediamannya. 
Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal / Sebuah Biografi, Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, 
h.41-43. 

29 Perguruan Islam Mathal'ul Falah (PIM) adalah sebuah institusi pendidikan dengan 
kurikulum mandiri, tidak berada dibahwah koordinasi Depag maupun Diknas. PIM 
terdiri dari tiga tingkatan yakni Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Tsanawiyah (MTs) dan 
Aliyah (MA), ditambah dua tingkatan Diniyah yaitu Diniyah Ula yang diperuntukan bagi 
siswa lulusan SD atau MI dari luar PIM sebelum masuk di tingkat Tsanawiyah PIM dan 
Diniyyah Wustho yang diperuntukan bagi siswa lulusan SMP, MTs, SMA, atau MA dari 
luar PIM sebelum dia masuk ke tingkat Aliyah PIM. Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan 
Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah 
Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), 
123-124. 
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sampai wafatnya tahun 2014. Diluar institusi pesantren Kiai Sahal 
pernah menjadi dosen Fakultas Tarbiyyah UNCOK Pati 1974-1976, 
keterlibatanya sebagai dosen berlanjut di Fakultas Syar?ah IAIN Wali 
Songo Semarang 1982-1985 bersamaan dengan tugasnya di PWNU 
Jateng yang waktu itu menjabat Rois Syuriyah. Pergulatannya di 
perguruan tinggi terus berlanjut ketika Kiai Sahal dipercaya menjadi 
Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara sejak 1989 
sampai 2014. Dan yang paling menarik perhatian adalah bahwa Kiai 
Sahal tercatat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan 
(BPPN) sejak 1993 sampai digantikannnya lembaga tersebut dengan 
Komisi Nasional Pendidikan pada 2003?" Keterlibatan Kiai Sahal 
di dunia pendidikan semakin mengukuhkan dirinya sebagai tokoh 
pesantren (kiai), pejuang sosial yang lintas batas. Dia tidak saja 
bergaul dengan lingkungan pesantren tetapi juga dengan lingkungan 
pendidikan non pesantren dan lingkungan sosial yang lain, dalam 
hal ini perguruan-perguruan tinggi” dan organisasi-organisasi sosial 
kemasyatakatan”?, Pada tahun 2003, Kiai Sahal memperoleh gelar 


20 Biodata pribadi KH. MA. Sahal Mahfudh 

21 Menurut Bibit Suprapto, karir Kiai Sahal di perguruan tinggi dimulai pada tahun 1966 
sebagai dosen pada kuliah takhasshus fikih di Kajen (1966-1970), dosen Fakultas Tarbiyah 
Universitas Cokroaminoto (UNCOK) cabang Pati (1974-1976), dosen di Al-Ma'had al- 
“Ali (Pesantren Luhur) Jombang (1974-1976), dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 
Semarang (1982-1985), Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara 
(1989-2014). Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan 
Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), h.688. 

22 Kiai Sahal menjabat Direktur Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan Pesantren Maslakul 
Huda di Kajen Pati sejak 1963 sampai wafatnya pada 24 Januari 2014, karir organisasinya 
di mulai pada usia 30-an, pertama kalinya di NU Cabang Pati (1967-1975), dengan 
menjabat Katib Syuri'ah. Waktu itu NU masih menjadi organisasi politik. Wakil Ketua 
Pimpinan Wilayah Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyyah Jawa Tengah (1977-1978), menjabat 
ketua koordinator LP Ma'arif cabang Pati (1988-1990), kemudian di angkat menjadi Wakil 
Rais NU di Pati (1975-1985). Tahun 1980-an, Kiai Sahal mulai menyebrang ke luar Pati 
memegang Katib Syuri'ah di Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah (1980-1982) bersamaan 
dengan posisi Wakil Rais NU di Pati, kemudian merangkak naik dipercaya memegang 
posisi Ra'is Syuri'ah Pengurus Besar NU (1984-1989), Wakil Ra'is Aam Syuriah PBNU 
hasil Musyawarah ulama NU di Bandar Lampung (1992), dan dipertahankannya posisi 
itu dalam Muktamar NU ke-19 di Cipasung, Tasikmalaya (1994)berdasarkan keputusan 
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Doktor Honoraris Cansa (DR HC) dari Universitas Islam Negeri (UIN) 
Syarif Hidayatullah Jakarta, karena keilmuannya dalam ilmu figh dan 
keberhasilannya dalam pengembangan pesantren dan masyarakat, 
sehingga dia dikenal sebagai ahli figh abad modern. 


Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
Sosio historis ijtihad tathbigi KH. Sahal Mahfudh diklasifikasikan 
menjadi empat tahap periode: (1) Periode awal tumbuhnya Sahal 
selama sebelas (11) tahun dibawah asuhan ayahnya. Sejak lahirnya 
pada tahun 1933 sampai ayahnya wafat pada tahun 1944. (2) periode 
belajar kepada kiai-kiai di lingkungan Kajen selama 9 tahun. Terhitung 
setelah wafat ayahnya sampai lulus dari madrasah Mathali'ul Falah 
(1944-1953). (3) periode belajar kepada kiai-kiai di luar lingkungan 


Muktamar NU di Situbondo, pada muktamar ke 30 di Lirboyo Kediri (November 
1999), Kiai Sahal secara aklamasi dipercaya memegang posisi sebagai Rais Aam Syuriah 
PBNU, menyisihkan kandidat lain KH. Abdur Rohman Wahid (Gus Dur), posisi itu ia 
tempati kembali untuk kedua kalinya lewat muktamar NU di Makassar menjadi Rais Aam 
Syuriah PBNU (Rais Aam merupakan jabatan tertinggi di lingkungan Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama yang hanya dapat diduduki oleh ulama yang benar-benar kredibel atau 
memenuhi berbagai macam syarat baik wawasan keilmuan, peribadatan, kemasyarakatan 
dan persyaratan berat lainnya.(2010-2015). Lihat Mujib Rohman dkk, Kiai Sahal , Sebuah 
Biografi, (Jakarta: KMF Jakarta, 2012), Cet.I, h.141-145. Lihat juga Jamal Ma'mur dkk, 
Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam 
Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul 
Falah, 2012), h.115-117). Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat 
Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), h.690. 


Adapun karir di MUI (Majelis Ulama” Indonesia), di mulai pada tahun 1980-an menjadi 
Ketua MUI Pati, kemudian tahun 1990 menjadi Ketua MUI Tingkat I Jawa Tengah, 
kemudian menjabat lagi Ketua MUI Jawa Tengah selama dua periode (1990-1995/ 1995- 
2000 M). Setelah tahun 2000 Kiai Sahal dipercaya menjadi Ketua Umum MUI Pusat 
(2000-2005), dipilih berturut-turut selama tiga periode pada jabatan yang sama Ketua 
Umum MUI Pusat (2005-2010/2010-2015). Lihat Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama? 
Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2007), Cet. 
I, h.4-6. Lihat juga Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah 
dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 
Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), 117-118. 

Lihat Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama? Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: 
Majelis Ulama Indonesia, 2007), Cet. I, 3. lihat juga Soeleiman Fadeli dan M. Subhan, 
Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah, (Surabaya: Khalista, 2010), Cet. ILI, 269. 
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Kajen, selama sembilan (9) tahun. Di mulai tahun 1953 sampai 
1962, setelah menamatkan belajarnya di Mathalf'ul Falah pada tahun 
1953 (4) periode Kiai Sahal terlibat langsung dalam berbagai macam 
aktifitas selama lima puluh satu (51) tahun, sejak tahun 1963 sampai 
wafatnya tahun 2014. 


2. Latar Belakang Sosial Politik 


Kiai Sahal lahir dan tinggal dari kondisi ekonomi masyarakat 
Kajen yang miskin sekaligus tidak adanya pekarangan untuk bercocok 
tanam karena semua penuh dengan rumah serta tidak ada akses ke 
birokrasi. Situasi sosial politik semacam ini membuat Kiai Sahal berfikir 
untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kajen lebih maju 
dan sejahtera dengan membentuk kewirausahaan (enterpreneurship), 
tantangan terberat Kiai Sahal dihadapkan pada kendala teologis, di 
mana masyarakat Kajen menganggap kemiskinan adalah sesuatu yang 
biasa, bahkan simbol “Takdir Tuhan” kepada umat Islam. Doktrin 
teologis yang mereka terima dari doktrin tasawuf baik dari kiai, guru, 
muballigh dan mursyid ini sudah mengakar dan masuk alam bawah 
sadat masyarakat muslim pedesaan. Sehingga untuk menghadapi 
doktrin teologis ini, Kiai Sahal melakukan pembaharuan teologis 
yang mempunyai landasan kuat pada tradisi karena pembaharuan 
yang tidak berdasar pada akar tradisi dan kultural masyarakat akan 
membentuk generasi yang angkuh, pongah dan gila Barat karena 
tercerabutnya akar historis. Tidak semua tradisi dan kultur masyarakat 
menghambat modernasi dan tidak semua yang berasal dari Barat itu 
baik dan relevan dengan Islam.” 


Kitab kuning adalah salah satu akar tradisi dan kultur masyarakat 
Islam tidak dipandang Kiai Sahal hanya sebatas tekstual, eternal, 


”4 Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: Global 
Press, 2017), 59-61 

25 Sumanto al-Ourtuby, Proyek Membangun Jalan Tengah: Membaca Pemikiran Hukum KH. 
MA. Sahal Mahfudh, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Penerbit Lakpesdam Jakarta, Post 
Tradisionalisme Islam, Ideologi dan Metodologi, Edisi No. 10 Tahun 2001, 124. 
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eksklusif, fanatik dan bersifat final, tetapi memandangnya sebagai 
sesuatu yang kontekstual, fleksibel, inklusif dan solutif. Maka Kiai 
Sahal sangat tidak sependapat jika ada tuduhan kitab kuning sudah 
out of date atau irtelevan bahkan tidak kompatibel dengan kemajuan 
zaman. 


Pemikiran Kiai Sahal yanng dinamis, analitis, komprehensif dan 
progresif ini selain bersumber dari banyak membaca kitab kuning dan 
buku-buku modern juga sangat dipengaruhi oleh kalangan akademis 
dan aktivis LSM, seperti LP3ES dan P3M. 


Dari sinilah, Sumanto Al-Gurtuby memasukkan Kiai Sahal dalam 
kategori pendekatan jalan tengah (sowal historical approuch) yakni Kiai 
yang membahas permasalahan kemodernan tetapi tidak mengabaikan 
keotentikan teks-teks klasik serta nilai historitas dari kitab kuning. 
Pendekatan jalan tengah di antara dua kelompok yang cukup dominan 
(retriction of tradisionalist dan modernist seriptualism).? 


Pendekatan jalan tengah yang dilakukan Kiai Sahal dengan 
mengkontekstualisasi dan aktualisasi pemikiran keagamaan ini tidak 
berjalan mulus, tetapi banyak ditentang oleh berbagai kalangan 
termasuk para kiai Kajen. Kiai Sahal memanfaatkan forum diskusi, 
seminar dan sejenisnya untuk memaparkan gagasan-gagasan segar 
dalam mengkontekstualisasi dan aktualisasi pemikiran keagamaan. 
Sedangkan untuk menghadapi kontroversi pemikirannya di wilayah 
Kajen dan sekitarnya, Kiai Sahal tidak hanya memaparkan konsep 
dan gagasan saja, tetapi konsen pada aksi nyata dengan mendirikan 
BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dengan 
program-program ekonomi, kesehatan dan penyuluhan. Kiai Sahal 
menghadapi cemoohan dari para Kiai Kajen sebagai agen zionis karena 


226 Retrictionof tradisionalistadalah pola pemikiran tradisionalisme sempit yang memahamiagama 
sebatas pada tradisi yang diperolehnya dari ulama klasik tanpa mengkontekstualisasikan 
dengan realitas sosial modern. Sedangkan modernist seriptnalism adalah yang mengklaim 
diri modern, tetapi pada dasarnya juga kolot karena tidak melihat sisi magashid al-syari'ah 
dari teks-teks keagamaan. Sumanto al-Gurtuby, Proyek Membangun Jalan Tengah: Membaca 
Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfudh, 118-119. 
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menerima dana dari Barat dengan sabar dan terus membuktikan diri 
dengan kerja sosial ekonomi yang riil dan bisa dimanfaatkan langsung 
oleh masyarakat setempat. Ketika kerja sosial ekonomi Kiai Sahal 
dan team work-nya sudah menampakkan hasil dan tidak ada misi 
Barat di dalamnya karena orientasinya murni demi pemberdayaan 
ekonomi umat, maka pelan tapi pasti ide brilian dan gebrakan Kiai 
Sahal kemudian diterima, dan akhirnya dikagumi dan dibanggakan 
karena ada seorang Kiai yang sangat peduli dan terjun langsung dalam 


pemberdayaan ekonomi umat.” 


Selaras dengan apa yang dikemukakan Schopenhauer, semua 
ide brilian harus melalui tiga fase. Fase pertama, ide tersebut akan 
dicemooh. Fase kedua, ide tersebut akan sangat ditentang hebat. Fase 
ketiga, ide itu akan dianggap terbukti dengan sendirinya. Perubahan 
dimensi sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan Kiai Sahal 
inilah, sehingga mempengaruhi warna metodhologi pemikirannya 
dalam hukum Islam. Indikasinya, antara lain: Pertama, kemiskinan, 
keterbelakangan dan kemunduran ekonomi masyarakat Kajen dan 
sekitarnya sebagai tempat tinggal Kiai Sahal. Kedua, apatisme kaum 
agamawan terhadap problematika sosial, karena tokoh agamawan 
akan berdosa jika tidak terjun melakukan pemberdayaan masyarakat 
(Comunity devolepmeni). 


Perubahan sosial akan menyebabkan perubahan hukum, 
khususnya hukum-hukum yang digali dari adat istiadat. Kiai Sahal 
misalnya, membangun konsep figih yang berdimensi sosial, dengan 
menggunakan kerangka dasar pemikiran yaitu: (1) menegakkan kembali 
peran ijtihad, (2) kontekstualisasi hukum Islam, (3) kemaslahatan 
berbasis keadilan serta (4) liberalisasi hukum Islam. 


”7 Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta: Global 
Press, 2017), 64-65 

28 Lin Che Wei CFA dan Aloysius Kiik RO, Mengembalikan Momentum Transformasi, (Kompas, 
Senin, 26 Februari 2007). 
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3. TIjtihad Tathbigi dan Bagian Penting Ijtihad KH. Sahal Mahfudh 


Ijtihad Kiai Sahal dalam kontekstualisasi figh tradisional 
diterjemahkan Mahsun Fuad sebagai bagian dari unsur politik hukum 
karena ada indikasi antara optimisme dan sekaligus pesimisme ketika 
mengaplikasikan figh tradisional (kitab kuning) secara praktis dalam 
konteks transformasi sosial dewasa ini. Rasa optimisme muncul 
karena secara teoritis dimensi ajaran yang ditawarkan oleh khazanah 
litearatur klasik (sarwah fighiyyah) cukup komprehensif, sedangkan rasa 
pesimisme muncul karena ajarannya dinilai banyak yang anakronistik 
(ketinggalan zaman). 


Ijtihad Kiai Sahal dalam membangun kontekstualisasi figh 
ditempuhnya melalui komponen yang dimiliki figh itu sendiri, yaitu 
ushul al-figh dan gawa'id al-figh, meskipun buah karya para ulama” 
pada abad pertengahan, tetapi masih relevan jika diaplikasikan dalam 
mengembangkan figh sebab ruang lingkupnya menjangkau dan 
mayoritas kaidahnya diciptakan secara global dan selalu menawarkan 
banyak bentuk untuk merespon setiap situasi dan kondisi yang berbeda 
dan berubah.”" Karena membangun figh tidak bisa berangkat dari 
titik nol, yaitu dari seseuatu yang sama sekali beku. Menurut Ali Yafie, 
membangun harmoni antara yang lama dan yang baru merupakan 
langkah yang paling bijaksana dalam mengembangkan figh”'. 


Kontekstualisasi figh ini justru akan menempatkan kembali 
posisi figh pada habitat aslinya, bukan hanya sebagai produk hukum 
atau alat rekayasa sosial sesuai prinsip the law as a tool to social engineering, 
akan tetapi lebih dari itu sebagai sarana pembebasan dan emansipasi 
sosial. Bahkan sebagai modal awal pengembangan civi/ society dan 
demokratisasi karena demokrasi hanya tumbuh dalam masyarakat 
yang civiliged dengan sama-sama melakukan check and balance antara 


29 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris, 


Yogyakarta : LkiS, 2005, 110. 
20 MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, Yogyakarta : LKiS, 2007, 48 
21 Ali Yafie, Mata Rantai yang Hilang, dalam Pesantren, 2/Vol. HI, 1985, 33 
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masyarakat dan negara sehingga meminimalisir pelanggaran hak- 
hak sipil oleh kekuasaan yang dimiliki negara, sedangkan civil society 
hanya bisa berkembang dalam iklim yang demokratis dalam konteks 
partisipasi masyarakat, disini figh hadir sebagai alat yang berfungsi 
untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak selalu campur 
tangan, dan diluar mainstream hukum negara sehingga membentuk 
kemandirian masyarakat dalam berhadapan dengan negara, bahkan 
mampu menekan penguasa yang hegemonik.“? 


Eksisitensi kontekstualisasi ajaran agama Islam sebenarnya 
memiliki basis epistemologi dan juga teologi yang sangat kuat di 
dalam Islam. Hal ini — sebagaimana diungkapkan oleh Ibrahim 
Husein dan Hasbi ash-Shiddiegy — didasarkan setidaknya pada tujuh 
macam sumber yang dianggap sebagai sisi kemudahan dan kelapangan 
hukum Islam yang menjadi sendi dinamika dan keluwesannya, yaitu: 
pertama, adanya prinsip isgat (gugurnya kewajiban pada saat uzur / 
berhalangan), £edua, adanya prinsip nagsh (pengurangan), seperti meng- 
gashar sholat bagi musafir, £etiga, adanya prinsip tabdi! (penggantian), 
seperti tayamum sebagai pengganti wudhu, Keempat, adanya prinsip 
tagdim (mendahulukan), seperti diperbolehkan menjamak shalat 
dengan jam 'u tagdim, kelima, adanya prinsip ta khir (menunda), seperti 
diperbolehkan menjamak shalat dengan jam'u ta khir, keenam, adanya 
prinsip taghyir (mengubah), seperti mengubah aturan shalat dalam 
keadaan bahaya, dan ketwuh, adanya prinsip rukhsoh (dispensasi), 
seperti diperbolehkan makan makanan yang dalam kondisi darurat. 


Karakter ijtihad tathbigi Kiai Sahal salah satu contohnya dalam 
pemberdayaan ekonomi umat misalnya menyadarkan umat Islam 
agar berdaya secara ekonomi dan tidak menjadi umat yang lemah 
serta peminta-minta, orientasi pemberdayaan ekonomi umat tidak 


282 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris, 
Yogyakarta : LkiS, 2005, 113. 

28 Hasbi ash-Shiddiegy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 
27, Panitia Penyusunan Biografi Ibrahim Husein, Prof. KH. Ibrahim Husein dan Pembaruan 
Hukum Islam, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), 119. 
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semata-mata menjadikan seseorang menjadi kaya tetapi orientasinya 
berdasarkan ketakwaan terhadap Allah Swt secara profesional. 
Bahkan menurut Kiai Sahal pentingnya pembangunan ekonomi 
melebihi kepentingan kesadaran terhadap pendidikan sebab ekonomi 


merupakan kebutuhan dasat manusia." 


Kiai Sahal menjadikan pesantren sebagai lokomotif untuk 
menggerakkan pemberdayaan ekonomi umat, ijtihad tathbigi Kiai 
Sahal dalam pemberdayaan ekonomi umat seperti yang dikutip Jamal 
Ma'mur Asmani di mulai pada tahun 1977 dengan mengirim dua santri 
seniornya mengikuti Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat 
yang diselenggarakan oleh LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan 
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) di Jakarta bekerjasama dengan 
Departemen Agama RI selama satu tahun dengan enam bulan di 
kelas mendapatkan teori-teori dan enam bulan praktik lapangan 
pengembangan masyarakat di lingkungan pesantren, hasil dari praktik 
lapangan antara lain membentuk UBSP (Usaha Bersama Simpan 
Pinjam) sebagai sebuah rintisan awal yang dikelola masyarakat sekitar 
pesantren, setelah mendapatkan respon positif maka pada tahun 1979 
terbentuklah BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) 
yang kemudian dibadan hukumkan dengan Akte Notaris Imam 
Sutarjo SH Nomor 2 dan pada tahun 1987 disempurnakan Akte 
Nomot 1985 (UU Keormasan).2" 


24 Lihat Tutik Nurul Jannah, Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh dalam Epistomologi 
Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat, (Pati: Figh Sosial 
Institute, 2014), 103. 

28 Lihat Jamal Ma'mur Asmani, Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Sorotan Epistomologi 
Ushul Fikih dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat, (Pati: Figh Sosial Institute, 2014), 23. 
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B. Kontruksi Ijtihad Tathbigi Model KH. Sahal Mahfudh 
1. Kontruksi Ijtihad Tathbigi Model KH. Sahal Mahfudh 


Kontekstualisasi dan aktualisasi adalah kontruksi ijtihad tathbigi 
Kiai Sahal dalam melakukan kerja intelektual yang melelahkan. Kiai 
Sahal selalu mendorong umat Islam untuk menggalakkan ijtihad 
sebagai jawaban atas dinamika zaman yang dinamis, ijtihad yang 
bukan asal ijtihad tetapi ijtihad yang yang harus disertai kapasitas ilmu 
yang kompeten, sehingga produk ijtihad bisa dipertanggung jawabkan 
secara akademik. jangan sampai problematika umat di jawab dengan 
mauguf (di tangguhkan atau tidak ada jawaban), maka secara tegas Kiai 
Sahal menyatakan ijtihad adalah kebutuhan dasar umat Islam karena 
dalam setiap masa harus ada seseorang yang mampu melakukan 
ijtihad. Apabila di masa nabi saja ijtihad sudah bisa dilakukan, maka 
sepeninggal nabi tentu jauh lebih mungkin dan diperlukan. Bahkan 
di kalangan umat Islam sendiri tidak ada perintah yang sungguh- 


sungguh menyatakan ijtihad haram dan harus dihindari. 


Berangkat dari sinilah, Kiai Sahal mencoba untuk mengurai 
fenomena masyarakat yang mulai meninggalkan figh secara 
keseluruhan dan tidak memahami keutuhannya. Figh (penuntun 
kehidupan paling praktis dalam Islam) membicarakan empat aspek 
pokok dalam kehidupan manusia, hanya satu diantaranya ubudiyyah 
(mengurus langsung hubungan manusia dengan penciptanya), sedang 
tiga yang lain mengurus aspek pengelolaan kehidupan material dan 
sosial yang bersifat duniawi, yaitu muamalah (hubungan profesional 
dan perdata), munakahah (pernikahan) dan jinayah (pidana). Jadi 
kenapa saat ini tujuan ideal figh itu belum tercapai? Kiai Sahal dapat 
memastikan bahwa tujuan ideal figh itu belum tercapai karena telah 
terjadi ketimpangan dalam praktik.” 


26 MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta : LKIS, 2007), 40 
27 MA. Sahal Mahfudh, Aktualisasi Figh Dalam Era Transformasi Sosial, Artikel Edisi Perdana 
Bulletin A/-Fikrah IKAHA Jombang, yang ditulis pada tanggal 14 April 1996. h. 3. 
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Menurutnya fenomena ini terjadi karena tiga penyebab. 
Pertama, dari ketidak-fahaman masyarakat terhadap figh secara 
komprehensif. Kedua, masyarakat meninggalkan figh secara 
keseluruhan. Ketiga, masyarakat tidak faham terhadap figh secara utuh 
dan meninggalkannya. Semua ini terjadi karena ketidakmampuan 
masyarakat agamis dalam mengkomunikasikan kondisi ideal yang 
diharapkan dan dapat diwujudkan melalui figh serta menjadi tanggung 
jawab besar kelompok masyarakat agamislah mengembalikan 
masyarakat ke pangkuan figh. Tentunya tugas ini memerlukan proses 
yang akan sangat panjang dan melelahkan." 


Yang pertama kali dilakukan menurut Kiai Sahal adalah 
aktualisasi pemahaman wawasan masyarakat terhadap figh secara 
komprehenesif dan totalitas, ini tidak hanya khusus diberlakukan 
kepada masyarakat awam saja tetapi juga terhadap kelompok yang 
merasa mampu memahami figh secara benar. Kekurangan kelompok 
kedua yang harus di kontekstualisasi dan aktualisasi pemahaman figh 
adalah menganggap figh sekedar sebagai kodifikasi atau kompilasi 
hukum Islam yang bersifat baku, persepsi ini akan terjerambab 
pada pemahaman figh sama kuat dan sakralnya dengan al-Yuran 
dan Hadits, pemahaman ini bukan saja tidak proporsional bagi figh 
sendiri, tetapi akan menurunkan derajat kalam Allah dan Sunnah Rasul 
sebagai sumber hukum yang sepenuhnya universal. Semua persepsi 
ini berakibat pada proses aliensi figh dari masyarakat luas, yaitu figh 
adalah sesuatu yang tekstual, statis dan karenanya tidak mungkin 
dinamis dan progresif mengikuti perkembangan zaman.” 


Lebih lanjut, Kiai Sahal menambahkan bahwa figh memiliki 
peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring perkembangan 
zaman. Jika figh difahami sebagai mengetahui hukum syari'at praktis 
yang digali dari petunjuk-petunjuk yang tidak bersifat global, kalimat 
28 MA. Sahal Mahfudh, Aktualisasi Figh Dalam Era Transformasi Sosial, Artikel Edisi Perdana 

Bulletin A/Fikrah IKAHA Jombang, yang ditulis pada tanggal 14 April 1996. h. 3. 


29 MA. Sahal Mahfudh, Aktualisasi Figh Dalam Era Transformasi Sosial, Artikel Edisi Perdana 
Bulletin A/-Fikrah IKAHA Jombang, yang ditulis pada tanggal 14 April 1996. h. 4. 
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“sesuatu yang digal?” merupakan serangkaian proses lahirnya figh 
yang akhirnya menjadi hukum praktis, “proses” inilah yang disebut 
ijtihad bukan saja memungkinkan adanya perubahan, tetapi juga 
kontekstualisasi dan aktualisasi tak terhingga yang melingkupi segala 
aspek kehidupan yang selalu dinamis dan progresif. Wawasan ideal ini 
akan mampu mengkontekstalisasikan dan mengaktualisasikan potensi 
figh sebagai tata-nilai, perilaku dan kehidupan yang dinamis sehingga 
figh akan mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat secara 
komprehensif dan totalitas." 


Tanpa wawasan ideal figh secara proporsional, menurutnya 
besar kemungkinan figh hanya akan menjadi rujukan satu aspek saja 
yaitu ubudiyyah an-sich (mengurus langsung hubungan manusia dengan 
penciptanya). Sedangkan tiga aspek pokok dalam kehidupan manusia 
yang lain, seperti muamalah (hubungan profesional dan perdata), 
munakahah (pernikahan) dan jinayah (pidana) ditinggalkan masyarakat 
karena figh dianggap hanya sebagai jejak sejarah. Meskipun tidak 
terlalu parah merujuk figh hanya pada satu aspek dan meninggalkan 
aspek yang lain. Menurut Kiai Sahal fenomena ini adalah bukti 
ketidakmampuan mempercayai figh secara keseluruhan, sebab salah 
satu aspek yang lain diragukan dan layak dipertanyakan. Apabila 
figh gagal melayani kebutuhan pokok manusia dengan pendekatan 
kontekstual yang dinamis, maka manusia akan semakin terjauhkan 
dari nilai-nilai transedental yang pada akhirnya memunculkan karakter 
dan sikap sekuler. Padahal visi figh sebagai tuntunan kehidupan, 
seharusnya mampu mengikat masyarakat dalam segala aspek 
kehidupannya, agar tercapai penggunaan Islam secara total (kafjah) 
sebagai panduan kehidupan, seperti yang diserukan pada surat Al- 
Bagarah ayat 208. 


40 MA. Sahal Mahfudh, Aktualisasi Figh Dalam Era Transformasi Sosial, Artikel Edisi Perdana 
Bulletin A/-Fikrah IKAHA Jombang, yang ditulis pada tanggal 14 April 1996. h. 5. 

41 MA. Sahal Mahfudh, Aktualisasi Figh Dalam Era Transformasi Sosial, Artikel Edisi Perdana 
Bulletin A/-Fikrah IKAHA Jombang, yang ditulis pada tanggal 14 April 1996. h. 5-6. 
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2. Model Ijtihad KH. Sahal Mahfudh 


Modelijtihad yang dilakukan Kiai Sahal adalah melalui pendekatan 
jalan tengah dengan mengkontekstualisasi dan aktualisasi sebagai 
alternatif dalam menjembatani antara “otentisitas doktrin dengan 
tradisi dan realitas sosial”. Substansi konsep dan semangat ijtihadnya 
adalah madzhab secara manhajiy dengan berani mengkaji pemikiran 
ulama atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan 
dengan critical study sebagai sejarah pemikiran (intellectual history atau 
history of ideas) dan tidak lagi secara doktriner atau dogmatik. 


Dengan menggunakan madzhab manhaji, Kiai Sahal menawarkan 
tahapan yang harus dilakukan mujtahid, antara lain: (1) pengembangan 
masilik al-illah,(2) keterbukaan pada metode ijtihad madzhab lain, (3) 
keterbukaan pada temuan-temuan ilmu sosial, sains, tekhnologi, dan 
lain-lain. 


3. Figh Sosial Sebagai Produk Ijtihad KH. Sahal Mahfudh 


Lahirnya BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan 
Masyarakat)” adalah salah satu bukti produk ijtihad Kiai Sahal 


dalam figh sosial,” yang tujuan berdirinya adalah memahami hakikat 


keberadaan manusia yang diciptakan Allah Swt untuk menyembah- 
Nya, sedangkan agar seseorang mampu beribadah secara sempurna 
ketika dia berdaya secara ekonomi karena menutup auratpun 


42 BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dibentuk Kiai Sahal pada tahun 
1979, kemudian dibadan hukumkan dengan Akte Notaris Imam Sutarjo SH Nomor 2 
dan pada tahun 1987 disempurnakan Akte Nomor 1985 (UU Keormasan). Lihat Jamal 
Ma'mur Asmani, Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Sorotan Epistomologi Ushul Fikih 
dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat, 
(Pati: Figh Sosial Institute, 2014), 23. 

48 Kiai Sahal tidak hanya memaparkan konsep dan gagasan saja, tetapi konsen pada aksi 
nyata dengan mendirikan BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) 
dengan program-program ekonomi, kesehatan dan penyuluhan. Lihat Zubaedi, Memotret 
Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen dalam Aksi Pengembangan Masyarakat, 
Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama dalam Jurnal Aplikasia, Vol. V, No. 1, (Yogyakarta: 
IAIN Sunan Kalijaga, 1 Juni 2004: 17-33), h. 19 
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butuh biaya, bekerja adalah bagian dari ibadah agar seseorang tidak 


mengharap pemberian dari orang lain (thama). 


Kegiatan yang dilakukan BPPM melalui pendekatan dari 
dalam (development from within) dengan aktif melakukan penyuluhan, 
pelatihan, konsultasi dan pemberian pinjaman secara lunak berbentuk 
dana bergulir (revolving fund) dengan jangka waktu maksimal 12 bulan 
dengan sistem tanggung renteng artinya peminjaman ini hanya diberikan 
kepada orang-orang yang tergabung dalam kelompok atau kegiatan 
usaha kelompok dengan mengintegrasikan sistem: pembentukan dan 
fungsionalisasi kelompok, konsultasi usaha, pengembangan modal 


dan kegiatan produktif, supervisi dan evaluasi” 


pengembangan 
modal kelompok kemudian dikembangkan melalui usaha bersama 
simpan pinjam, anggota kelompok menyimpan dalam bentuk simpan 
pokok, simpan wajib, simpanan manasuka (sukarela), yang selanjutnya 
dipinjamkan kepada anggota untuk memanfaatkannya sebagai modal 
kerja, sebagai penunjangnya BPPM memberikan pinjaman berupa 
dana RF atau menghubungkan pada lembaga keuangan lewat proyek 
HBK dari Bank Indonesia bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 
yang sudah solid, langkah ini dirasakan sebagai sumber modal yang 
sangat produktif karena memanfaatkan waktu luang untuk bekerja 


dan meningkatkan penghasilan mereka.” 


Dari uraian diatas, sekaligus mendukung pendapatnya Martin 
Van Bruinessen, “yang menyatakan bahwa Sahal Mahfudh 
merupakan salah seorang kiai yang paling awal terlibat dalam proyek- 


4 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Tutik Nurul Jannah dengan Kiai Sahal pada 
tanggal 18 Desember 2012 di Kajen Pati. Lihat Tutik Nurul Jannah, Inspirasi Gerakan 
Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan 
Pemberdayaan Masyarakat, (Pati: Figh Sosial Institute, 2014), 101. 

45 Lihat profil BPPM, 7-12. 

46 Lihat Jamal Ma'mur Asmani, Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Sorotan Epistomologi 
Ushul Fikih dalam Epistomologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat, (Pati: Figh Sosial Institute, 2014),26 

2 Lihat Martin Van Bruinessen, Nu Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian 
Wacana Baru, Yogyakarta:LkiS. 1994, h. 296. 
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proyek pengembangan umat terbukti dengan lahirnya BPPM (Biro 
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dengan program-program 
ekonomi, kesehatan dan penyuluhan, memegang posisi pimpinan 
di NU dan MUI dari tingkat regional, propinsi sampai nasional. 
Semuanya adalah bukti produk ijtihad Kiai Sahal dalam figh sosial. 


Kiai Sahal, meskipun bukan orang pertama yang melakukan 
kajian serupa tentang figh sosial, tetapi ia telah turut memberikan 
warna bagi perkembangan hukum Islam baik di dunia akademis 
maupun dunia pesantren salafi (tradisional), yang sebelumnya kajian 
hukum Islam khususnya di pesantren salafi tersebut menyimpan 
banyak problem sosiologis, historis dan metodologis. “ 


48 Secara etimologis kata “salaf” sering disinonimkan dengan istilah tradisonal, salaf berasal 
dari bahasa Arab yaitu as-salaf artinya yang terdahulu. Sedangkan menurut terminologi 
khazanah Islam “salaf” diartikan ulama yang hidup terdahulu generasi abad I-III H, yaitu 
generasi di masa sahabat, tabi'in dan tabi' at-Tabi'in yang merupakan gurun terbaik pasca 
wafatnya baginda Rasullullah Saw. Lihat Abdul Mughits, Kritik Nalar Figh Pesantren, 2008, 
Jakarta: Kencana, h. 5-6, 126 
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A. Ijtihad Tathbigi K.H.M.A. Sahal Mahfudh Sebagi 
Pengembangan Figh di Indonesia 


1. Ijtihad Tathbigi K.H.MLA. Sahal Mahfudh Sebagi Pengembangan 
Figh di Indonesia 


B agi Kiai Sahal lebih condong ke pengembangan figh tidak 
1D sependapat menggunakan istilah pembaharuan /igh/ hukum 
Islam di Indonesia karena kaidah-kaidah dalam ushul figh maupun 
gawaid alfighiyyah sebagai perangkat menggali figh sampai saat ini 
masih relevan dan tidak perlu diganti. Menurutnya lebih setuju dengan 
istilah pengembangan figh melalui kaidah-kaidah tadi untuk menuju 
figh yang lebih kontekstual (disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
terkini). 

Perbendaharaan kaidah fighiyyah sebagai bangunan konsep 
(building theory) yang sudah dirintis oleh para mujtahid besar, masih 
memiliki relevansi dalam kehidupan modern karena terbukti mampu 
memecahkan masalah-masalah sesulit apapun." Hikmah memahami 
dan mempelajari kaidah fighiyyah, antara lain: hukum yang berbeda- 
beda, pada hakekatnya ada titik kesaman dari segi illat dan maslahatnya, 
memenuhi tujuan syari'ah, baik secara umum maupun khusus, serta 
mengantatkan kepada rahasia (hidden meaning) dan hikmah shari'ah.! 
49 Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial/(Yogyakarta: LkiS, 2007), 49 
20 Markum Kholil, Kaidah-kaidah Fighiyyah dalam Lintasan Sejarah, Jurnal Hukum Islam, ISSN 

1829-7382, (Pekalongan: Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan, Volume 5, Nomor 1, April 


2007), h. 153. 
21 An Nadawi, A/ Oawa'id al Fighiyyah,( Makkah : Jami'ah Ummu al Oura), 18. 
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Kiai Sahal mengusulkan peninjauan ulang beberapa prinsip 
ushul figh dan gawaid al-fighiyyah, seperti “akibrah bi 'umum al-lafgh la bi 
khusus as-sabab” (interpretasi teks hukum seharusnya memperhatikan 
makna umumnya, bukan kasus-kasus khusus. Sebagai pengganti kata 
“tidak” pada kasus-kasus khusus, dengan kata “dan” pada kasus- 
kasus khusus. Karena asbab an-nuzgul (latar belakang turunnya ayat al- 
Ouran) serta asbab a-wurud (latar belakang munculnya hadits Nabi) 
juga harus dipertimbangkan dalam menginterpretasi doktrin-doktrin 
Islam, ini sebagai perluasan prinsip tersebut bukan pembaharuan. 
Karena prinsip tersebut selalu sesuai dengan konteks sekarang.” 
Gagasan Sahal Mahfudh tentang peninjauan ulang kaidah tersebut 
dapat melegitimasi pendekatan sosiologis dan historis dalam 
menginterpretasikan doktrin-doktrin Islam. 


Sejalan dengan gagasan Sahal Mahfudh, salah seorang tokoh 
madzhab asy-Syafi'i Jalaluddin as-Suyuthi menyatakan bahwa gawaid 
al-fighiyyah menduduki posisi yang penting dalam proses istinbath, 
karena pemikiran figh adalah pemikiran tentang kasus-kasus yang 
disepadankan satu sama lain (alfigh marifah an-nagha'r). Inilah 
mekanisme giyas yang disebutnya sebagai “/iyugas “alaihi ma laisa bi- 
mangil” (untuk meng-giyas-kan kasus-kasus yang tidak dinyatakan 
dalam teks agama dengan kaidah-kaidah tersebut).“" 


Zarga” menyatakan ada 32 kaidah fighiyyah yang bisa 
dikembangkan sampai sekarang atau masa yang akan datang 
(futuristik), antara lain: 


252 Sahal Mahfudh, Ijtihad Sebagai Kebutuhan, dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11. 1985, h. 42 

23 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual 
Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Penerjemah 
Wahib Wahab), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 1999, h. 272 

24 Jalaluddin as-Suyuthi, a-Asybah wa al-Nagzhair, (Kaito: Dar al-kutub al-Islamiyyah, t.t), Vol. 
1.5 

258 Syaikh Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarg2, Syarh Oawa'id al-Fighiyyah, (Damsyig: 
Dar al-Oalam, 1989), 231 
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1) Segala urusan tergantung pada maksud tujuannya,” 

2) Keyakinan mengalahkan keraguan,”' 

3) Praduga tak bersalah,” 

4) Hasil ijtihad tidak bisa di batalkan oleh ijtihad yang baru,” 


5) Beratnya tanggungan mendapatkan dispensasi," 


6) Jika sempit dilonggarkan, jika longgar disempitkan,?"' 
7) Dilarang merugikan atau dirugikan (win win solution),?” 
8) Dampak buruk harus dihindari,” 


9) Dalam keadaan emergency mendapatkan keabsahan melakukakan 
hal-hal yang sebenarnya dilarang,” 

10) Keadaan emergency harus ada ukurannya,” 

11) Ada hal yang diperbolehkan karena alasan yang mendukungnya, 
jika tidak ada maka dilarang,? 

12)Jika faktor pendukung dispensasi hilang, maka hukum kembali 
seperti semula,” 

13)Keadaan emergency tidak boleh diatasi dengan keadaan yang 
serupa. 


14)Keadaan bahaya yang bersifat spesifik harus dipikul untuk 
mengatasi bahaya yang bersifat general,?” 


256 Usia Uig aga 

257 LSI Ja V oil 

238 2 Uap he NI 

259 ig gada alan VI 

260 el AL asa 

BLS AYI ga Ily mad AYI GL ISI 
20 ia Yoo N 

263 Ia Aa 

MBA aa Hoo 

bajak jas ola 

200 Sg Jl id jl 

267 gonaklole MJ ISI 

268 Aug JUN all 

20 Adha add PL Jae art 
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15)Menghindari dampak bahaya yang lebih berat untuk menentukan 
dampak yang paling kecil,” 
16) Ambil dampak yang paling ringan jika menghadapi dua hal yang 


sama-sama emergency,” 


17) Pilih yang paling ringan dari dua keburukan,?” 

18) Sesuatu yang tidak diperoleh semua, tidak boleh ditinggalkan 
semua,” 

19)Menghindari bahaya lebih diprioritaskan dibanding meraih 


manfaat,” 


20) Sekeras mungkin menghindati bahaya, “' 

21) Keadaan bisa sama nilainya dalam keadaan darurat,” 

22) Adat diakui sebagai sumbet hukum, ”” 

23) Tidak bisa dihindari perubahan hukum disebabkan perubahan 
zaman, “ 

24) Bertahan lebih mudah dati memulai, 2” 


25)Kebijakan untuk rakyat harus selalu mempertimbangkan 
kemaslahatan, 2" 

20) Jika sulit menemukan makna lahir, maka ambil makna yang 
terkandung, 8! 


27) Jika redaksi lafadz mengalami kesulitan, maka boleh diabaikan, 


20 (AN band Ika MEI) 

BIL (bagi AL Jln Laglas 09) Obukda jajas II) 
ab Opa UR), 

23 (AS BAN IS IN Lo): 

274 (Hall onbonde Jai da), 

23 (OSN jak Se AN), 

210 Gapapa dia J3 ee), 

DP (SS 2), 

2 (otaja ASI g SAY) 
279 (ola oya el SN) 

280 (konleabh begin kel le Bed!) 
281 (GEN Jl Olkas REG ks Il): 
282 (Jaga DISI Ills sala ISI) 
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28) Tidak diperbolehkan berargumentasi berdasarkan kemungkinan, 


283 


29) Tidak diperbolehkan berargumentasi berdasarkan dugaan,” 


30) Pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali ada petunjuk lain, “' 


31) Hukum ditrapkan harus bersama alasannya, “8 


32) Sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi sempurnanya 
kewajiban, maka hukmnya menjadi wajib. 


Umat Islam akan terbuka dan semakin luas cakrawala wawasan 
kefigihannya jika paradigma /igh oriented menjadi pengembangan di 
bidang aspek metodologi (ushul al-figh), mereka tidak sekedar taglid 
terhadap fugaha' masa lalu.8$ Maka untuk melakukan pengembangan 
hukum Islam diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memposisikan 
epistemologi dan metodologi figh secara proporsional. Dalam bahasa 
sederhana figh yang berarti “pemahaman atas syari'at” sesungguhnya 
bersifat multitafsir, sehingga tidak dikenal adanya penafsiran 
tunggal atau pengkultusan dalam dunia hukum Islam dan menjadi 
berkembang, inklusif serta fleksibel sehingga bisa mengakomodasi 
problematika baru dalam masyarakat modern dengan pemahaman 
yang baru. Karena praktik hukum Islam dewasa ini cenderung sebagai 


perangkat aturan yang mapan, statis dan tertutup.” 


Dalam konteks ini, gagasan Kiai Sahal menjadi relevan, di mana 
Kiai Sahal cenderung mempergunakan ilmu-ilmu bantu selain ilmu 
bahasa untuk mengembangkan sekaligus memperkaya teori-teori usul 


(Ill & 21): 
(2 3), 
285 (ino! LIL 3 SI), 
(ale ge ae M3 
(3 seb SNI II 3 La) 
$ Sam'ani Sya'roni, Pengembangan Figh Kontemporer, Jurnal Hukum Islam, ISSN 1829-7382, 
(Pekalongan: Jurusan Syarah STAIN Pekalongan, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008), 
h. 243. 
29 Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan (Speaking in Gods Name: Islamic Lam, Authority, 
and Women), terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2001), h. 248. 
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figh klasik sebagai dasar pemberlakuan dan pelaksanaan figh dalam 
kehidupan praktis ummat Islam sehari-hari. Dengan itulah ijthad- 
ijtihad yang dilakukan Kiai Sahal dapat senantiasa mengakomodasi 
persoalan-persoalan baru yang timbul silih berganti dan semakin 
kompleks. 


Konsep pengembangan hukum Islam yang dilakukan Kiai 
Sahal tidak mendekonstruksi figh klasik terlebih dahulu kemudian 
merekonstruksinya. “Tetapi lebih cenderung aktualisasi dan 
kontekstualisasi figh klasik dengan menjaga otentisitasnya yang masih 
relevan dan mensinergikannya dengan disiplin keilmuan modern yang 
lebih positif agar tetap eksis dan survive. Untuk itu ada kode etik dalam 
pengembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1) menjaga esensi 
figh klasik sebagai bangunan lama, 2) menguatkan “bangunan lama” 
yang sudah rapuh, 3) melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi. 


Bagaimanapun melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi adalah 
sebuah keniscayaan, karena rumusan figh klasik yang dikonstruksikan 
ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua 
persoalan yang terjadi saat ini. Situasi politik, sosial, dan kebudayaan 
sudah berbeda dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang 
dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bukan 
berarti harus mauguf (tidak terjawab) karena me-manguf-kan persoalan 
hukum tidak boleh bagi fugaha'. Disinilah perlunya “figh baru” yang 
bisa mengakomodasi persoalan yang berkembang di masyarakat, 
yakni kembali ke manhaj yaitu mengambil metodologi yang dipakai 
ulama? dulu dan ushul figh serta gawa'id (kaidah-kaidah figh).?" 


Ide aktualisasi dan kontekstualisasi rumusan figh klasik untuk 
merumuskan kembali (rekonsepsi) “figh baru” tersebut dengan 
menambah dan memperluas pengembangan keislaman dan kajian 
terhadap figh klasik yang tidak berkutat pada persoalan hukum halal 


?0 Sahal Mahfudh, Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek dalam buku 
“ Islam Nusantara: Dari Us)4/ Figh Hingga Paham Kebangsaan, (Bandung: PT Mizan 
Pustaka, 2016), h. 54. 
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dan haram serta perlu melengkapi madzhab-madzhab tertentu dengan 
pengembangan metode untuk mencapai kedalaman dan ketuntasan 
suatu masalah. Menurut Kiai Sahal perlu melibatkan ilmu-ilmu yang 
lain di luar figh untuk menentukan status hukum masalah tertentu serta 
pertimbangan “konteks lingkungan” baik asbab al-nugil maupun asbab 
al-wurid. Karena produk ijtihad yang menjadi keputusan figh bukan 
barang sakral, yang tidak boleh diubah meskipun situasi budayanya 
sudah melaju sangat kencang. Pemahaman yang mensakralkan figh 
jelas keliru karena bertentangan dengan makna figh itu sendiri sebagai 
“akilmu bi a-ahkam al-syar'iyyah a-amaliyah al-muktasab min adillatiha al- 
tafshiliyyah” (ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at dalam 
keseharian, yang digali dari sumber-sumber rinci). Difinisi al muktasab 
(suatu yang digali) memberikan pemahaman figh lahir dari serangkaian 
proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang, sebelum pada 
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akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. 


Kiai Sahal berpendapat, kitab kuning sebagai representasi figh 
klasik sekaligus sebagai refrensi ilmiah di pesantren seharusnya 
lebih merupakan garis mendatar yang memberikan konsep-konsep 
pendekatan terhadap masalah-masalah ritual dan sosial, kajian kitab 
kuning secara kritis dapat dilakukan dengan metode munadharah 
(diskusi) yang tidak sekedar mencari jawaban, namun bisa merumuskan 
konsep-konsep aktual yang menjadi refrensi atas masalah kontemporer, 
sehingga bisa meubah paradigma dari berwawasan tekstual menjadi 
kontekstual.” 


Reaktualisasi kandungan (istiyat a-muhtawayat) kitab kuning dapat 
dilakukan melalui dua metode, yaitu: (1) pengembangan wawasan 
kesejarahan atas kandungan kitab kunig dengan cara menghidupakan 


21 Sahal Mahfudh, Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek dalam buku 
“ Islam Nusantara: Dari Us)4/ Figh Hingga Paham Kebangsaan, (Bandung: PT Mizan 
Pustaka, 2016), h. 57 

22 Warta NU, No 11 tahun V, Januari 1989, h. 13. Lihat Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan 
Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, (Jakarta: Erlangga, 
2006), h. 4 
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kembali perhatian kepada latar belakang budaya dan peradaban yang 
mendukung kitab kuning di masa lalu, (2) kontemporanisasi (Ya 5hir) 


kandungannya.” 


Bermadzhab secara metodologis (manhaji) merupakan sebuah 
keharusan bagi Kiai Sahal, karena teks-teks figh dalam kitab kuning 
dipandang sudah tidak ap/icable seiring berubahnya ruang dan waktu, 
sehingga pemahaman figh secara tekstual merupakan aktifitas 
ahistoris dan paradoks dengan problem kontemporer.” 


Dari uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa kitab 
kuning sebagai representasi dari figh klasik adalah salah satu akar 
tradisi dan kultur masyarakat Islam tidak dipandang Kiai Sahal 
hanya sebatas tekstual, eternal, eksklusif, fanatik dan bersifat final, 
tetapi memandangnya sebagai sesuatu yang kontekstual, fleksibel, 
inklusif dan solutif. Maka Kiai Sahal sangat tidak sependapat jika ada 
tuduhan kitab kuning sudah out of date atau irrelevan bahkan tidak 
kompatibel dengan kemajuan zaman. Pemikiran Kiai Sahal yanng 
dinamis, analitis, komprehensif dan progresif ini selain bersumber 
dari banyak membaca kitab kuning dan buku-buku modern juga 
sangat dipengaruhi oleh kalangan akademis dan aktivis LSM, seperti 
LP3ES dan P3M. 


Ijtihad tathbigi yang dilakukan Kiai Sahal menjadi relevan dengan 
pengembangan hukum Islam di Indonesia, di mana Kiai Sahal 
cenderung mempergunakan ilmu-ilmu bantu selain ilmu bahasa untuk 
mengembangkan sekaligus memperkaya teori-teori usul figh klasik 
sebagai dasar pemberlakuan dan pelaksanaan figh dalam kehidupan 
praktis ummat Islam sehari-hari. Dengan itulah ijthad-ijtihad yang 
dilakukan Kiai Sahal dapat senantiasa mengakomodasi persoalan- 
persoalan baru yang timbul silih berganti dan semakin kompleks. 

23 Warta NU, No 11 tahun V, Januari 1989, h. 1,9. Lihat Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan 
Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Pundamentalisme Neo-Liberal, Jakarta: Erlangga, 
2006), h. 41 


24 Sumanto al-Gurtubi, KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Figh Indonesia, (Yogyakarta: 
Cermin,1999), 116 


92 


Bab IV: Ijtihad Tathbigi dan Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia 


Konsep pengembangan hukum Islam yang ditawarkan Kiai 
Sahal tidak mendekonstruksi figh klasik terlebih dahulu kemudian 
merekonstruksinya. “Tetapi lebih cenderung aktualisasi dan 
kontekstualisasi figh klasik dengan menjaga otentisitasnya yang masih 
relevan dan mensinergikannya dengan disiplin keilmuan modern yang 
lebih positif agar tetap eksis dan survive. Untuk itu ada kode etik dalam 
pengembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1) menjaga esensi 
figh klasik sebagai bangunan lama, 2) menguatkan “bangunan lama” 
yang sudah rapuh, 3) melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi. 


2. Analisis Relevansi Ijtihad Tathbigi dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Umat 


22295 


Kata “relevansi berasal dari kata “relevan” artinya kait 
mengait, bersangkut paut, atau berguna secara langsung. Penggunaan 
kata relevansi disini dimaksudkan untuk mencari sangkut paut dan 
berguna langsung serta kaitannya ijtihad tathbig kiai Sahal dengan 


pemberdayaan ekonomi umat. 


Adanya ketidaksamaan tingkat ekonomi tidak bisa dihindari 
dalam masyarakat manapun. “SAkan tetapi dalam kekayaan seseorang 
terdapat hak orang lain yang lebih miskin,?" karena Islam beranggapan 
bahwa tidak mungkin kekayaan seseorang diperoleh tanpa bantuan 
dan kerjasama dari pihak lain dan kerjasama ini terjadi karena manusia 
semuanya saling membutuhkan dan bisa saling bersinergi dalam 
pemberdayaan ekonomi umat.” 


Pemberdayaan (empowering) ekonomi umat menurut Kiai Sahal 


adalah mempersiapkan seseorang untuk terampil secara tekhnis dan 
mandiri secara psikologis dalam pendewasaan ekonomis. Kedewasaan 


» 


5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 


Pustaka, 1994), h. 830 
26 & Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” GS. An-Nahl/16:71 
27 9.5. Az-Zariyat/51:19 
28 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 
2009), 245 
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ekonomis tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan 
pendewasaan wawasan kebangsaan, terutama ketika batas-batas 
geografis negara-bangsa semakin memudar di hadapan kepentingan 
perekonomian global. Sederhananya umat membutuhkan pendidikan 
politik yang mendewasakan, bukan sekedar pengajaran yang sering 
disampaikan dengan retorika dangkal yang menyesatkan karena 
pendidikan politik yang baik akan memberikan kepada umat 
kemampuan untuk menjaga kepentingan bangsanya. Masyarakat atau 
umat harus dikembalikan ke kedudukannya sebagai subjek negara, 
sedangkan negara diarahkan fungsinya untuk menjadi fasilitator 


umat.” 


Kiai Sahal berpendapat bahwa dunia dan akhirat adalah dua hal 
yang sepenuhnya korelatif karena tidak mungkin dicapai kebahagian 
akhirat kecuali dengan mengelola kesempatan kehidupan dengan 
baik. Kelemahan pesantren sacara khusus dan masyarakat secara luas 
adalah kurangnya perhatian terhadap aspek pemberdayaan ekonomi 
umat, karena beranggapan pada asumsi bahwa kehidupan akhirat 
adalah target utama. Asumsi sepenuhnya benar dan tidak perlu 
dirisaukan, sejauh tidak mengabaikan peran kehidupan dunia sebagai 
media pencapaian kebahagian akhirat. Ketika terjadi penerapan yang 
salah dari pemahaman ini, akhirnya melahirkan dualisme terhadap 
respon pemberdayaan ekonomi umat yaitu watak #hama' dibalik citra 
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gubud yang diidealkan. 


Padahal ada jalan yang lebih aman dalam mengaplikasikan 
rumusan Rasullullah Saw: “Al-dunya mazra'ah a-akbirah (dunia adalah 
ladang akhirat), yaitu dengan menempatkan fasilitas duniawi sebagai 
sarana untuk melaksanakan kewajiban keagamaan. Dunia tidak 


29 Sahal Mahfudh, Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat: Meletakkan Paradigma Kebangsaan 
dalam Perspektif Sosial, h. 2. Makalah di sampaikan dalam Sillaturrahim Pemda TK.II, 
Ulama, dan Tokoh Masyarakat di Purwodadi, 18 Maret 2000, makalah tidak dipublikasikan 

W Sahal Mahfudh, Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, h. 
2. Makalah di sampaikan di Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, 27 Desember 1995, 
makalah tidak dipublikasikan. 
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lagi dipandang sebagai hambatan, tetapi justru dapat dimanfaatkan 
sebagai penunjang kehidupan ukhrawi. Ibadah zakat, haji menuntut 
kemapanan secara ekonomi. Maka gerakan pemberdayaan ekonomi 
umat melalui kompetensi ekonomi pesantren adalah hal yang sangat 
mendesak, karena ekonomi adalah aspek kehidupan dengan potensi 
pengaruh yang sangat besar, bahkan terhadap keimanan. Literatur 
pesantren mengenal ungkapan Sayyidina Ali £arrama Allah Wajhah, 
“Kada al-fagr an yakuna kufran” (kefakiran dekat dengan kekufuran)."' 


Permasalahan pemberdayaan ekonomi adalah permaslahan 
umat, jika pesantren terus menerus menghindarkan diri dari 
penyelesaian problem keseharian umat itu, pesantren dapat dituduh 
tidak peka terhadap kehidupan lingkungannya, akhirnya membentuk 
pola eksklusivisme yang sektarian. Sehingga mengancam keruntuhan 
eksistensi pesantren itu sendiri karena belum mampu bertanggung 
jawab untuk kehidupan beragama yang membahagiakan dengan 
merubah fungsi ekonomi menjadi sarana yang harus diorientasikan 
pengelolaannya pada usaha pemenuhan kebahagiaan di akhirat.” 


Menurut Kiai Sahal eksistensi pesantren sangat mempengaruhi 
pembentukan masyarakat baik kesejahteraan ekonomi, maupun 
tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Kesejahteraan ekonomi 
menjadi faktor krusial di masyarakat, jika pesantren mau membantu 
masyarakat dalam upaya peningkatan hidupnya, maka akan membuka 
peluang bagi pesantren untuk mengukuhkan perannya menjadi 
lembaga sosial keagamaan, peran yang menjadi pembanding dan 
penyempurna peran pendidikan atau tafagguh fi al-din.'" 


“1 Sahal Mahfudh, Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, h. 
4. Makalah di sampaikan di Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, 27 Desember 1995, 
makalah tidak dipublikasikan. 

Sahal Mahfudh, Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, h. 
4-5. Makalah di sampaikan di Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, 27 Desember 
1995, makalah tidak dipublikasikan. 

“8 Sahal Mahfudh, Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petika Pengalaman Pengembangan 
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Masyarakat, h. 3. Makalah di sampaikan di seminar pemberdayaan pesantren untuk 
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Ijtihad tathbig Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi umat 
melalui pesantren bukan pekerjaan sederhana. Jika dibandingkan 
dengan fungsi tafagguh fi a-din yang telah berlangsung ratusan tahun, 
sehingga kegiatan pemberdayaan ekonomi umat adalah hal yang relatif 
baru, sedangkan hal-hal baru cenderung disertai hambatan-hambatan 
baik yang bersifat psikologis maupun tekhnis. Dari sisi psikologis, 
pemberdayaan ekonomi umat dianggap bukan kegiatan keagamaan 
sehingga mengarah pada kesimpulan kegiatan itu tidak perlu, bahkan 
jangan dilakukan di pesantren. Solusinya perlu upaya serius untuk 
mendialogkan ide dan program pengembangan masyarakat melalui 
pemberdayaan ekonomi umat, sebenarnya mempunyai landasan dalil 
yang kuat, peningkatan kesejahteraan ekonomi bukan untuk memupuk 
dan membenarkan matrealisme dan konsumerisme, tetapi lebih 
dioptimalkan untuk menjaga dan mengarahkan agar kesejahteraan 
ekonomi umat dengan mempertimbangkan permasalahan dan 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sedangkan 
hambatan dari sisi tekhnis operasional, dapat diatasi selama pesantren 
mampu menyediakan tenaga untuk menjadi motivator pemberdayaan 
umat dan pengelola berbagai jenis sumber daya (manager of resources) 
yang di klibatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi kesejahteraan 
umat. 


Menurut Kiai Sahal prinsip utama ekonomi Islam adalah 
meningkatkan kualitas hidup umat manusia dan yang paling penting 
untuk ibadah sebagai sarana mencapai kehidupan di akhirat.” Dengan 


transformasi masyarakat pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2005, makalah tidak dipublikasikan. 

4 Sahal Mahfudh, Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petika Pengalaman Pengembangan 
Masyarakat, h. 4. Makalah di sampaikan di seminar pemberdayaan pesantren untuk 
transformasi masyarakat pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2005, makalah tidak dipublikasikan. 

“5 Nilai-nilai ekonomi Islam menurut Arfin Hamid ada lima, yaitu (1) nilai ketuhanan 
(ahiyah), (2) nilai kepemimpinan (khilafah), (3) nilai keseimbangan (awazun), (4) nilai 
keadilan (adalah), (5) nilai kemaslahatan (saslahah). Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam 
(Ekonomi Syariah) Di Indonesia: Aplikasi dan Prespektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 
88. 
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ini, Islam mengatur kegiatan ekonomi dengan menghindarkan 
praktek-praktek ekonomi yang merugikan pihak-pihak lain terutama 
kaum lemah, dhu'afa, miskin, praktek riba, praktek kapitalisme karena 
pada prakteknya kapitalisme memilki karakter monopoli dari pemilik 
kapital (modal) yang besar, bersifat memaksa meskipun dalam bentuk 
mekanisme pasat serta mengekspolitasi kepada kaum lemah." 


Islam tidak membenarkan seseorang menimbun kekayaan 
atau memonopoli kebutuhan yang menyangkut kepentingan 
umum,” Islam juga tidak membenatkan sistem perekonomian 
sosialis yang bertumpu pada sentralisasi kepemilikan negara, tanpa 
memberi kesempatan sama sekali kepada pemilik perseorangan 
atau swasta untuk bekerja mengembangkan ekonomi, sehingga 
terjadi pengekangan kreativitas, penyumbatan potensi dan terjadi 
kemunduran yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam karena 
dalam konsep ekonomi Islam seorang yang kuat (termasuk kuat 
secara ekonomi) lebih baik ketimbang seorang mukmin yang lemah, 
sebagaiman haji atau zakat akan sulit di aplikasikan kecuali memiliki 
kecukupan ekonomi atau kaya. Tetapi kaya dalam Islam bukan bukan 
sebatas kaya materi, lebih jauh orang kaya yaitu mereka yang merasa 
cukup seberapapun yang dimilikinya. Sedangkan orang miskin adalah 
mereka yang selalu merasa kurang, selalu butuh meski semuanya sudah 
berlebihan. Maka menurut Kiai Sahal perlu membangun ketrampilan 
dan daya kemampuan pelaku ekonomi baik secara mental maupun 
produktifitas usaha antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan 


“6 Sahal Mahfudh, Ekonomi Islam dan Kemungkinan Penerapannya, h. 2. Makalah di sampaikan 
di pondok pesantren Raudlatu at-Thalibin Rembang, 22 Februari 2004, makalah tidak 
dipublikasikan. 

'9 Islam melarang penimbunan makanan, uang dan kebutuhan lain karena mengakui bhawa 
kekayaan akan musnah, prinsip ini mengajarkan mencari keuntungan ekonomi pada nilai 
moral dan spiritual, baik tingkat individu dan sosial. Islam mendorong investasi dalam 
perdagangan yang menambah penghasilan. Lihat Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic 
Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam 
Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global dalam Sebuah Teori, Konsep dan 
Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 37 
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sekelilingnya, menguasai informasi serta kreativitas tinggi, sehingga 
mampu menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan wawasan 


ekonomi yang luas." 


Menurut Kiai Sahal ada beberapa kelemahan praktik 
perekonomian sekaligus solusinya, antara lain: 


1. Lemahnya modal menjadi kendala utama sebelum memulai 
usaha, ini bisa diatasi dengan baik jika dibangun pemberdayaan 
modal secara kooperatif, apabila hal ini dapat diterapkan akan 
mendapatkan keuntungan ganda serta tercipta kondisi permodalan 
yang layak sehingga dapat menjalin hubungan dengan lembaga 
yang bergerak di bidang permodalan. 


2. Lemahnya penguatan (empowring) sumber daya manusia, baik 
di bidang prediksi maupun analisa usaha, seperti kurangnya 
kemampuan antisipatif dalam memilih bidang usaha yang 
prospektif, serta kelemahan manajerial dalam mengelola usaha 
yang telah dipilih. 

3. Tidak memahami regulasi yang cenderung berubah-ubah baik 
secara lokal, nasional maupun global karena dunia ekonomi 
tidak sepenuhnya otonom karena saling berhubung kait dengan 
berbagai hal di luarnya baik bersifat sosial maupun politis, maka 
diperlukan memahami dan asumsi-asumsi penting yang bersifat 
non-tekhnis. 


4. Terbatasnya jaringan pemasaran, yang sangat dipengaruhi oleh 
kendala-kendala pra-produksi.”” 


Empat kendala diatas, bila dirangkum menjadi satu hal yaitu 
pemahaman dan pengalaman yang minim akan kompleksitas dunia 


08 Sahal Mahfudh, Ekonoyii Islam dan Kemungkinan Penerapannya, h. 4-5. Makalah di sampaikan 
di pondok pesantren Raudlatu at-Thalibin Rembang, 22 Februari 2004, makalah tidak 
dipublikasikan. 

“ Sahal Mahfudh, Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, h. 
3. Makalah di sampaikan di Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, 27 Desember 1995, 
makalah tidak dipublikasikan. 


98 


Bab IV: Ijtihad Tathbigi dan Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia 


ekonomi. Maka gerakan pembangkitan kembali ekonomi umat melalui 
pesantren adalah hal yang sangat mendesak, karena ekonomi adalah 
aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh sangat besar, bahkan 
terhadap keimanan. Salah satunya dengan memasukkan pembelajaran 
aspek ekonomis dalam kebijakan kulikuler maupun ekstra kulikuler 
dalam pesantren sebab pesantren bertanggung jawab tidak hanya 
sebatas pada dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat disekitarnya. 

Relevansi ijtihad tathbigi kiai sahal yang menjadikan figh 
dan pesantren sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi 
umat, mempunyai landasan dalil yang kuat. Karena peningkatan 
kesejahteraan ekonomi bukan untuk memupuk dan membenarkan 
matrealisme dan konsumerisme, tetapi lebih dioptimalkan untuk 
menjaga dan mengarahkan agar kesejahteraan ekonomi umat dengan 
mempertimbangkan permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat itu sendiri. Ijtihad tathbig Kiai Sahal dalam pemberdayaan 
ekonomi umat melalui pesantren bukan pekerjaan sederhana. Jika 
dibandingkan dengan fungsi tafagguh fi al-din yang telah berlangsung 
ratusan tahun, sehingga kegiatan pemberdayaan ekonomi umat adalah 
hal yang relatif baru, sedangkan hal-hal baru cenderung disertai 
hambatan-hambatan baik yang bersifat psikologis maupun tekhnis. 
Dari sisi psikologis, pemberdayaan ekonomi umat dianggap bukan 
kegiatan keagamaan sehingga mengarah pada kesimpulan kegiatan itu 
tidak perlu, bahkan jangan dilakukan di pesantren. Solusinya perlu 
upaya serius untuk mendialogkan ide dan program pengembangan 
masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan 
hambatan dari sisi tekhnis operasional, dapat diatasi selama pesantren 
mampu menyediakan tenaga untuk menjadi motivator pemberdayaan 
umat dan pengelola berbagai jenis sumber daya (manager of resources) 
yang di libatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi kesejahteraan 
umat. 


“0 Sahal Mahfudh, Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petika Pengalaman Pengembangan 
Masyarakat, h. 4. Makalah di sampaikan di seminar pemberdayaan pesantren untuk 
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Disamping itu, pengasuh pesantren harus memiliki wawasan 
yang luas tentang pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan 
ekonomi umat, serta kepekaan pengasuh terhadap permasalahan 
yang berkembang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, budaya 
dan sebagainya. Menurut Kiai Sahal, pesantren yang melakukan 
pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat 
memiliki kelebihan dibandingkan pesantren lain, antara lain: 


Pertama, akan selalu mengikuti perkembangan sosial, sebab dari 
segi visi, orientasi dan programnya ada pemihakan untuk masyarakat 
sekitarnya. Implikasi dari kepeduliannya terhadap permasalahan 
masyarakat maka pesantren tersebut akan selalu mengikuti 
perkembangan masyarakat dari aspek sosial, budaya, politik dan 
ekonomi yang ditindak lanjuti dengan kerja nyata dalam rangka 
pemecahan permasalahan yang ditentukan di masyarakat. Sehingga 
kalau ada permasalahan yang menyimpang dari nilai-nilai dan ajaran 
yang dikembangkan dan dikaji di pesantren, tidak hanya memberikan 
keputusan halal-haram tetapi melihat permasalahan terlebih dahulu 
dan mencarikan jalan keluar sehingga masyarakat tidak terperangkap 
dalam kegelapan dan keharaman terus. 


Kedua, pesantren itu akan memiliki laboratorium sosial, yaitu 
adanya kelompok-kelompok swadaya yang difasilitasi pesantren. 
Baik kelompok yang bersifat ekonomi seperti kelompok pedagang 
kecil, kelompok peternak, pengrajin, maupun kelompok yang 
bersifat sosial seperti kelompok taman gizi, kelompok pemakai air, 
kelompok kesehatan, kelompok belajar, kelompok wanita produktif 
dan sebagainya. Kelompok swadaya ini tidak pernah berhenti karena 
hampir selalu mempunyai inisiatif untuk pengembangan kelompok 
mereka, baik dari segi jumlah anggota kualitas pelayanan maupun 


transformasi masyarakat pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2005, makalah tidak dipublikasikan. 

#1 Sahal Mahfudh, Pesantren dan Pengembangan Masyarakat Dalam Prespektif Pembinaan Umat, 
h. 13. Makalah di sampaikan di seminar Pendidikan Pesantren dan Penyiapan Ulama di 
selenggarakan oleh PSM Jakarta, 24 Juni 1987, makalah tidak dipublikasikan. 


100 


Bab IV: Ijtihad Tathbigi dan Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia 


perluasan kelompok. Dan karena kelompok swadaya diperkasai 
dan difasilitasi oleh pesantren maka kelompok itu akan melakukan 
komunikasi dengan pesantren secara timbal balik, sehingga proses 
interaksi ini mempengaruhi wawasan santri. Utamanya para santri 
senior yang sudah mempunyai pemikiran tentang masalah-masalah 
sosial, pengembangan masyarakat yang menjadi wahana laboratorium 
sosial ini selanjutnya akan menjadi bahan untuk menambah hasanah 
ilmu pengetahuan santri sehingga menumbukan kepekaan mereka 
terhadap masalah-masalah sosial dan terjadilah proses integrasi antara 


ilmu agama dan ilmu non agama.” 


3. Aplikasi Ijtihad Tathbigi KH. Sahal Mahfudh dan Kontekstualisasi 
Figh Indonesia 


Kontekstualisasi artinya upaya melakukan reinterpretasi 
(penafsiran ulang) terhadap doktrin Islam yang dalam rentan waktu 
cukup panjang telah memiliki validitas sendiri. Sebagai gerak alami, 
aplikasi ijtihad tathbig kiai Sahal dalam kontekstualisasi hukum Islam 
di Indonesia harus dilakukan untuk menampung kebutuhan hidup 
yang terus berkembang serta merumuskan ulang nilai-nilai normatif 
yang langsung dan praktis dalam upaya menyesuaikan dengan 
kebutuhan hidup masyarakat, munculnya kontekstualisasi hukum 
Islam sebagaimana yang digagas oleh Munawir Sjadzali berangkat dari 
beberapa pandangan mendasat,”" antara lain, (1) pintu ijtihad selalau 
terbuka, (2) di dalam al-Guran dan hadits terdapat nash, (3) hukum 
Islam bersifat dinamis dan elastis, (4) keadilan dan kemaslahatan 
merupakan tujuan syati'at, (5) keadilan adalah dasat kemaslahatan.” 


32 Sahal Mahfudh, Pesantren dan Pengembangan Masyarakat Dalam Prespektif Pembinaan Umat, h. 
14-15. Makalah di sampaikan di seminar Pendidikan Pesantren dan Penyiapan Ulama di 
selenggarakan oleh PSM Jakarta, 24 Juni 1987, makalah tidak dipublikasikan. 

' Gagasan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia pertama kali ditawarkan pada 
tahun 1985 yang berangkat dari pengalaman pribadinya. Lihat Munawir Sjadzali, Ijtihad 
Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997), h.3-4 

34 Sri Lumatus Saadah, Peta Pemikiran Figh Progresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 
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Maka dari berbagai analisis diatas, akar munculnya ijtihad tathbig 
yang dilakukan Kiai Sahal dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam 
di Indonesia adalah terjadinya pertentangan di masyarakat muslim 
seputar nasib “figh klasik”"''(figh madzhab), yang “difitnah” sebagai 
sumber segala kejumudan yang terjadi di dunia Islam, karenya perlu 
diubah atau didekonstruksi."S Kritik tajam ini bahkan merambah 
pada wilayah 1ush4/ figh dan gawd'id al-fighiyyah, yang dianggap kaku, 
sempit, dan tidak adaptable'”” 


Dalam konteks inilah, aplikasi ijtihad tathbig yang dilakukan Kiai 
Sahal dalam kontekstualisasi hukum Islam penting untuk di analisis, 
karena memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, 
baik di dunia Islam umumnya, dan di Indonesia khususnya. Kiai Sahal, 
meskipun bukan orang pertama yang melakukan kajian serupa dalam 
konteks ijtihad tathbig figh sosial,"$ tetapi ia telah turut memberikan 


"5 Eksistensi dan kontribusi ijtihad yang tertuang dalam khazanah figh klasik yang terkenal 
dengan “kitab kuning? sekarang ini mulai dipertanyakan banyak pihak. Ia seperti terkena 
krisis identitas, krisis orientasi dan krisis eksistensi. Ia identik dengan konservatisme, 
tradisionalisme, dan fanatisme. Oleh karena itu munculnya metodologi pemikiran hukum 
Islam yang digagas oleh Sahal Mahfudh, eksponen pesantren dan NU, ibarat cahaya di 
tengah kegelapan yang memancarkan dan spirit optimism, konfidensi, dan revitalisasi 
khasanah klasik (Ma'mur, 2014:2). 

''C Pemikiran Kiai Sahal lahir untuk menjawab secara tuntas problem integrasi antara 

ajaran figh Islam dan modernitas yang sering kontradiktif dan antagonistik. Pemikiran 

ini berupaya menggali dan menemukan hukum di tengah masyarakat secara dinamis. 

Pemikiran Kiai Sahal dinamakan fikih sosial dengan berlandaskan pengembangan fikih 

maslahah dengan manhaj yang jelas. Fikih sosial merupakan inisiatif awal terbentuknya 

fikih hadari, yaitu fikih yang mampu melahirkan peradaban baru yang progresif, modern 

dan produktif dalam melahirkan karya intelektual dan sosial (Ma'mur, 2014:15). 

'7 Mempertahankan dan mengembangkan figh merupakan dua term yang kontradiktif. 

Inilah problem yang terjadi di masyarakat tradisional, sehingga menimbulkan dua kubu, 

konservatif dan progresif. Pada 1987, di bawah naungan Syuriah, untuk pertama kalinya 

dilakukan penilaian ulang terhadap kitab kuning, namun karena mendapat penentangan 
keras dari para kiai sepuh yang biasanya konservatif, halagah ini dihentikan untuk 
sementara waktu. Lihat Andree Feellar, Ny vis-a-vis Negara, (Yogyakarta:LkiS,1997),h.337, 

Martin Van Bruinessen, Ny Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru, (Yogyak 

arta:LkiS,1997),h.222-223. 

Menurut Ahmad Rofig (2012:8-9), sebenarnya substansi pokok dari terminologi figh 

sosial tidak sama sekali baru. Karena dalam beberapa refrensi yang lalu telah dibicarakan 
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warna bagi perkembangan hukum Islam baik di dunia akademis 


319 


maupun dunia pesantren salafi (tradisional),”” yang sebelumnya kajian 


hukum Islam khususnya di pesantren salafi tersebut menyimpan 
banyak problem sosiologis, historis dan metodologis.” 


Adapun methodologi formulasi ijtihad tathbig” 


dianggap mampu memberi jawaban atas realitas sosial kontemporer 


modern yang 


yang terjadi secara dinamis untuk masa kini dan akan datang, Amin 
Abdullah mejelaskannya dalam sebelas langkah, antara lain: pertama, 
lebih mendahulukan sumber primer dalam sistem bermadzhab atau 
dalam menentukan refrensi. Dalam konteks ini harus berani menguji 
pendapat ulama-ulama besar seperti para imam madzhab dan 


dan dipilih beberapa materi hukum yang berkaitan dengan kepentingan sosial, sebut 
saja misalnya “Abd al-wahhab Khallaf yang merinci figh muamalat menjadi tujuh, antara 
lain: pertama, hukum kekeluargaan, Al Gur'an membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat. 
kedua,hukum sipil, Al Guran membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat. £etiga, hukum 
pidana, Al Guran membicarakan masalah ini sekitar 30 ayat. keempat, hukum acara, 
Al @uran membicarakan masalah ini sekitar 13 ayat, kelima, hukum ketatanegaraan, 
Al Guran membicarakan masalah ini sekitar 10 ayat.£eenam,hukum internasional, Al 
@uran membicarakan masalah ini sekitar25 ayat. Ketujuh, hukum ekonomi, Al Guran 
membicarakan masalah ini sekitar 10 ayat. Lihat Prof. Dr. H. Ahmad Rofig,MA, Figh 
Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.8-9. 

Secara etimologi pesantren berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri, asrama 
tempat santri belajar atau pondok. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
(2008:677). Sedangkan santri menurut Zamakhsyari Dhofier, berasal dari ikatan kata 
“sant” (manusia baik) dan kata “tri” (suka menolong) sehingga santri diartikan manusia 


31 


S 


baik yang suka menolong dan bekerja sama secara kolektif. Lihat Zamakhsyari Dhofier, 
Tradisi Pesantren (Studi tentang pandangan Hidup Kiai), (Jakarta:LP3ES,1994), h.18. 

Secara etimologis kata “salaf” sering disinonimkan dengan istilah tradisonal, salaf berasal 
dari bahasa Arab yaitu as-salaf artinya yang terdahulu. Sedangkan menurut terminologi 
khazanah Islam “salaf” diartikan ulama yang hidup terdahulu generasi abad I-III H, 
yaitu generasi di masa sahabat, tabi'in dan tabi' at-Tabi'in yang merupakan gurun terbaik 
pasca wafatnya baginda Rasullullah Saw. Lihat Abdul Mughits, Kriti Nalar Figh Pesantren, 
(Jakarta: Kencana, 2008), h.126. 


21 Perlu ada kajian mendalam untuk meredifinisi ijtihad untuk memunculkan konsep ijtihad 


baru, ijtihad hendaknya menjadi sebuah formulasi metodologi yang dapat dibentuk 
sebagai hasil kajian kritis atas konsep dan anggapan tentang bermadzhab, ijtihad perlu 
argumentasi deduktif sebagai wujud sumber asal dan sebagai argumentasi dinduktif atau 
empirik sebagai ciri akademik dan realistis. Amin Abdullah, Reformasi Bermadghab: Sebuah 
Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern, Jakarta: Terjaru, 2003), h. 108-109 
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murid-murid terdekatnya dengan bekerjasama antar para-ilmuwan 
untuk mencakup multi disiplin ilmu, sehingga ada kemungkinan 
bahwa beberapa pendapat yang semula dianggap pinggiran (ghirib, 
syadz, lemah atau sejenisnya) menjadi ke tengah (shahih, magbul, atau 
sejenisnya), dan sebaliknya. Kedua, berani mengkaji pemikiran ulama 
atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan dengan 
critical study sebagai sejarah pemikiran (intellectual history atau history 
of ideas) dan tidak lagi secara doktriner atau dogmatik atau tegasnya 
menggunakan pendekatan bermadzhab manhaji. Ketiga, semua hasil 
karya ulama masa lalu dijadikan sebagai pengetahuan (£nowledge) 
artinya selain teks Al-Guran dan teks hadis yang terbatas termasuk 
pemahaman terhadap keduanya, adalah karya intelektual manusia, 
yang ada kemungkinan diadakannya kajian ulang (re-examination) dan 
menjadikan ilmu ushul figh sebagai ilmu alat bukan doktrin yang 
“suci”. Keempat, mempunyai sikap terbuka (open mind) terhadap dunia 
luar dan antisipatif terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi, fugohd' 
hatus bersedia bekerjasama dengan lembaga/instansi lain sebagai 
pengayaan khazanah disiplin ilmu di luar hukum Islam seperti sains 
dan tekhnologi, ilmu sosial dan humaniora.” 


Kelima, reponsif terhadap permasalahan yang muncul dan tidak 
membiarkan umat menunggu lama atas jawaban hukum seperti 
kecepatan tanggap atas makanan halal untuk produk-produk jadi. 
Keenam, keputusan hukum atau penafsiran teks harus mampu menjadi 
inspitasi (guidance/ hudan) untuk masa depan umat, seperti fatwa 
hukum Islam tentang wajib melakukan penelitian luar angkasa dan 
sebagainya. Ketujuh, ajaran al-ahkam al-khamsah (wajib, haram, sunnah, 
makruh dan mubah) agar dapat dijadiakan konsep atau ajaran etika 
sosial, karena selama ini hukum Islam mendapatkan kritik hanya 
berkutat pada ibadah murni dan kurang menyentuh kesalehan sosial 
seperti memberikan landasan hukum Islam terhadap prestasi keilmuan, 


2 Amin Abdullah, Reformasi Bermadghab: Sebuah Ikhtiar Mennju ljtihad Sesuai Saintifik-Modern, 
(Jakarta: Terjaru, 2003), h. 125. 
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karya orisinil, kerja keras, menepati janji dan sebagainya. Kedelapan, 
menjadikan figh sebagai bagian dari ilmu hukum secara umum artinya 
objek kajian hukum Islam tidak hanya masalah najis atau sholat 
tetapi masalah-masalah kehidupan dunia yang berarti membumikan 
agama atau hukum Islam. Kesembilan, menjadikan pendekatan kajian 
deduktif (proses memahami nash) dan induktif (peran akal seperti 
penggunaan maslahih, istihsan, ijma' dan sebagainya) sebagai orientasi 
figh dengan berjalan seimbang pada dua pendekatan tadi. Kesepuluh, 
menjadikan maslahih sebagai bentuk induktif dan mashalih “ammah 
(universal velues) yang tidak kontradiktif dengan pokok ajaran Islam 
sebagai landasan penting dalam mewujudkan hukum Islam, contoh 
mashalih “ammah yang kontradiktif dengan ajaran pokok Islam adalah 
kebebasan seks dan sejenisnya, begitu juga merubah kaidah al-mwasalih 
al-ammah mugaddamah 'ala a-masalih al-khassah (kemaslahatan umum 
harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus) dirubah menjadi 
al-masalih a-ammah majmu'ah min al-masilih al-khassah (kemaslahatan 
umum adalah kumpulan dari kemaslahatan khusus) agar tidak lagi 
terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dan kemanfaatn pribadi 
dengan kemaslahatan dan kemanfaatan umum untuk menyadarkan 
bahwa setiap orang adalah bagian dari umat dan kemaslahatan 
umum akan terwujud jika masing-masing individu mewujudkan 
kemaslahatan. Kesebelas, menjadikan wahyu Allah lewat nash sebagai 
kontrol dengan menggunakan pendekatan konsep etika dengan 
bersandar pada mashdlih ammah terhadap hal-hal yang akan dihasilkan 
dalam berijtihad. 


Dari sebelas metodologi formulasi ijtihad yang ditawarkan Prof. 
Amin Abdullah diatas, ada kesamaannya dalam ijtihad tathbigi yang 
digunakan Kiai Sahal. Sedikitnya ada dua, yaitu: Pertama, madzhab 
gauli, yang dilakukan melalui kontekstualisasi teks-teks figh dan 
pengembangan aplikasi kaedah-kaedah ushuliyah dan fighiyah. Kedua, 


28 Amin Abdullah, Reformasi Bermadzhab: Sebuah Ikhtiar Mennju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern, 
(Jakarta: Terjaru, 2003), h. 110-125. 
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dengan menggunakan madzhab manhaji, yang dilakukan melalui tiga 
tahap, yaitu: (1) pengembangan masdlik al-illah,(2) keterbukaan pada 
metode ijtihad madzhab lain, (3) keterbukaan pada temuan-temuan 
ilmu sosial, sains, tekhnologi, dan lain-lain. 


Dalam ijtihad tathbigi yang digunakan Kiai Sahal lebih 
mengarahkan pengenalan metodologi pemikiran filosofis pada wilayah 
budaya dan sosial (muamalah). Sebab syari'ah yang terkait dengan 
budaya dan sosial hampir selalu disertakan di dalamnya ratio legisnya, 
illat a-ahkamnya. Para ahli ushul figh menyebutnya sebagai ahkam 
istatsara Allah bi ilmi “laliha. Bahkan, syari? jika tidak menjelaskan 
ratio legis pada satu hukum syari'ah di bidang muamalah, maka para 
mujtahid diberi otoritas untuk menentukan dan menetapkan ii/lat 
hukumnya melalui proses masalik illat. Iilat yang dibuat ulama atau 
disebut illat mustanabathah, itu tidak sama kedudukannya dengan illat 
yang ditetapkan berdasarkan nash al-Yuran dan Hadits atau disebut 


illat manshuhah.“ 


Secara garis besar akar ijtihad tathbigi yang digunakan Kiai 
Sahal, dipengaruhi oleh serangkaian halagah para Ulama NU yang 
berpijak pada lima prinsip dasar, yaitu: pertama, interpretasi teks-teks 
figh secara kontekstual, £edua, perubahan pola bermadzhab dari 
bermadzhab secara tekstual (madzhab gauli) ke bermadzahab secara 
metodologis (madzhab manhaji), £etiga, verifikasi mendasar mana 
ajaran yang pokok (ushul) mana ajaran yang cabang (furu'.keempat, 
figh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Dan 
kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama masalah 


budaya dan sosial.” 


4 Abdul Mogsith Ghozali, Taigat Atas Figh Sosial Kiai Sahal dalam buku Figh Sosia: Masa 
Depan Figh Indonesia, Cet.I, (Pati: Fikih Sosial Institute Staimafa, 2016), h. xiv-xv 

Kelima ciri ini merupakan hasil pembahasan dari serangkaian halagah para Ulama 
NU selama periode 1988-1990. Halagah yang diprakasai oleh RMI (Rabithah Maahid 
Islamiah) bersama P3M yang diikuti oleh ulama-ulama NU( Sahal Mahfudh, 2004:xxxv). 
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Mengubah pola bermadzhab dari gaul” kepada madzhab 
manbaji” adalah salah satu upaya kontekstualisasi figh yang dilakukan 
Kiai Sahal dalam pembaharuan metodologi perumusan hukum 


sebagai alat reproduksi hukum, Kiai Sahal, menjelaskan: 


Bermadzhab secara wanhaji adalah pilihan yang tidak terelakkan 
karena masalah-masalah keagamaan yang mengemuka semakin 
meningkat dan kompleks. Masyarakat tidak hanya menuntut jawaban 
permasalahan, tapi juga rumusan penyikapannya sebagai sebuah 
realitas sosial. Misalnya, jika suatu hal hukumnya adalah haram, 
bagaimana solusinya? Tuntutan masyarakat ini harus dijawab dengan 
tuntas menggunakan madzhab manhaji, dalam madzhab ini yang 
dipertimbangkan tidak hanya agwd!/ (opini-opini), tetapi merumuskan 
kembali realitas sosial di hadapan prinsip-prinsip mwagasidus syariah dan 
maslahah “ammah, keberhasilan mendialogkan teori dengan realitas 
sosial akan mengantar hukum Islam pada eksistensi dan subtansialnya 
di hadapan masyarakat.” 


26 Mazhab gauli adalah mengikuti produk pemikiran para ulama”, baik para imam madzhab 


atau para pengikutnya. Jamal Ma'mur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH.MA Sahal 
Mahfudh, Elaborasi Lima Ciri Utama, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Jakarta: 2015), 
h. 23 
| Mazhab manhaji adalah mengikuti metode para ulama” dalam menetapkan hukum, bukan 
produk pemikirannya. Jamal Ma'mur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH.MA Sahal 
Mahfudh, Elaborasi Lima Ciri Utama, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Jakarta: 2015), 
h. 23 
Umdah REI Baroroh, menjelaskan pengembangan figh harus tetap berpijak kepada pondasi 


pokok ajaran syariah Islam, pembaharuan metodologi ini bukan hendak menghancurkan 
bangunan lama tapi lebih tepatnya merenovasi dan merestorasi ulang terhadap bangunan 
metodologi yang sudah ada. Lihat Umdah El Baroroh, Aplikasi Madzhab Manbaji: Ikhtiar 
Menggagas metodologi Ijtihad Figh Sosial, dalam buku Metodologi Figh Sosial, dari Oauli Menuju 
Manhaji, Pati: Fikih Sosial Institute Staimafa. 2015, h. 98 

29  KH.MA. Sahal Mahfudh, Agenda Krusial Bahtsul Masa'i: Mempertimbangkan realitas di 
Hadapkan Kebenaran Teoritik, dalam buku khittah dan Khidmah, Kumpulan Tulisan Majma' 
Bubuts An-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-NU-an). Pati Majma? Buhuts An-Nahdliyyah, 2014. 
h.74-76. 
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Berbeda dengan madzhab gauli, pengembangan madzhab mwanhaji 


dilakukan dengan menggunakan pengembangan teori wasalikul illaf 


supaya figh relevan dengan kemaslahatan umum (masalah ammah)"' 


Menurut Zakariya Al-Anshari, metode untuk menumakan i/lat, 
dilakukan melalui beberapa tahap, pertama, melalui nash baik al-Yur'an 
maupun hadis, baik secara sharih (jelas) ataupun isyarat. Kedua, melalui 


ijma” ulama”. Ketiga, melalui ijtihad dengan melihat kesesuaiannya 
(munsabah) atau melalui verifikasi atau uji coba (a-sabr wa aktagsim)” 


Tetapi Kiai Sahal mengembangkan teori mwasalikul illat diatas, 
dengan menggabungkan pemahaman giyasi murni dengan magasidus 
syariah (lima tujuan aplikasi syariah). Dengan demikian, lapangan 


ijtihad akan terfokus pada wilayah pengembangan masdlikul illat saja 


sehingga figh relevan dengan kemaslahatan umum (masalah ammah) 


4. Kontribusi Ijtihad Tathbigi KH. Sahal Mahfudh dan Pengembangan 
Figh Indonesia 


Menurut Kiai Sahal, memahami hukum Islam dalam rangka 
pembaharuan hukum Islam sebagai pengembangan masa depan figh 
di Indonesia hendaknya tidak hanya sebatas pada hukum-hukum 
Islam formal" yang penerapannya memerlukan seperangkat lembaga 
dan sistem peradilan tertentu. Tetapi lebih kepada aplikasinya dengan 


“0 Masalikul illat adalah jalan atau cara menemukan alasan (i//a/) yang digunakan dalam 
penetapan hukum. 

8! KH.MA. Sahal Mahfudh, Agenda Krusial Bahtsul Masa'il: Mempertimbangkan realitas di 
Hadapkan Kebenaran Teoritik, dalam buku khittah dan Khidmah, Kumpulan Tulisan Majma' 
Buhuts An-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-NU-an). Pati Majma? Buhuts An-Nahdliyyah, 2014. 
h. 23 

82 Zakariya Al-Anshiri (t.th:121-122) 

"8 Jamal Ma'mur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH.MA Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima 
Ciri Utama, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Jakarta: 2015), h. 27 

"4 Hukum formal mencakup hukum pidana (jinayah), hukum ta'zit dan hukum perdata yang 
menyangkut permasalahan mu'amalah dan prosedural, semua hukum-hukum tersebut 
tidak akan bisa ditegakkan tanpa lembaga peradilan yang memadai dan mendapatkan 
legalitas dari sistem hukum yang berlaku, hukum-hukum ini bisa disebut hukum spesifik 
(ahkam khassah). Sebaliknya ada hukum moral yang bersifat universal (ahkam '“aammah) 
yaitu penegakkan hukum yang tidak harus ditopang dengan lembaga peradilan tertentu. 
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menekankan nilai-nilai moral dan kemanusian yang harus ditegakkan 


dan dijunjung tinggi oleh semua komponen masyarakat yang ada 
karena sistem hukum Islam ini lebih pada kaidah-kaidah hukum yang 


bersifat nilai Wega/ value) dan mempunyai ciri universal serta kedudukan 
hukum-hukum moral tersebut sebagai nilai kemanusian dapat dilihat 


dari keberadaannya yang sesuai, diterima dan dijunjung tinggi oleh 
semua sistem nilai yang ada di dunia ini.” 


Lebih lanjut Kiai Sahal memberikan enam alasan nilai-nilai moral 


tersebut, antara lain: 


1. 


Keadilan, merupakan tiang pokok dari semua sistem hukum yang 
dikenal peradaban, apapun bentuk hukum yang berlaku tujuan 
utamanya adalah menegakkan keadilan karena dengan keadilan 
semua hak-hak asasi masyarakat akan terjamin dan terlindungi. 
Keadilan merupakan nilai kemanusiaan yang bila ditegakkan akan 
menciptakan ketenteraman dan stabilitas. Islam melihat keadilan 
sebagai bagian dari tagwa, al Gur'an menjelaskan: “Berbuatlah adil, 
sesungguhnya berbuat adil adalah bagian dari tagwa” (OS Al-Ma'idah: 
8). Namun demikian keadilan bukan nilai yang menjadi hak paten 
dalam Islam. 


Kejujuran, merupakan pendukung utama bagi terciptanya 
keadilan, sebab dengan kejujuran seseorang cenderung untuk 
bersikap terbuka dan transparan, keterbukaan dan transparansi 
inilah yang akan mengantarkan pada perbuatan adil. Terjadinya 
penyelewengan dan manipulasi hukum sering disebabkan oleh 
ketidakjujuran dan sikap non transparan, sosialisasi nilai-nilai 
kejujuran dalam masyarakat tidak bisa mengandalkan hanya 
kepada peran pelaku hukum atau institusi pemerintah, namun 
juga harus ditopang dengan sistem dan aturan serta iklim hukum 


Sahal Mahfudh, Peran Hukum Islam dalam Menciptakan Masyarakat Madani Indonesia, h. 3. 


Tidak ada keterangan tempat dan waktu, makalah tidak dipublikasikan 


28 Sahal Mahfudh, Peran Hukum Islam dalam Menciptakan Masyarakat Madani Indonesia, h. 3. 


Tidak ada keterangan tempat dan waktu, makalah tidak dipublikasikan. 
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yang berlaku di dalamnya. Al Gur'an menegaskan: “Hai orang-orang 
Jang beriman bertagwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan 
Jang benar (OS. al-Ahzab:70) 


3. Kebebasan, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan, 
baik kebebasan berpendapat, berpolitik, berekspresi, bertindak 
dan bahkan berideologi, konsep “Ja ikraha fiddin” atau tidak ada 
paksaan dalam agama (O.S. al-Bagarah:265) merupakan salah satu 
landasan utama dalam Islam. Konsep ini lebih kepada legitimasi 
terhadap eksistensi pluralitas bukan membenarkan pluralitas nilai 
dan hukum yang ada dalam masyarakat secara substansif. Artinya 
kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
dasar Islam dan kemasyarakatan yang ada serta koridor hukum 
yang mengaturnya. 

4. Persamaan di muka umum, hukum harus ditegakkan dengan 
tanpa melihat perbedaan, baik warna kulit, jabatan, suku, maupun 
kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu ajaran Islam menyerukan 
persamaan (eguality) di muka umum, dengan persamaan di muka 
umum akan mengimplementasikan supremasi hukum, karena 
hukum berada di atas semua komponen masyarakat yang serta 
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara 
terpadu. Konsep penciptaan dari asal yang satu yaitu Nabi Adam 
As (OS. Al-Nisa':1), konsep persamaan ini mengajarkan bahwa 
manusia mempunyai martabat yang sama, khususnya di muka 
hukum Allah. 


5. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tak seagama, konsep 
ini difahami dari dua dimensi. Pertama, konsekuensi logis dari 
pengakuan terhadap konsep kebebasan dan persamaan. Hukum 
Islam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat 
tak seagama atau kaum minoritas untuk menjalankan agama dan 
menegakkan hukum-hukumnya, namun perlindungan hukum 
yang diberikan harus sesuai dengan nilai-nilai dasar keislaman dan 
kemasyarakatan yang berlaku, sehingga tidak mengakui adanya 
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penegakan “emasan” dan “penganak tirian” terhadap kelompok 
agama atau aliran tertentu yang ada dalam masyarakat. Kedua, 
Islam melegitimasi eksistensi segala bentuk perbedaan (1&htila) 
yang ada dalam masyarakat karena hal itu merupakan sunnatullah 
(OS. Huud:118-4119). Pluralitas nilai, hukum dan bahkan 
keyakinan mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional, 
artinya perlindungan hukum diberikan kepada perbedaan yang 
tidak mengancam nilai-nilai dasar keislaman dan kemasyarakatan, 
terutama dalam masalah-masalah keduniaan. Sehingga aksi 
anarkisme dan ingin menang sendiri termasuk perbuatan ilegal 
dalam prespektif hukum Islam. 


. Menjunjung tinggi supremasi hukum Allah, merupakan kewajiban 
seorang muslim untuk menjunjung tinggi dan mematuhi hukum 
Allah karena inilah manifestasi puncak keimanan dan keislamannya 
(OS. Al Maidah:44, 45, 46). Hukum Allah harus diposisikan diatas 
semua hukum yang ada. Sehingga tugas seorang muslim dalam 
kaitannya dengan hukum tertuang dalam dua dimensi. Pertama, 
tuntutan mempelajari dan mengetahui hukum itu sendiri (wawasan 
hukum). Kedua, tuntutan untuk mengimplementasikan hukum- 
hukum tersebut baik pada skala personal maupun kemasyarakatan 
(kesadaran hukum). 


Lebih lanjut Kiai Sahal berpendapat bahwa apapun bentuk 
dan corak hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat, sejauh 
menyentuh dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam akan bisa 
dikategorikan dalam hukum Islam itu sendiri, meskipun dengan tanpa 


label spesifik dan meskipun dengan tanpa institusi serta perangkat 


hukum yang spesifik. Agar ruang gerak bagi proses berkembangnya 


hukum Islam di Indonesia. Menurut Kiai Sahal kuncinya hukum 
Islam tersebut tetap dibiarkan leluasa supaya menstimulus agar 
hukum-hukum tersebut bisa lebih berkembang dinamis. Sehingga 


86 Sahal Mahfudh, Peran Hukum Islam dalam Menciptakan Masyarakat Madani Indonesia, h. 4-6. 
Tidak ada keterangan tempat dan waktu, makalah tidak dipublikasikan. 
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memberikan sumbangsih yang dinamis terhadap pengembangan 
masa depan figh Indonesia secara keseluruhan. 


Terkait pengembangan pemikiran umat Islam dalam figh atau 
hukum Islam, Abdullah Saeced berpendapat ada enam kategorisasi 
kelompok pemikir muslim yang sedang mengemuka di dunia muslim 
saat ini termasuk di Indonesia, antara lain: (1) The legalist traditionalist, 
yang titik tekannya adalah pada hukum-hukum yang dikembangkan 
dan ditafsirkan oleh ulama periode pra-modern. (2) The theological 
puritans, yang fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan 
doktrin Islam, (3) The political Islamists, pemikirannya cenderung aspek 
politik Islam yang tujuan akhirnya mendirikan negara Islam, (4) 
The Islamists extremists, yang memiliki kecenderungan menggunakan 
kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang 
dianggapnya sebagai lawan baik muslim ataupun non-muslim, (5) The 
secular muslims, yang beranggapan bahwa agama adalah urusan pribadi, 
(60) The progressive ijtihadists, yaitu para pemikir modern atas agama yang 
berupaya menafsir ulang ajaran agama agar bisa menjawab kebutuhan 
modern.” Kategorisasi pemikiran dewasa ini juga hampir sama 
dengan sebelumnya sebagimana diungkapkan oleh Tarig Ramadhan, 
antara lain: (1) Scholastic Traditionalism, (2) Salafi Literalism, (3) Salafi 
Reformism, (4) Political Literalist Salafism, (5), Liberal or Rational reformism, 
(0) Sufism 8 

Karakteristik pemikiran muslim progresif, antara lain: (1) 
mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam 
tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial 
dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim 
saat ini, (2) mendukung perlunya fresh jitihad dan metodologi baru 
dalam ijtihad, (3) mengkombinasikan khazanah kesarjanan Islam 
yang ada dan mengintegrasikan secara kreatif dengan pemikiran 
21 Abdullah Saced, Telan Thought An Intoduction, (London and New York: Routledge, 2006), 

142-150 


"8 Tarig Ramadan, Western Muslim and the Future of Islam, (New York: Oxford University 
Press, 2004), 24-28 
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dan pendidikan Barat modern, (4) penuh optimis bahwa dinamika 
sosial, baik intelektual, moral, hukum, ekonomi atau tekhnologi dapat 
direfleksikan dalam hukum Islam, (5) tidak terikat pada dogmatisme 
atau madzhab hukum dan teologi Islam tertentu dalam pendekatan 
kajiannya, (6) lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada nilai- 
nilai substansial Islam seperti keadilan sosial, kesetaraan, HAM dan 


relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. 


Kehadiran pemikiran Islam progresif dalam figh bertujuan 
untuk merumuskan hukum Islam yang menjadi refrensi alternatif dan 
solutif bagi terciptanya masyarakat berkeadilan yang menjunjung nilai- 
nilai kemanusiaan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, 
serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dengan 
mendudukkan semua warga negara setara (egual) dan memperoleh 
perlakuan yang adil, kaum minoritas dilindungi dan dijamin hak- 
haknya secara setara dan adil. Maka, transformasi hukum Islam yang 
identik dengan sosial kemanusiaan hukum Islam dan demokrasi, selain 
akan mengantarkan figh menjadi hukum publik yang dapat diterima 
oleh semua kalangan, juga kompatibel dengan kehidupan masyarakat 


kontemporer. 


Kewenangan figh dengan ijtihadnya, bukan saja pada masalah- 
masalah teoritis seperti penemuan hukum-hukum syara” amaliah, 
melainkan juga pada masalah-masalah pelaksanaanya. Untuk itulah 
sebagian ulama” figh memperluas difinisi ijtihad dengan kesungguhan 
dan pengerahan segala kemampuan pemikiran secara optimal untuk 
menemukan hukum-hukum syara? dan pengamalannya.'"' 


Dari difinisi diatas, ijtihad merupakan upaya penentuan hukum- 
hukum syara” tentang apa yang seharusnya dilaksanakan, juga 
mengupayakan suatu ketentuan strategis tentang bagaiman hukum- 
29 Tarig Ramadan, Western Muslim and the Future of Islam, (New York: Oxford University 

Press, 2004), 150-151 
40 Yusdani, Figh Politik Muslim Progresif, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 319 


41 Abdul Wahab Afif, Figh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis, (Bandung: 
IAIN Sunan Gunung Djati, 1991), h.7 
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hukum itu bisa diterapkan, aturan dan pelaksanaannya ini tidak 
bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus mempertimbangkan strategi 
aplikasinya (tathbig) sehingga hukum Islam tidak hanya sebagai 
khazanah hasil-hasil pemikiran karena dengan adanya strategi 
aplikasinya (tathbig) akan membawa figh sebagai suatu aturan yang 
dapat dinikmati oleh manusia (mahkum alaih).? 


Maka dalam pengembangan figh dalam konteks non ibadah 
menurut Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, tidak patut kita berbuat 
kaku pada nas-nas (teks Our'an dan hadis) dan fatwa-fatwa terdahulu, 
juga tidak perlu kita menutup diri dari perkembangan zaman dan 
kemaslahatan kekinian.” 


Ibn al-Gayyim al-Jauziyyah,”" berpendapat bahwa hukum itu 
selalu berubah mengikuti perubahan zaman, tempat dan kebiasaan 
manusia. Menurut Mujiono Abdillah ada dua faktor internal dan 
eksternal terjadinya perubahan hukum Islam, yaitu: pertama, karena 
faktot internal, antara lain hukum Islam bersifat luwes, memliki 
teks syar'i yang ghanni yang berpeluang untuk berubah dan selalu 
terbuka untuk diubah, merespon sosiohistoris untuk solusi problem 
aktual, untuk kemaslahatan umat. Kedua, faktor internal, antara lain: 


2 Amir Mw'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UH Press 
Indonesia, 1999), 37 

48 Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit a-Maslahah fi asy-Syari'ah akIslamiyah, (Beirut: 
Muassasah at-Risalah, 1986), 12. 

4 Ibn al-Gayyim al-Jauziyyah adalah murid dari Ibnu Taimiah, beliau hidup pada abad 
kebangkitan kembali (pemikiran) hukum Islam yaitu abad ke-14 M, kemudian pemikiran 
beliau dilanjutkan oleh Mohammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 M, diteruskan 
lagi oleh Jamaludin al-Afghani pada abad ke-19, kemudian tumbuh dan berkembang 
pemikiran hukum Islam seperti Muhammad Abduh (W. 1905 M) dan Muhammad Rasyid 
Ridha (w1935 M), lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 1990), h.16 

M3 Sg OKU ol VL ee 2Sb VI . Lihat Ibn al-Gayyim al-Jauziyyah , Ham a-Muwagi'in an 
rabb ak Alamin, (Beirut : Dar al-Jail, 1973)., II, h. 14 
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terjadinya perubahan sosial masyarakat muslim, terjadinya akulturasi 


sosial masyarakat muslim dengan non muslim.” 


Sedangkan al-Subki berpendapat bahwa hukum adalah wahyu 
Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf, baik sifatnya 
tuntunan, pilihan atau ketetapan. Hukum Islam menurut Prof. Hasbi 
diartikan dengan koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan 
syari'ah atas respon masyatakatnya"' 
Agil Husin Al-Munawar hukum Islam adalah hukum yang dibangun 


sedangkan menurut Prof. Said 


berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Guran maupun Al- 
Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 
universal-relevan pada setiap gaman (waktu) dan makan (ruang) 


manusia. 


Dari berbagai pandangan para pakar hukum Islam dapat 
dipahami bahwa sekarang kita berada pada suatu generasi yang hidup 
jauh dari kehidupan Rasullullah Saw, a-Khulafau al-Rasyidin, atba'ul al- 
Tabi'in, para imam madzhab, dan fugaha klasik. Tidak saja jauh dalam 
hal rentang waktu, lebih jauh lagi dalam hal karakteristik budaya dan 
peradabannya. Karena setiap fenomena-fenomena sosial budaya 
yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi memperoleh 
petunjuk atau jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu) 
sebagaimana zaman rasullullah Saw ketika menghadapi problem 
yang krusial, maka al-Guran turun sebagai jawabannya. Rasullullah 
saw sudah berpulang ke rahmatullah, sedangkan permaslahan- 
permasalahan hukum berkembang secara fariatif dan menuntut 
jawaban, sosial budaya juga mengalami perkembangan dan motif 
yang jauh berbeda dibandingkan era-era sebelumnya. 


46 Lihat Mujiono Abdillah, Diakktika Hukum Islam Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis 
Atas Pemikiran Ibn Oayyim al-Janziyyah, (Surakarta: Muhammadiyyah University Press, 
2003). 

#7 Lihat Amir Syarifuddin, Perubahan Pemikiran dalam Islam, (Bandung : Angkasa Raya, 1993), 
h.17. 

48 Lihat Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawat, MA, hukum Islam & Pluralitas Sosial, (Jakarta 
: Paramadani, 2010), h.6 
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Fenomena ini merupakan bukti riil dari beberapa agenda 
permasalahan yang dianggap cukup berat bagi para pemikir hukum 
Islam belakangan. Mereka dituntut untuk melakukan re-interpretasi 
terhadap teks, pesanal-Our'an selalu bisa berinteraksi dan berdealektika 
dengan perkembangan sosial budaya kekinian. Ini merupakan motif 
akan perlunya upaya formulasi pemikiran hukum Islam menjadi suatu 
keniscayaan yang selalu ada dan tak kunjung reda. 


Sementara di sisi lain, dalam jangka waktu yang relatif lama, 
belum tampil metodologi (ushiil figh) produk ulama modern, yang 
relevan dengan konteks budayanya. Sehingga keinginan reformulasi 
pemikiran hukum Islam amat mendesak karena belum diimbangi 
dengan metodologi barunya dengan masih menggunakan metodologi 
yang diterbitkan oleh ulama beberapa abad yang lalu, tanpa melihat 
relevansi perkembangan budaya, di satu pihak hanya berbekal dengan 
keyakinan nalarnya yang secara kualitatif belum banyak diakui 
sehingga mempertajam perbedaan dari hasil penggalian hukum. 


Perbedaan pandangan dalam interpretasi hukum ini terjadi sejak 
sepeninggalnya beliau baginda Rasul saw, perbedaan itu muncul 
karena terjadi perbedaan secara metodologis,” terdapat lafad-lafad 
yang homonim dalam teks al-OJur'an dan yang paling menjadi pemicu 
utama terjadinya perbedaan pandangan dalam penafsiran hukum 


49 Perbedaan pandangan dalm interprestasi hukum ini secara ilmu sosiologi terpecah 
menjadi dua yang masing-masing dalam fenomena sosial memiliki peran baik struktural 
maupun fungsional, yaitu aliran yang mempunyai metodologi berfikir substansialisme 
filosofis dan aliran yang mempunyai metodologi berfikir formalisme dogmatis. Pada 
kelompok pertama yaitu substansialisme filosofis, dalam menginterpretasi hukum 
melalui daya nalar dan berpijak pada tujuan filosofis dari pesan agama tersebut, sehingga 
tumbuh sikap kritis dan terbuka dalam beragama (open mind). Sedangkan pada kelompok 
kedua yaitu formalisme dogmatis, dalam menginterpretasi hukum melalui pendekatan 
tekstual dogmatis, pesan agama hanya ditangkap maknanya melalui pemahaman tekstual 
kemudain diterapkan sesuai dengan simbol keagamaan, sehingga cenderung radikal dan 
eksklusif bahkan bersikap oposan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengannya. 
Lihat Mujiyono Abdillah, Is/am Dialektik Varitas Islam Terkini, (Semarang: CV. Putra al- 
Hikmah Mandiri, 2013). 
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adalah belum diterbitkannya metodologi sistematis untuk menggali 


suatu hukum khususnya di Indonesia”. 


Beberapakelompokkajian Islammisalnya, yangmengatasnamakan 
kelompoknya sebagai pembaharu dalam pemikiran Islam, ternyata 
pemikiran yang muncul masih sebatas semangat pembaharuannya, 
dan belum menyentuh pada bekal pisau analisis (ush#I figh) yang baku, 
seperti kajian hukum yang terjadi pada dua organisasi besar yaitu 
NU dengan Bahtsul Masail dan Muhammadiyyah dengan tarjihnya. 
Keduanya masih berkutat dalam mempertahankan fanatisme 
madzhabnya masing-masing dengan selalu merujuk pada kaidah- 
kaidah metodologi Imam Syafi'i. 


Padahal dalam paradigma ushul figh klasik terdapat lima 


prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang 


mengikuti masa, yakni: pertama, Prinsip Ijma””?. kedua, Prinsip Giyas"', 


20 Beberapa agenda permasalahan hukum yang mendesak dan memerlukan lahirnya 


metodologi sistematis yang relevan dengan reformulasi hukum Islam kontemporer seperti 
hukum haram pada bunga bank, pembagian harta warisan, zakat, pemberian izin budak- 
budak sahaya sebagai pengatur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria disamping 
istrinya. Contoh-contoh diatas adalah realitas ketentuan teks yang banyak ditinggalkan 
oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung (Sadzali, 
1995:87-88). Lihat Munawir Sadzali, Gagasan Ajaran Islam : dalam Kontekstualisasi Ajaran 
Islam, (Jakarta : Paramadina, Jakarta Selatan, 1995), h.87-88. 

Lihat Roibin, Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i, (Malang: 
UIN Malang Press, 2008), h.55-56. 

Kamal (2008:231), mendifinisikan ma?” dengan membahas permasalahan yang 


w 
kran 


1 
Pri 
R 


membutuhkan kepastian hukum, jika ada dalilnya di nash, maka mereka mengambilnya, 
jika belum ditemukan dalilnya dalam nash (Al-Ouran dan Sunnah), maka para sahabat 
berkumpul dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan hukum atau mereka berbeda 
pendapat sebagian satu dengan yang lain maka mereka melakukan ketetapan hukum yang 
telah mereka sepakati bersama meski sebelumnya beda pandangan. 

Menurut Abu Zahrah (t.th.:218), menjelaskan giyas menurut ahli hukum Islam adalah 
penalaran analogis, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari prinsip tertentu yang 


35 


terkandung dalam suatu preseden, hingga sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan 
ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan sifat 
esensial umum yang disebut dengan alasan (//ah). Lihat Abu Zahrah, Ush4/ figh , (Dar 
al-Fikr al-Arabi, t.th). 
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ketiga, Prinsip Maslahah  Mursalah “' keempat, Prinsip memelihara 
Urf”35, dan kelima, berubahnya hukum dengan berubahnya masa. 
Lima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya 
hukum Islam. 


Dalam hal perubahan hukum Islam sebagai sebuah keniscayaan, 
Kiai sahal berpendapat: 


Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya figih terus berkembang 
lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola 
pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami 
perubahan. Para peletak dasar figih, yakni imam madzhab (mujtabidin) dalam 
melakukan formasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al- 
Ouran dan Hadis) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan “konteks 
lingkungan” keduanya baik asbab a-nuzul maupun asbab a-wurud. Namun 
konteks lingkungan ini kurang berkembang di kalangan NU. la hanya 


84 Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti (1973: 330), dalam karyanya Dawabit al- 
Maslahih fi al-Syariah al-Islamiyyah, menyatakan bahwa Maslahih mursalah adalah maslahah 
yang didiamkan oleh syara” dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan 
secara eksplisit. Disebut juga dengan istishlah (- SY!) yaitu segala sesuatu kemanfaatan 
yang masuk dalam lingkup tujuan syara” (magashid a-Syar'ah) yang selain maslahah 
mu'tabaroh dan selain maslahah mulghoh, namun tidak ada petunjuk syara” yang 
memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara” yang menolaknya. 


Lebih lanjut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti (1973:409-410), masih dalam karyanya 
Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah, menyatakan bahwa maslahah mursalah dapat 
dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi tiga kriteria, yaitu: Pertama, 
maslahah tersebut haruslah yang nyata (hagigi) serta benar-benar membawa kepada 
kemanfaatan dan menolak kemazdaratan bukan hanya sekedar berdasarkan prasangka, 
karena kalau hanya sekedar berdasarkan prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka 
adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah 
berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar. Kedua, 
kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan 
yang khusus baik untuk individu maupun kelompok tertentu, artinya kemaslahatan 
tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat menolak kemudaratan 
terhadap banyak orang pula. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan 
kemaslahatan yang terdapat dalam al-Gur'an dan al-Hadits baik secara zahir maupun 
batin. 

"8 Zahrah (t.th.:273) urf adalah segala sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam 
pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. 
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dipandang sebagai pelengkap (komplemen) yang memperkuat pemahaman 
karena yang menjadi fokus pembahasannya adalah norma-norma baku yang 
telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab. Fungsi syarah, hasiyah dan taligat 
juga dipandang sebagai “figuran” yang hanya berfungsi sebagai memperjelas 
pemahaman teks. 

Pernyataan Kiai Sahal di atas, mengindikasikan bahwa 
perubahan hukum Islam atau kontekstualisasi teks-teks figih (bukan 
tekstualisasi) sebagai sebuah keniscayaan. Kontekstualisasi diartikan 
sebagai usaha memaknai figih agar sesuai dengan konteks (ruang dan 
waktu) yang dihadapi. Konteks sekarang tidak sama seperti konteks 
dahulu sehingga membutuhkan pemahaman baru terhadap konteks 
sekarang, lengkap dengan seperangkat tantangan dan dinamika sosial 
yang mendampinginya, corak ini sangat berbeda dengan pemahaman 
tekstual yang normatif (tekstualisasi) dan cenderung berorientasi 


kepada masa lalu, sehingga akan mengalami stagnasi.” 


B. Respon dan Tanggapan MUI Terhadap Ijtihad KH. Sahal 
Mahfudh 


Menurut Martin Van Bruinessen, Sahal Mahfudh merupakan 
salah seorang kiai yang paling awal terlibat dalam proyek-proyek 
pengembangan umat, memegang posisi pimpinan di NU dan MUI 
dari tingkat regional, propinsi sampai nasional. 


Karir Kiai Sahal di MUI (Majelis Ulama” Indonesia), di mulai 
pada tahun 1980-an menjadi Ketua MUI Pati, tahun 1990 menjadi 
Ketua MUI Tingkat I Jawa Tengah, menjabat lagi Ketua MUI Jawa 
Tengah selama dua periode (1990-1995/ 1995-2000 M). Setelah tahun 


286 Lihat KH.MA. sahal Mahfudh, Solusi Problematika Hukum Islam: Keputusan Muktamar, 
Munas dan Konbes NU 1929-1999, (Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Daintama, 2005), 
h.xv. 

87 Lihat Jamal Ma'mut Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH.MA Sahal Mahfudh: Elaborasi 
Lima Ciri Utama, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Jakarta),h.3 

38 Lihat Martin Van Bruinessen, Ny Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru, 
Yogyakarta:LkiS. 1994, h. 296. 
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2000 Kiai Sahal dipercaya menjadi Ketua Umum MUI Pusat (2000- 
2005), dipilih berturut-turut selama tiga periode pada jabatan yang 
sama Ketua Umum MUI Pusat (2005-2010/2010-2015).” 


Setelah Kiai tiga periode berturut-turut menjabat sebagai Ketua 
Umum MUI Pusat dan Rais Am Syuriyah PBNU, kedua jabatan itu 
digantikan oleh Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya 
sebagai respon pribadi beliau dan sekaligus sebagai ketua umum 
MUI Pusat ketika meresmikan pondok pesantren Maslakul Huda 
lil-Mubtad?'at di Kajen Margoyoso Pati, pada hari Kamis, tanggal 6 
Desember 2017, menyampaikan sosok Kiai Sahal tidak tergantikan, 
pemimpin setelah Kiai Sahal hanya meneruskan gagasan dan 
perjuangan besarnya. Dalam konteks kepemimpinan nasional Kiai 
Sahal berhasil memposisikan diri sebagai sosok yang moderat yang 
bisa menjembatani kepentingan yang ada baik organisasi, masyarakat 
dan negara. Kiai Sahal juga menghindari pernyataan yang kontroversi 
karena pernyataan tokoh besar tidak boleh sembarangan karena 
berdampak besar bagi politik bangsa dan mudah diputarbalikkan 


orang tertentu untuk kepentingan praktis politis. 


Dalam konteks pemikiran, Kiai Sahal adalah sosok ulama yang 
diakui kedalaman dan produktivitas karyanya yang dikaji di dalam 
dan luar negeri, seperti kitab Tharigatul Husul dalam bidang ilmu 
ushul figh dan Anwarul Bashair dalam bidang kaidah-kaidah figh. 
Kiai Sahal adalah sosok sufi yang menghindar dari dunia publisitas 
dan popularitas semu dengan mengedepankan kerja riil di tengah 
masyarakat dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Pemikiran dan 
perjuangan Kiai Sahal diapresiasi birokrasi, akademisi, LSM dan lain- 
lain. Salah satu warisan gagasan dan kerja riil atau ijtihad Kiai Sahal di 


"8 Lihat Ichwan Sam dkk, Panduan Ulama? Ayomi Umat: Kiprah Sosial 70 Kiai Sahal, (Jakarta: 
Majelis Ulama Indonesia, 2007), Cet. I, h.4-6. Lihat juga Jamal Ma'mur dkk, Mempersiapkan 
Insan Sholih- Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah 
Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad), (Pati:Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), 
117-118 

“0 Jamal Ma'mut Asmani, Suara Muria, Sabtu, 09 Desember 2017 
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masyarakat adalah semakin berkembang pesatnya Pondok Pesantren 
Maslakul Huda dengan mendirikan Ma'had Aly bidang figh dan ushul 
figh untuk mengembangkan pemikiran Kiai Sahal, mempersiapkan 
BLK (balai latihab kerja) komunitas pesantren yang diproyeksikan 
manjadi lahan pendidikan vokasi, mendirikan Pesantren Lil-Mubtadiin 
untuk anak-anak usia SMP ke bawah, mendirikan PAUD An-Nismah, 
TK dan SD An-Nismah, merintis perguruan tinggi dari Sekolah 
Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah (Staimafa) berubah menjadi 
Institut Pesantren Mathali'ul Falah (Ipmafa).'8 


Mendirikan gedung baru Perguruan Islam Mathali'ul Falah 
(PIM) Lil-Banat lantai lima yang masih dalam proses pembangunan, 
merintis lembaga keuangan dari BPR Arta Huda sampai BPRS Arta 
Mas melalui pergerakan kaderisasi dan mengedepankan ijtihad jama'i 
(kolektif) dari pada ijtihad fardi (individu), dengan indikasi semua 
rintisan lembaga yang dibangun Kiai Sahal dalam pengembangan 
umat selalu berbasis organisasi dengan struktur dan sistem yang jelas, 


rapi dan profesional bukan mengandalkan individu atau figur. 


Figh atau hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai alat untuk 
mengukur kebenaran ortodoksi, tetapi juga harus diartikan sebagai 
alat untuk membaca realitas sosial untuk kemudian menngambil sikap 
dan tindakan tertentu atas realitas sosial tersebut. Sebagaimana salah 
satu tokoh pesantren yaitu Kiai Sahal Mahfudh yang menurut Ahmad 
Baso dianggap sebagai tokoh pesantren yang berhasil melakukan 
pergeseran paradigma (paradigm shif) dalam figh, dari kebenaran 
ortodoksi menjadi pemaknaan sosial.” Sehingga figh atau hukum 
Islam memiliki standar ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur 
realitas sosial dengan ideal-ideal syar?at yang berujung pada hukum 
halal atau haram, boleh dan tidak boleh, dan sekaligus pada saat yang 
sama menjadi alat rekayasa sosial. Dalam ilmu hukum disebut ilmu 
3 Yaris Memur Assikhi, Suara Muria, Sabtu, 09 Desember 2017 
362 Jamal Ma'mut Asmani, Suara Muria, Sabtu, 09 Desember 2017 


33 Lihat Ahmad Baso, Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fikih NU, dalam 
Wacana Baru Figh Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie, (Bandung: Mizan, 1997), h.137. 
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ganda hukum, yaitu fungsi hukum sebagai socia/ control dan fungsi 
hukum sebagai social engineering” 


Aplikasi ijtihad (ijtihdd tathbigi) pada era sekarang khususnya di 
Indonesia yang notabene merupakan negara berpenduduk muslim 
terbesar termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga jjtihad. 
Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibawah naungan 
Kementrian Agama, atau lembaga ijtihad dua organisasi Islam (sosial 
keagamaan), seperti Bahtsul Masail-nya Nahdlatul Ulama (NU), 
Majlis Tarjih dan 'Tajdid-nya Muhammadiyah (MD), baik ditingkat 
lokal maupun regional dan masih banyak lagi lembaga-lembaga Islam 
yang bergerak dalam bidang ijtihad. 


C. Respon dan Tanggapan DSN-MUI Terhadap Ijtihad KH. 
Sahal Mahfudh 


Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dibentuk oleh Majelis Ulama” 
Indonesia (MUI) dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga- 
lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai 
ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Peran 
dibentuknya DSN adalah proaktif dalam menanggapi perkembangan 
masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan. “Serta 
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas 


lembaga keuangan syatiah dan lembaga bisnis syari'ah.” 


Surat keputusan dewan pimpinan MUI No. Kep-200/MUI/ 
VI/2003 tentang pengembangan organisasi dan keanggotaan dewan 
syariah nasional (DSN) periode tahun 2000-2005, mengangkat K.H. 
M.A. Sahal Mahfudh sebagai Ketua, Prof. Dr. H. Umar Shihab, Prof. 


“4 MA. Sahal Mahfudh, 2007, Nuansa Figih Sosial, Cet.VI. Yogyakarta: LkiS, h. x 

'5 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama” Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah 
Nasional, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), Jilid I, Cet.4, h. 423 

“6 Dewan Syarah Nasional Majelis Ulama? Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah 
Nasional, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), Jilid I, Cet.4, h. 442 
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Drs. H. Asmuni Abdurrahman serta KH. Ma'ruf Amin, sebagai wakil 
ketua." 


Ketua dewan pembina MES pusat Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin 
dalam sambutannya di acara Munas MES pada hari Kamis, 30 
Nopember 2017 menyatakan saatnya umat Islam merebut panggung 
ekonomi yang saat ini diambil alih oleh kelompok lain, kesenjangan 
antara yang kuat dan lemah harus diatasi dengan pemberdayaan 
ekonomi umat dengan ekonomi syariah sebagai pilar utamanya dan 
pesantren diharapkan menjadi pioner kebangkitan ekonomi syariah. 
Di beberapa pesantren sudah berdiri lembaga keuangan mikro 
syariat (LKMS) yang diharapkan menjadi fasilitator dan dinamisator 
pemberdayaan ekonomi umat, sehingga LKMS yang kredibel dan 
akuntabel diberi kucuran dana kurang lebih 5 milyar. Karena itu 
pemerintah merespon positif arus baru ekonomi syariah dengan 
membuat dua kebijakan, yaitu: pertama, redistribusi aset artinya 
aset negara yang tidak produktif diambil dan diserahkan kepada 
masyarakat, kedua, kemitraan strategis dengan kelompok-kelompok 


masyarakat.” 


Menurut Ma'ruf Amin dua program ini harus disambut secara 
proaktif oleh umat dalam rangka menegakkan ekonomi syariah di 
negeri Muslim terbesar di dunia, sehingga di masa yang akan datang 
yang tegak bukan Alfa Mart atau Indo Mart, tetapi Hamdalah Mart 
atau Basmallah Mart.” 


Menurut Kiai Sahal pesantren harus melakukan tindakan nyata 
untuk membantu menyelesaikan persoalan umat, termasuk dalam 
bidang ekonomi. Pendirian BPR dan unit-unit usaha yang lain 
merupakan wujud nyata kiprah pesantren Maslakul Huda dalam 


'7 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama? Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah 
Nasional, Jakarta: Gaung Persada, 2006), Jilid I, Cet.4, h. 445 
Sambutan Ketua dewan pembina MES pusat Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam acara 
Munas MES di Jakarta pada hari Kamis, 30 Nopember 2017 
Sambutan Ketua dewan pembina MES pusat Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam acara 
Munas MES di Jakarta pada hari Kamis, 30 Nopember 2017 


368 


369 


123 


ljtihad Tathbigi KH Sahal Mahfudh (Sebagai Pengembangan Masa Depan Figh Indonesia) 


mengatasi problem keumatan, karena usaha-usaha yang dikelola 
pesantren merupakan wujud dakwah bil hal (syPar lewat perbuatan) 
dan pendirian amal usaha itu merupakan cara agar isi kandungan 
kitab-kitab yang dipelajari di pesantren membumi, menjadi nyata dan 
terasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sebagai fugoha (ahli figh) harus 
selalu getol menyampaikan figh yang memiliki keterkaitan dinamis 
dengan kondisi masyarakat yang terus berubah, sehingga terjadi 
pergeseran paradigma (paradigm shift) dari figh formalistik menjadi 
figh etik. 

Pesantren yang dipimpin Kiai Sahal Maslakul Huda sejak tahun 
1977, memiliki lembaga khusus Biro Pengembangan Pesantren dan 
Masyarakat (BPPM), menangani pengembangan masyarakat dari 
sisi menciptakan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Aksi Kiai 
Sahal itu dimulai dengan membina perajin kerupuk tayamum sampai 
mengelola BPR Artha Huda berdiri tahun 1963 yang beromset miliran 
rupiah, dismping itu Kiai Sahal juga mengelola koperasi, Rumah Sakit 
Islam (RSI) Pati yang memberikan kredit tanpa bunga kelompok 
usaha mikro dengan dana bergulir, mengajarkan masyarakat membuat 
“asuransi” kesehatan dengan menabung setiap rumah tangga tiap 
bulan di kelompoknya." 


Respon DSN-MUI terhadap jjtihad Kiai Sahal tentang pendirian 
BPR yang memberikan kredit tanpa bunga kelompok usaha mikro 
dengan dana bergulir dan membuat “asuransi” kesehatan dengan 
menabung setiap rumah tangga tiap bulan di kelompoknya, 
berdasarkan pendapat rapat pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 
26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000, memutuskan: (1) tabungan yang 
tidak dibenarkan syariah adalah tabungan yang berdasarkan bunga, 
(2) tabungan yang dibenarkan syariah adalah tabungan berdasarkan 
prinsip mudhrabah dan wadiah. Ketentuan umum tabungan 
berdasarkan mudhrabah, antara lain: (1) dalam transaksi ini nasabah 
bertindak sebagai shdhib al-mal atau pemilik dana, dan bank bertindak 


“0 Achiar M. Permana, Harian Tribun Jateng, 26-28 Januari 2014 
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sebagai mudharib atau pengelola dana, (2) dalam kapasitasnya sebagai 
mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, 
termasuk di dalamnya mudhrabah dengan pihak lain, (3) modal harus 
dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan 
piutang, (4) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, (5) bank 
sebagai mudarib menutup biaya operasional dana tabungan dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, (6) bank 
tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan. Adapun ketentuan umum tabungan 
berdasarka wadiah, antara lain: (1) bersifat simpanan, (2) simpanan 
bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, (3) 
tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 
(athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.” 


Semua keputusan DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 26 
Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000, berdasarkan Firman Allah, OS, An- 
Nisa':29, Al Bagarah:283, Al-Maidah:1, Al-Maidah:2. Dan berdasarkan 
Hadis Nabi Riwayat Ibnu Abbas: 


“Abbas bin Abd a-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengrangi lautan 
dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan 
itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 

Jang ditetapkan Abbas itu didengar Rasullullah, beliau membenarkannya.” 
(HR. Ath-Thabraniy dari Ibnu Abbas). 

Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majjah: “Nabi bersabda: ada tiga hal yang 
mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah), 
dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk 


keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majjah dari 
Shuhaby). 


“1 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 
2014), h. 52-53. 
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Ijmak diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudahrabah dan tak ada 
seorangpun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang 
sebagai ijmak.”? 


Oiyasnya transaksi  mudaharabah  digiyaskan — dengan 
transaksi musagah. Para ulama? menyatakan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang 
yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam 
memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama 
di antara kedua belah pihak. Kaidah Fikihnya: “Pada dasarnya semua 
bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 


Aris Mufti menambahkan sedikitnya ada tiga langkah dalam 
menggalakkan pemberdayaan ekonomi syariah, yaitu: pertama, 
melakukan jihad ekonomi syariah dengan mencurahkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk menggerakkan ekonomi syariah. Kedua, 
malu jadi benalu dengan berusaha keras menggapai kemandirian, 
Ketiga, berjamaah dengan bersatu dan bergerak bersama dalam 


menggalakkan pemberdayaan ekonomi umat.” 


D. Respon dan Tanggapan NU Terhadap Ijtihad KH. Sahal 
Mahfudh 


Bagi kalangan awam mungkin ketokohan Kiai Sahal tidak begitu 
dikenal kecuali sebagai tokoh NU, hal ini karena memang Kiai Sahal 
sangat jarang berbicara pada media massa dan jarang pula tampil di 
forum-forum umum atau terbuka semisal pengajian, dia lebih suka 
pada forum-forum terbatas yang dialogis, terukur, terencana dan 


"2 Wahabah Zuhaili, a-Figh ak-Islamiy wa adillatuhu, 1989, 4/ 838. 

3 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 
2014), h. 50-52. 

"4 Sambutan Aris Mufti dalam acara Munas MES di Jakarta pada hari Kamis, 30 Nopember 
2017 
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berkelanjutan.” Kiai Sahal bukan hanya sebagai tokoh pesantren 
tetapi juga seorang intelektual yang karya-karyanya menjadi referensi 
anak bangsa dan lembaga-lembaga pendidikan terutama pesantren 
dan pekerja sosial yang ide-idenya menjadi inspirasi perubahan 


masyarakat.” 


Rais Aam PBNU Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam memperingati 
haul Kiai Sahal ke-4, memberikan ceramah kuliah umum bertajuk 
“Pendekatan Nalar Ushul Figh dalam Kehidupan Berbangsa dan 
Bernegara” di Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda Fi Ushul al-Figh 
pada hari Rabu, 6 Desember 2017, menyatakan ada tiga cara berpikir 
yang tumbuh dalam umat Islam khususnya ulama” dalam menghadapi 
persoalan baru yang terjadi di masyarakat mulai dari masalah sosial, 
ekonomi, politik, kebangsaan dan sebagainya, yaitu: Pertama, Tekstualis, 
tidak berubah-berubah (#sabitatiyun) atau kelompok yang berpegang 
pada nash saja dan tidak pernah memperhitungkan taghayyur al-ahkam 
bi taghuyyuri al-amkinah wal agminah (adanya perubahan hukum karena 
terjadi perubahan tempat dan masa), sehingga melahirkan ungkapan 
“man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun (Barang siapa yang mengada-ada 
dalam urusan kami, maka dia tertolak), dianggap bid'ah jika tidak ada 


"8 Menurut Bibit Suprapto, Kiai Sahal disamping sebagai pengasuh pondok pesantren, 
dosen, rektor dan juga guru besar serta pimpinan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama 
Indonesia tingkat nasional, Kiai Sahal juga terkenal sebagai ulama' dan penulis yang 
cukup produktif. Sejak tahun 1991, ia aktif sebagai kolumnis majalah reginal dan nasional, 
terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan khususnya figh sosial dan kontekstual 
yang menjadi pemikirannya, seperti di Suara Merdeka, Warta Nahdlatul Ulama, Duta dan 
sebagainya. Di samping itu juga banyak mengisi barbagai macam pertemuan ilmiah, 
diskusi ataupun seminar. Kegiatan ini bukan saja di wilayah Jawa Tengah tetapi diberbagai 
daerah di Indonesia, apalagi setelah ia tampil sebagai tokoh tingkat nasional. Bahkan lebih 
dari itu Kiai Sahal banyak mengikuti berbagai seminar di luar negeri baik sebagai penulis, 
pemrasaran, pembahas utama, moderator atau pimpinan suatu persidangan, di antaranya: 
di filipina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Srilangka, Saudi Arabia, Beijing (China) 
maupun Kairo (Mesir). Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantara, Riwayat Hidup, 
Karya dan Sejarah Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia. 2009), h. 691 

“6 Lihat Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama? Nusantaras Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah 
Perjuangan, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia. 2009), h. 691 
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nash manshushah. Cara berpikit seperti ini menurut Rais Aam PBNU 
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin tidak berkembang.” 


Kedua, Liberalis (Mutaghayyiratun) yaitu kelompok yang kapan 
saja bisa berubah dan apa saja bisa berubah, sehingga hukum itu 
sangat berlebihan fleksibelitasnya, mereka memilki cara berpikir yang 
sangat dinamis dan memberikan tafsir yang berlebihan tanpa batasan 
dan patokan, ulama' menyebut kelompok ini seperti “Ajin (adonan) 
yang bisa berubah sesuai keinginan si pembuat kue. Ketiga, Moderat 
(awasuthiya?), kelompok yang berpikir moderat tidak tekstualis dan 
liberalis, mereka berpikir dinamis (tathowuriya?) tetapi bukan rakitan 
dengan menggunakan pendekatan “udatun naghar (telaah ulang), 
tahgigul manath (melakukan verifikasi), relevansi, tetapi tetap bermanhaj 
dan menjadikan empat imam sebagai pedoman dan tidak keluar dari 
manhaj itu. 
Kiai Sahal menurut Rais Aam PBNU Prof. Dr. KH. Ma'ruf 
Amin termasuk ulama” Nahdlatul Ulama” yang moderat karena 
tidak tekstual (ajumud alal mangulat wal ibarai), tetapi juga tidak 
liberal. Maka dalam Munas NU di Lampung tahun 1992, ulama” NU 
membuat sistem penetapan hukum di NU dengan menggunakan 
pendekatan figh manhaji yaitu al jam'u wa at-tafig baina ta'arudatain 
(mengkompromikan dua pendapat yang kontroversi), kemudian 
men-tarjih karena jika memberikan hukum bukan yang rwih, sama 
artinya memberikan hukum yang bukan dari Allah Swt (a-hukmu bi 
ghoiri rojibminal hukmi bi ghairi ma angala Allah), dalam NU istilah men- 
tarjih diganti menjadi men-/agrir karena mengandung konotasi yang 
begitu besar sehingga ulama” NU tidak menggunakan istilah men- 
"7 Rais Aam PBNU Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam memperingati haul Kiai Sahal ke-4, 
dalam kuliah umum bertajuk “Pendekatan Nalar Ushul Figh dalam Kehidupan Berbangsa 
dan Bernegara” di Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda Fi Ushul al-Figh pada hari Rabu, 
6 Desember 2017. 

"8 Rais Aam PBNU Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam memperingati haul Kiai Sahal ke-4, 
dalam kuliah umum bertajuk “Pendekatan Nalar Ushul Figh dalam Kehidupan Berbangsa 


dan Bernegara” di Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda Fi Ushul al-Figh pada hari Rabu, 
6 Desember 2017. 
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tarjih, jika tidak ada gaulnya ulama” NU melakukan i/hagul masail bi 
naghariha (ada atau tidak pandangannya di dalam kitab), sehingga 
tidak menggunakan giyas karena giyas dari cabang ke pokok (giyas 
minal far'i ilal asi). Karena menurut ulama? NU hag itu lebih baik 
dibanding membuat hukum baru, tetapi ketika sudah tidak bisa di- 
ilbag maka masuklah pada “itihad jama'i. Istilah jjtihad jama'i ini diganti 
menjadi istinbath jama'i karena ulama” NU merasa bukan mujtahid, 
maka istinbath jama'i (menggunakan manhaj-manhaj pada aimmah 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan) ini disebut NU sebagai 
figh manhaji karena masalah-masalah figh yang terjadi dewasa ini ada 
yang sudah di-jjtihad-i oleh para ulama' dan ada yang belum di-ijtihad-i 
seperti masalah-masalah kontemporer dalam politik, ekonomi, sosial 
budaya yang teks nashnya baik al Our'an, Hadits dan nash dalam 
kitab-kitab figh belum ada atau masalah-masalah lama tetapi berubah 
bentuknya atau yang diistilahkan Masail Mustajadah” 


Dalam konteks Nahdlatul Ulama dalam Munas NU di Lampung 
tahun 1992, Kiai Sahal berperan penting dalam menggeser dari konsep 
bermadzhab gauli ke konsep madzhab manhaji yang kemudian 
diputuskan di Munas NU Lampung waktu itu." 


Secara garis besar pemikiran ijtihad tathbigi Kiai Sahal sebagai 
pengembangan masa depan figh di Indonesia melalui pengembangan 
masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut, Pertama, pemberdayaan 
ekonomi umat melalui pengembangan masyarakat adalah proses 
interaksi dari serangkaian kegaiatan yang mengarah pada pencapaian 
kemajuan maupun kesejahteran masyarakat yang mengandung 
kegiatan-kegiatan untuk perubahan sikap, cara maupun arah berfikir 
serta peningkatan kesadaran yang menyangkut pengembangan 


“9 Rais Aam PBNU Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam memperingati haul Kiai Sahal ke-4, 
dalam kuliah umum bertajuk “Pendekatan Nalar Ushul Figh dalam Kehidupan Berbangsa 
dan Bernegara” di Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda Fi Ushul al-Figh pada hari Rabu, 
6 Desember 2017. 

#0 Lihat Jamal Ma'mur Asmani,. Rezim Gender di NU. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015, h. 
137 
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partisipasi masyarakat, maka pengembangan masyarakat harus selalu 
menggunakan pendekatan partisipatif bukan tekhnokratis artinya 
masyarakat dipacu untuk mampu menggali masalah mereka bersama 
dan pemecahan serta operasionalnya juga direncanakan bersama. 
Kedua, potret keadaan warga NU umumnya di pedesaan cenderung 
yang semula mempunyai produktif dan efesien berubah menjadi pola 
hidup konsumtif dan boros akibat kemajuan tekhnologi meterial, 
akhirnya berdampak pada NU lembaga yang semula mandiri menjadi 
makin tergantung dengan pihak luar serta solidaritas sesama warga 
NU semakin melemah, lebih ironis lagi sering muncul pertanyaan 
apa yang akan diberikan NU kepada mereka bukan apa yang mampu 
mereka khidmahkan kepada NU. Ketiga, NU dapat berperan sebagai 
lembaga focal point bagi penyebaran dan perambatan ide, gagasan, 
wawasan dan modernisasi serta pengembangan masyarakat di 
lingkungan NU untuk meningkatkan wawasan khittah NU dan 
mengembalikan semangat khidmahnya pada masyarakat seperti yang 
dilakukan para pendirinya, pengembangan masyarakat sebagai alat 


untuk pengembangan rumusan khittah 26." 


8! MA. Sahal Mahfudh, Filosufi dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Lingkungan NU, 
makalah di sampaikan di Temu Wicara LSM Kudus, 10 September 1989. makalah tidak 
dipublikasikan. 
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BAB V: PENUTUP 


A. Kesimpulan 


1. 


Karakter ijtihad tathbigi Kiai Sahal dalam pengembangan masa 
depan figh Indonesia salah satu contohnya dalam pemberdayaan 
ekonomi umat adalah menyadarkan umat Islam agar berdaya 
secara ekonomi dan tidak menjadi umat yang lemah serta peminta- 
minta, orientasi pemberdayaan ekonomi umat tidak semata- 
mata menjadikan seseorang menjadi kaya tetapi orientasinya 
berdasarkan ketakwaan terhadap Allah Swt secara profesional. 
Bahkan menurut Kiai Sahal pentingnya pembangunan ekonomi 
melebihi kepentingan kesadaran terhadap pendidikan sebab 
ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia. Relevansi 
ijtihad tathbigi kiai sahal yang menjadikan figh dan pesantren 
sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi umat, mempunyai 
landasan dalil yang kuat. Karena peningkatan kesejahteraan 
ekonomi bukan untuk memupuk dan membenarkan matrealisme 
dan konsumerisme, tetapi lebih dioptimalkan untuk menjaga 
dan mengarahkan agar kesejahteraan ekonomi umat dengan 
mempertimbangkan permasalahan dan disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ijtihad tathbig Kiai Sahal dalam 
pemberdayaan ekonomi umat melalui pesantren bukan pekerjaan 
sederhana. Jika dibandingkan dengan fungsi tafagguh fi al-din yang 
telah berlangsung ratusan tahun, sehingga kegiatan pemberdayaan 
ekonomi umat adalah hal yang relatif baru, sedangkan hal-hal 
baru cenderung disertai hambatan-hambatan baik yang bersifat 
psikologis maupun tekhnis. Dari sisi psikologis, pemberdayaan 
ekonomi umat dianggap bukan kegiatan keagamaan sehingga 
mengarah pada kesimpulan kegiatan itu tidak perlu, bahkan 
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jangan dilakukan di pesantren. Solusinya perlu upaya serius 
untuk mendialogkan ide dan program pengembangan masyarakat 
melalui pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan hambatan dari 
sisi tekhnis operasional, dapat diatasi selama pesantren mampu 
menyediakan tenaga untuk menjadi motivator pemberdayaan 
umat dan pengelola berbagai jenis sumber daya (manager of 
resources) yang di libatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi 
kesejahteraan umat. 


2. Tjtihad tathbigi Kiai Sahal berawal dari kondisi masyarakat Kajen 
yang miskin, ditambah tidak adanya pekarangan untuk bercocok 
tanam karena semua penuh dengan rumah, tidak ada akses ke 
berokrasi. Oleh karena itu, Kiai Sahal tidak bisa menutup diri 
atas kondisi riil yang terjadi dan memiliki kewajiban moral untuk 
merespon sebuah kondisi sosial masyarakat Kajen yang miskin 
dengan didasari ilmu yang mendalam, penguasaan masalah secara 
komprehensif, kepekaan sosial yang tajam, serta daya analisis yang 
memadai sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas 
sesuai dengan spesifikasi ilmunya sebagai seorang /agih. 


3. Ijtihad tathbigi kiai sahal dalam pemberdayaan ekonomi ummat 
bagi pembaharuan hukum Islam sebagai pengembangan masa 
depan figh Indonesia akan selalu relevan dan sangat potensial di 
masyarakat manapun baik di kota maupun desa, baik masyarakat 
agraris maupun industri. Kiai Sahal berkeyakinan pesantren yang 
mampu mengembangkan dua potensinya, yaitu potensi pendidikan 
dan kemasyarakatan akan melahirkan ulama yang tidak saja luas 
ilmu pengetahuan keagamaannya, tetapi juga luas wawasan dan 
cakrawala pemikirannya serta mampu memenuhi tuntutan zaman 
dalam memecahakan persoalan masyarakat 


B. Rekomendasi 


Aplikasi ijtihad tathbig yang dilakukan Kiai Sahal dalam 
pengembangan masa depan figh Indonesia penting untuk 
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dikembangkan bagi siapa saja yang merasa gelisah dengan 
ketidakberdayaan figh klasik dalam menjawab dan memecahkan 
kompleksitas problematika masyarakat kekinian. Supaya figh dengan 
perangkat metodologinya baik gowdid akfigh maupun ushil figh-nya 
dapat terealisasi dan bermanfaat sehingga figh tidak gagap dan 
mampu merefleksikan pada konteks kekinian. Kiai Sahal, meskipun 
bukan orang pertama yang melakukan kajian serupa dalam konteks 
ijtihad tathbig figh sosial, tetapi ia telah turut memberikan warna 
bagi perkembangan figh baik di dunia akademis maupun dunia 
pesantren salafi (tradisional), yang sebelumnya kajian figh khususnya 
di pesantren salafi tersebut menyimpan banyak problem sosiologis, 
historis dan metodologis. 


C. Kata Penutup 


Konsep ijtihad tathbigi menurut Muhammad Abu Zahrah 
adalah mengeluarkan hukum sejenis atau menerapkan hasil ijtihad 
istinbathi ke dalam perbuatan-perbuatan mukallaf yang bersifat 
kasuistik dari yang telah dikeluarkan oleh para ulama pendahulu, 
tetapi kasusnya belum ada di masa para pendahulu. Mujtahid tathbig 
adalah ulama takhrj dan tathbig (mengeluarkan dan menerapkan) “illat- 
illat yang diistinbatkan atas perbuatan-perbuatan jug'1yah (parsial). 
Wilayah pelaksanaan (job discription) mereka adalah aplikasi yang telah 
diistinbatkan para ulama terdahulu (salaf). Sehingga dengan tathbig 
(penerapan) ini menjadi jelas dan terang benderang atas problematika 
hukum yang belum dikenalkan oleh ulama-ulama terdahulu (salaf) 
dan upaya yang dilakukan mujtahid tathbigi adalah tahgigul manath 
(mengeluarkan “Illat-illat, sebab-sebab terjadinya hukum). 


ijtihad tatbigi adalah sebuah tantangan dan peluang bagi umat 
Islam di masa sekarang dan yang akan datang (futuristik) sebagai 
konsep yang cukup serius sehingga tidak semua individu memiliki 
kapabilitas untuk melakukannya. Hanya orang-orang spesifik saja 
yang diberi anugerah Allah berupa hikmah yang dapat melakukan 
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ijtihad tatbigi bersandarkan metodologi tahgig al-manat baik yang 
general maupun spesifik, hal ini harus selalu dilakukan oleh para 
mujtahid di setiap zaman dan generasi sesuai problematika yang 
selalu silih berganti dalam dimensi ruang dan waktu (space and time), 
yang konklusinya nanti akan menemukan barometer secara general 
sehingga bisa disinkronkan secara spesifik pada setiap mukallaf sesuai 
dengan standarisasinya yang ideal. 


Rekonsepsi ijtihad tathbigi adalah aplikasi dari sebuah konsep 
ilmiah atau perangkat sistem hukum yang berfungsi sebagai problem 
solver terhadap problematika kehidupan. Dengan menggunakan 
tiga (3) komponen perangkat sistem hukum (kaidah) sebagai 
konsep dasar (building theory) ma'alat al-af al, artinya menganalisis 
dan memprediksi konklusi dari sebuah perbuatan atau kausalitas 
yang mungkin terjadi sebagai sebuah pertimbangan hukum, baik 
secara maslahah maupun secara mafsadah sebagai sebuah teori 
tersendiri untuk mendapatkan makna yang tersembunyi (hidden 
meaning) dari teori magasid al-syari'ah. 

Tujuan menggunakan komponen perangkat sistem hukum 
ma “alat al-af'al adalah sebagai fasilitas untuk menuju magasid al- 
syarPah, tiga (3) komponen perangkat sistem hukum ma alat al- 
af al tersebut, antara lain: Pertama, al-zara'i' artinya tindakan 
preventif (pencegahan). Kedua, al-hiyal artinya mencari celah 
untuk mempolitisasi syari'ah. Ketiga, mura'at al-khilaf artinya 
mempertimbangkan kontroversi dari beberapa argumentasi 
ulama? yang tujuan akhirnya menganalisis dampak negatif yang 
sangat mungkin terjadi bila harus memilih argumentasi lain yang 
dianggap lebih kuat. 

Konstruksi “tihad tathbigi yang baik dan ideal adalah harus 
memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsip yang akan hendak 
dicapai, yaitu: Keadilan, kepastian dan kemaslahatan. Aplikasi 
ijtihad (jtihad tathbigi) pada era sekarang khususnya di Indonesia 
yang notabene merupakan negara berpenduduk muslim terbesar 
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termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga jjtihad. Seperti 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibawah naungan Kementrian 
Agama, atau lembaga ijtihad dua organisasi Islam (sosial keagamaan), 
seperti Bahtsul Masail-nya Nahdlatul Ulama (NU), Majlis Tarjih 
dan Tajdid-nya Muhammadiyah (MD), baik ditingkat lokal maupun 
regional dan masih banyak lagi lembaga-lembaga Islam yang bergerak 
dalam bidang ijtihad. 


Ada tiga langkah yang perlu dilakukan oleh para mujtahid tathbigi 
kontemporer untuk menemukan metodologi baru ijtihad tathbigi di 
Indonesia, yaitu: Pertama, pendekatan historis untuk menemukan 
makna teks al-Yuran dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi 
Muhammad saw, pendekatan historis ini akan menjaga dari interpretasi 
al-Yuran yang ekstravagan dan artifisial sehingga akan menunjukkan 
secara jelas makna keseluruhan al-Guran dengan cara sistematis 
dan koheren. Kedua, memisahkan antara ketetapan legal dengan 
sasaran dan tujuan al-Yur'an karena al-Gur'an biasanya menjelaskan 
alasan-alasan bagi pernyataan-pernyataan legal spesifiknya. Ketiga, 
mempertimbangkan latar belakang sosiologis yaitu lingkungan di 
mana Nabi bergerak dan bekerja dalam pemahaman dan sasaran al- 
Ouran, pedekatan ini akan menjauhkan dari interpretasi al-Yuran 
yang bersifat subyektif. 


Secara garis besar akar ijtihad tathbigi yang digunakan Kiai 
Sahal, dipengaruhi oleh serangkaian halagah para Ulama NU yang 
berpijak pada lima prinsip dasar, yaitu: pertama, interpretasi teks-teks 
figh secara kontekstual, kedua, perubahan pola bermadzhab dari 
bermadzhab secara tekstual (madzhab gauli) ke bermadzahab secara 
metodologis (madzhab manhaji), Xetiga, verifikasi mendasar mana 
ajaran yang pokok (ushul) mana ajaran yang cabang (furu”), keempat, 
figh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Dan 
kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama masalah 
hudaya dan sosial. 
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Perubahan hukum Islam atau kontekstualisasi teks-teks figih 
sebagai sebuah keniscayaan. Kontekstualisasi diartikan sebagai 
usaha memaknai figih agar sesuai dengan konteks (ruang dan 
waktu) yang dihadapi. Konteks sekarang tidak sama seperti konteks 
dahulu sehingga membutuhkan pemahaman baru terhadap konteks 
sekarang, lengkap dengan seperangkat tantangan dan dinamika sosial 
yang mendampinginya, corak ini sangat berbeda dengan pemahaman 
tekstual yang normatif dan cenderung berorientasi kepada masa lalu, 
sehingga akan mengalami stagnasi. 


Menurut Kiai Sahal eksistensi pesantren sangat mempengaruhi 
pembentukan masyarakat baik kesejahteraan ekonomi, maupun 
tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Kesejahteraan ekonomi 
menjadi faktot krusial di masyarakat, jika pesantren mau membantu 
masyarakat dalam upaya peningkatan hidupnya, maka akan membuka 
peluang bagi pesantren untuk mengukuhkan perannya menjadi 
lembaga sosial keagamaan, peran yang menjadi pembanding dan 
penyempurna peran pendidikan atau tafagguh fi al-din. 
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Pedoman Wawancara, Observasi, 
dan Dokumentasi 


Pertanyaan Penelitian 


Ta 


Bagaimana ijtihad tathbigi K.H. M.A. Sahal Mahfudh dalam 
pemberdayaan ekonomi umat? 

Kondisi situasi sosial dan budaya masyarakat seperti apa yang 
melatarbelakangi terhadap kemunculan ijtihad tathbigi ala Kiai 
Sahal? 

Bagaimana relevansi ijtihad tathbigi K.H. M.A. Sahal Mahfudh 
dalam pemberdayaan ekonomi umat bagi pembaharuan hukum 
Islam sebagai pengembangan masa depan figh Indonesia? 


Data Wawancara 


A. 


Ijtihad tathbigi K.H.M.LA. Sahal Mahfudh dalam 
pemberdayaan ekonomi umat 


Mengungkap, memahami dan memaknai model ijtihad yang 
dilakukan K.H.M.A. Sahal Mahfudh. 


Mengungkap, memahami dan memaknai ijtihad secara genuine 
yang dilakukan K.H.M.A. Sahal Mahfudh. 


Mengungkap, memahami dan memaknai ulama siapa saja yang 
mempengatuhi ijtihad K.H.M.A. Sahal Mahfudh 

Mengungkap, memahami dan memaknai faktor-faktor sosial apa 
saja yang mempengaruhi ijtihad tathbigi K.H.M.A. Sahal Mahfudh 
Mengungkap, memahami dan memaknai faktor-faktot yang 
datang dari internal yang mempengaruhi ijtihad kiai sahal dalam 
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mengimplementasikan produk-produk hukum hasil istinbath ke 
dalam tealitas sosial 


6. Mengungkap, memahami dan memaknai dialektika perumusan 
figh ala Kiai Sahal 


7. Mengungkap implementasi ijtihad tathbigi K.H.M.LA. Sahal 
Mahfudh bagi pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan 
ekonomi umat dan menganalisis keterkaitannya dengan proses 
perubahan nilai-nilai yang terjadi di pesantren maslakul huda 


8. Mengungkap, memahami dan memaknai pemebrdayaan ekonomi 
umat melalui proses perubahan nilai-nilai pesantren dan komunitas 
pesantren maslakul huda selama kegiatan pengembangan 
masyarakat seperti Artha Huda Abadi, KSM, BPR, BPRS, RSI, 
INISNU, IPMAFA 


B. Latar belakang munculnya ijtihad tathbigi Kiai Sahal 

1. Mengungkap, memahami dan memaknai faktor-faktot yang 
datang dari eksternal yang mempengaruhi ijtihad kiai sahal dari 
mengimplementasikan produk-produk hukum hasil istinbath ke 
dalam realitas sosial 

2. Mengungkap, memahami dan memaknai kepentingan yang 
mendasari ijtihad tathbigi K.H.M.A. Sahal Mahfudh 

3. Mengungkap, memahami dan memaknai garis besar konsep ijtihad 
tathbigi K.H.M.A. Sahal Mahfudh 

4. Mengungkap, memahami dan memaknai konstruksi ijtihad yang 
pegangi dan dikembangkan oleh Kiai Sahal masa lalu dan masa 
sekarang 

5. Mengungkap, memahami dan memaknai metodologi ijtihad yang 
dipegangi dan dikembangkan oleh kiai sahal 

6. Mengungkap, memahami dan memaknai pengembangan secara 
Teoritis-epistomologis ijtihad kiai sahal 
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. Mengungkap, memahami dan memaknai Pengembangan Praktis- 
Metodologis ijtihad yang K.H.M.A. Sahal Mahfudh 


. Mengungkap, memahami dan memaknai hasil ijtihad yang telah 
dilakukan Kiai Sahal 


Relevansi ijtihad tathbigi K.H.M.A. Sahal Mahfudh dalam 
pemberdayaan ekonomi umat bagi pembaharuan hukum 
Islam sebagai pengembangan masa depan figh Indonesia 


. Mengungkap, memahami dan memaknai relevansi ijtihad yang 
dilakuakan kiai sahal terhadap pembaharuan hukum Islam di 
Indonesia sebagai pengembangan masa depan figh Indonesia 

. Mengungkap, memahami dan memaknai aspek-aspek perubahan 
pada pola pemahaman dan aktualisasi figh dalam pemberdayaan 
ekonomi umat 

. Mengungkap, memahami dan memaknai sikap masyarakat dalam 
pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan Kiai Sahal 

. Mengungkap, memahami dan memaknai Strategi Pemberdayaan 
Ekonomi Umat yang dilakukan Kiai Sahal 

. Mengungkap, memahami dan memaknai upaya Kiai Sahal dan 
peran para kiai lainnya dalam pemberdayaan ekonomi umat 

. Mengungkap, memahami dan memaknai tantangan dan peluang 
dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat 

. Mengungkap, memahami dan memaknai aspek perubahan yang 
terjadi secara ekonomi di masyarakat 


. Mengungkap, memahami dan memaknai aspek perubahan 
dan pelaksanaan strategi pemberdayaan ekonomi umat dalam 
pengentasan kemiskinan 


. Mengungkap, memahami dan memaknai sikap dan perilaku 
masyarakat dan para kiai terhadap gagasan pemberdayaan 
ekonomi umat 
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10. 


11, 


12, 


1 


14. 


15, 


16. 


17, 


ru 


On rp Oh 3 


Mengungkap, memahami dan memaknai efektifitas pemberdayaan 
ekonomi umat yang dilakukan kiai sahal 


Mengungkap, memahami dan memaknai wilayah yang menjadi 
garapan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan kiai sahal 


Mengungkap, memahami dan memaknai siapa saja yang terlibat 
dalam pemberdayaan ekonomi umat 


Mengungkap, memahami dan memaknai peran dan keterlibatan 
para kiai atau santri dalam pemberdayaan ekonomi umat 


Mengungkap, memahami dan memaknai peran dan keterlibatan 
pemerintah daerah, PT, ormas keagamaan maupun parpol, LSM 
dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan kiai sahal 


Mengungkap, memahami dan memaknai peran dan keterlibatan 
institusi perbankan atau pelaku bisnis dalam pemberdayaan 
ekonomi umat 


Mengungkap, memahami dan memaknai tahapan-tahapan kerja 
yang disusun dalam pemberdayaan ekonomi umat 


Mengungkap, memahami dan memaknai program pemberdayaan 
ekonomi umat kiai sahal yang masih berjalan dan hasilnya masih 
dirasakan umat 


Dokumen 


Karya-Karya KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Bahasa Arab dan 
Bahasa Indonesia 


Karya Artikel KH. MA. Sahal Mahfudh yang tidak dipublikasikan 
Dokumen Pesantren Maslakul Huda 

Dokumen BPPM 

Dokumen BPR Artha Huda Mandiri 

Dokumen BPRS 
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Pengamatan 
Lokasi Desa Kajen Margoyoso Pati 
Lokasi Pesantren Maslakul Huda 
Lokasi BPPM 
Lokasi RSI 
Lokasi Darul Hadhonah 
Lokasi Masda Printer 
Lokasi Masda Grafika 
Lokasi BPR Artha Huda Manditi 
Lokasi BPRS 


. Lokasi IPMAFA 

. Lokasi INISNU 

. Lokasi Ma'had Aly Ushul Figh 
. DI. 
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SENAGAI PEKGEMUANGAN MASA DEFAN FM INIMIMESIA 


Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh adalah salah 
seorang dari deretan pemikir Indonesia 
dalam pemikiran Islam kontemporer, yang 
merasa gelisah dengan ketidakberdayaan 
figh klasik dalam menjawab dan 
memecahkan kompleksitas problematika 
masyarakat kekinian. Supaya figh dengan 
perangkat metodologinya baik gawaid al-figh 
maupun ushul figh-nya dapat terealisasi dan 
bermanfaat sehingga perlu penafsirann 
ulang (reinterpretasi) atas figh klasik, 
sehingga figh tidak gagap dan mampu 
merefleksikan pada konteks kekinian. 
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